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DIRJEN MENYAPA

K embali saya menyapa saudara-saudara pembaca Newsletter 

infoHUBDAT yang budiman. Teriring salam hangat dan doa semoga 

kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT. 
Baru saja kita melewati periode waktu yang cukup menguras tenaga dan pikiran, 

yaitu menunaikan tugas mulia berupa pelayanan transportasi bagi saudara-

saudara kita yang melakukan perjalanan mudik dan balik lebaran. Tiada kata lain 

yang bisa diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam karena kita telah 

menyelesaikan tugas dengan baik dan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 

ini berjalan dengan lancar dan sukses.  Beberapa indikator yang dapat kita jadikan 

tolak ukur dalam melakukan penilaian ini, antara lain: (a) tidak adanya keluhan dari 

masyarakat tentang terjadinya kemacetan yang luar biasa pada jalur angkutan lebaran 

sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, (b) dari pantauan Global Positioning System (GPS) pada bus-bus antar 

kota, didapat rata-rata kecepatan perjalanan bus-bus tersebut lebih dari 40 km/jam, kecepatan tertinggi terdapat pada 

ruas Tol Jakarta-Cikampek dengan kecepatan mencapai 77,92 km/jam dan kecepatan terendah terdapat di lintasan 3 

Cikampek–Cirebon (Jalur Pantai Utara Jawa) dengan kecepatan 15,45 km/jam, jauh di atas kecepatan terendah 

tahun 2012 sebesar 5,43 km/jam, (c) terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mudik dan balik dengan tidak 

menggunakan sepeda motor. Ini terlihat dari meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti mudik gratis dengan 

bus dan motor diangkut dengan truk, kapal laut, dan kapal ferry serta menggunakan kereta api. Tidak kurang dari 

14.000 orang dan 6.000 unit sepeda motor yang memanfaatkan fasilitas gratis tersebut, baik yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta, (d) terjadi pergeseran pola pemilihan moda angkutan pemudik. Pemudik 

yang menggunakan angkutan darat dan laut mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,74% dan 4,57%, 

sedangkan angkutan kereta api dan udara mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,48% dan 13,45%.

Keberhasilan yang kita capai pada penyelenggaraaan Angkutan Lebaran tahun 2013 ini tidak terlepas dari kerja keras 

serta sinergitas yang baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada saat pelaksanaan diantara semua stakeholder 

yang terlibat, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kolaborasi 

yang sudah baik ini, saya harapkan dapat terus dibina dan dikembangkan dimasa-masa mendatang, dan tidak hanya 

pada periode angkutan lebaran saja, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan pelayanan jasa 

transportasi terbaik yang diberikan oleh pemerintah.

Memang saya sadari sepenuhnya keberhasilan kita belumlah sempurna, masih banyak yang harus kita benahi dan 

perbaiki. Salah satunya adalah pelayanan angkutan umum yang masih sangat memerlukan sentuhan yang lebih 

berarti untuk peningkatan kenyamanan dan keselamatan. Walaupun beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan 

angkutan umum terjadi di luar periode penyelenggaraan angkutan lebaran, namun kita cukup miris melihat jumlah 

korban yang meninggal dunia pada kecelakaan tersebut. Sebut saja kecelakaan Bus Karya Sari di Banyumas, Jawa 

Tengah, dan kecelakaan Bus Giri Indah di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah dalam 

hal ini, namun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, marilah secara bersama-sama kita melakukan 

pembinaan dan perbaikan terhadap mekanisme-mekanisme yang belum berjalan secara benar, sehingga 

kedepannya  diharapkan tidak ada lagi nyawa manusia yang melayang sia-sia di jalan karena kecelakaan 

transportasi.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi terimakasih atas semua kerja keras 

saudara. Selamat bertugas dimanapun saudara melakukan pengabdian, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb.
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Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang budiman,

Perhelatan besar Kementerian Perhubungan menyelenggarakan 

Angkutan Lebaran 2013 telah usai. Mudik dan balik Lebaran 

adalah peristiwa kultural tahunan yang penuh dinamika dan 

kompleksitas permasalahan. Tugas besar dan mulia 

mengantarkan masyarakat menjalankan ritual spiritualnya tuntas 

sudah. Banyak catatan terkait aspek penyelenggaraan telah 

digoreskan untuk menjadi bekal demi kesempurnaan 

penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya. Kita telah berusaha 

maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. Memfasilitasi mobilitas puluhan juta manusia dalam 

waktu hampir bersamaan tentu bukan perkara gampang.

Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi, terdapat beberapa 

hal yang akan dibahas, yaitu apa yang menjadi bahan evaluasi, 

bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa 

perlu diadakan evaluasi, dimana proses evaluasi diadakan, dan 

pihak yang mengadakan evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan 

angkutan lebaran hendaknya dilakukan secara komprehensif 

melibatkan sektor-sektor terkait. Fokus evaluasi hendaknya 

memasukkan pula aspek solusi dan inovasi dalam 

penye lenggaraan  d i  masa  mendatang ,  seh ingga  

penyelenggaraan angkutan lebaran tidak lagi dianggap sebagai 

pekerjaan rutinitas tahunan biasa.

Newsletter infoHUBDAT kali ini mencoba menampilkan hasil dan 

evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran yang baru saja 

berlalu. Dinamika transportasi, khususnya transportasi darat, 

senantiasa membutuhkan ide pemikiran dan solusi yang nyata. 

Beberapa sumbangan tulisan dari rekan-rekan, baik di pusat 

maupun di daerah, akan turut mewarnai edisi kali ini yang 

diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala pembaca 

sekalian.

Semoga segala daya upaya kita dalam membangun sektor 

transportasi darat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat senantiasa mendapat ridho dan karunia-Nya. Amin!

Kolom Redaksi

Salam Redaksi
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infoinfo SELINTAS

Dalam rangka Angkutan Lebaran 2013, Menteri Perhubungan 
E.E. Mangindaan dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) 
Hermanto Dardak bersama dengan  Dirjen Perhubungan Darat 
Kemenhub Suroyo Alimoeso melakukan peninjauan lapangan 
dengan menelusuri Jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) hingga 
Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (17/07/2013).

Dari peninjauan itu, Wakil Menteri PU menilai ruas jalur Cikampek 
– Palimanan (Cirebon) Jalur Pantura siap untuk menampung 
pemudik Lebaran 2013 mulai H-10. Sementara itu, Dirjen 
Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan pemerintah 
akan memberlakukan lajur satu arah bagi kendaraan untuk rute 
perjalanan dari Jomin hingga Pamanukan. Rencana tersebut 
akan diberlakukan pada 3-4 Agustus 2013.

"Sedangkan kendaraan dari arah timur akan dialihkan ke selatan 
untuk melintas pada jalur tengah,” ujarnya. Menurut Suroyo, 
kebijakan itu akan mengurangi kepadatan lalu lintas pada lintas 
pantai utara jawa (pantura). "Tentunya akan diuji coba mungkin 
pada pekan depan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan Kemenhub berencana melakukan koordinasi 
dengan Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri, Dinas Perhubungan di 
provinsi, dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. "Dilakukan 
inventarisasi bentuk pengaturan, seperti putaran balik arah (u-
turn) mana yang harus dijaga ataupun pengawasan di lokasi 
pasar tumpah," katanya.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menuturkan kendaraan 
lokal diperbolehkan melintas pada Jomin hingga Pamanukan 
ataupun sebaliknya. Hal itu disebabkan adanya aktivitas sehari-
hari. "Harus diberikan satu lajur untuk kendaraan lokal," jelasnya.
Teks: CAS, Foto: MAD)

Pada masa Angkutan Lebaran 2013, Ditjen Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan kembali melakukan Mudik Bersama 
bagi Pemilik Sepeda Motor secara cuma-cuma (gratis) 
menggunakan truk khusus pengangkut sepeda motor dengan 
tujuan 12 (dua belas) kota di Pulau Jawa dan Sumatera. 12 kota 
tujuan tersebut adalah Lampung, Cirebon, Tegal, Magelang, 
Yogyakarta, Wonogiri, Tasikmalaya, Cilacap, Kebumen, 
Wonosobo, Purwokerto, dan Solo. 

Pendaftaran mudik bersama ini dibuka dari 16 Juli 2013 s. d. 30 
Juli 2013 (sampai memenuhi kuota) dan bertempat di Lantai 
Dasar, Lobby Gedung Cipta, Kantor Kementerian Perhubungan,  
serta beberapa kantor Dinas Perhubungan Jabodetabek, yaitu : 
Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, 
dan Kota Tangerang Selatan. 

Sampai dengan akhir penutupan masa pendaftaran mudik 
bersama ini, tercatat 1.263 unit sepeda motor dan 2.728 orang 
pemudik yang telah diberangkatkan menuju kota tujuan masing-
masing menggunakan 26 buah truk dan 69 buah bus. Menhub 
E.E. Mangindaan mengatakan bahwa pada tahun depan program 
mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Perhubungan akan diperluas cakupan wilayahnya. (Teks: RS, Foto: 

MAD)

Mudik Gratis Bagi Pengguna Sepeda 
Motor ke 12 Kota Tujuan

Persiapan Angkutan Lebaran, Menhub 
dan Wamen PU Tinjau Pantura 

Mendekati Angkutan Lebaran 2013, Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia E.E. Mangindaan memantau kesiapan jalan 

di jalur tengah Jawa Barat yang selalu menjadi langganan arus 

mudik tiap tahunnya. Pada Jumat (26/7/2013), Menhub bersama 

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso memantau jalur 

Nagrek, Kabupaten Bandung, hingga ke jalan Lingkar Gentong, 

Tasikmalaya.

"Untuk jalur selatan jawa titik kemacetan ada di daerah Nagrek, 

Limbangan, dan Gentong," ujar Menhub saat peninjauan. 

Menurutnya jalur tersebut perlu perhatian khusus karena selalu 

menjadi langganan kemacetan setiap tahunnya. Kendati 

demikian, ia melihat jalur Nagrek pada tahun ini telah lebih siap 

menghadapi angkutan lebaran  setelah mengalami perbaikan.

Jelang Angkutan Lebaran, Menhub 
Pantau Kesiapan Jalur Nagrek

"Diprediksi kalau di Nagrek lancar, maka di Limbangan 

kemungkinan akan terjadi penumpukan, apalagi di wilayah 

Gentong," ujarnya. “Ini yang harus bisa kita antisipasi bersama 

solusinya bila prediksi tersebut benar-benar terjadi,” tambahnya.

Meski demikian, dengan kontur jalan di Nagreg yang terbilang 
sempit serta banyaknya tanjakan dan turunan curam menikung, 
reputasi Nagrek  sebagai jalur rawan kecelakaan masih melekat.
“Di Nagrek itu yang ditakutkan rawan kecelakaan. Tapi sekarang 

sudah ada dua jalur, sudah lebih lancar," paparnya. Wamen PU 

Hermanto Dardak yang turut dalam kunjungan menambahkan, 

setelah Nagrek siap menampung kendaraan pemudik, wilayah 

Gentong pun sedikit demi sedikit menunjukkan perkembangan 

yang lebih baik dilihat dari  hampir selesainya pembangunan jalan 

Lingkar Gentong. Menhub meminta Kementerian Pekerjaan 

Umum agar secepatnya menyelesaikan perbaikan dan 

pembangunan tersebut. "Jalan Lingkar Gentong pada H-10 harus 

sudah selesai semua pembangunannya," tegasnya.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pudji Hartanto yang turut pula 

mendampingi Menhub pada kunjungan lapangan tersebut 

menyampaikan kesiapan jajaran kepolisian bersama dengan 

Dinas Perhubungan untuk pengaturan rekayasa lalu lintas di 

sepanjang jalur lebaran.  

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pun menyatakan bahwa 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pihak terkait lainnya, 
baik unsur kepolisian, TNI, dan pemerintah kota/pemerintah 
kabupaten di wilayah Jawa Barat telah mempersiapkan jalur yang 
akan dilalui para pemudik. "Jajaran Dinas Perhubungan, Bina 
Marga, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan 
beserta instansi terkait sudah berkoordinasi untuk mensukseskan 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini," katanya. (Teks: 

CAS, Foto: MAD)

Direktorat Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen 
Perhubungan Darat menyelenggarakan Semiloka Peningkatan 
Pelayanan Angkutan Jalan 2013, pada 9-11 September 2013, di 
Savanna Hotel, Malang, Jawa Timur. Dalam sambutannya ketika 
membuka kegiatan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo 
Alimoeso menyampaikan bahwa pelayanan angkutan umum 
mempengaruhi aktivitas perjalanan masyarakat, sehingga 
mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. 
Namun, untuk mewujudkan perkembangan angkutan umum yang 
lebih baik, tidak terlepas dari kebijakan pelaksanaan angkutan 
serta kebijakan stakeholder lainnya sebagai penunjang.

Masih rendahnya kinerja manajemen perusahaan angkutan yang 
belum optimal, dengan indikasi menurunnya kualitas pelayanan 
dan faktor keselamatan, serta ditandai juga dengan adanya 
beberapa kejadian kecelakaan angkutan umum menandakan 
bahwa masih adanya  ketidaktertiban operator dalam 
mengoperasikan kendaraan angkutan umum angkutan di jalan.

Maksud dilaksanakannya kegiatan semiloka peningkatan 
pelayanan angkutan jalan tahun 2013 ini adalah untuk 
mensosialisasikan kebijakan pemerintah menyangkut upaya 
pemerintah untuk membantu usaha angkutan dan memberikan 

motivasi usaha serta peningkatan kualitas pelayanan dan 
keselamatan angkutan jalan.

Tanggung jawab pemerintah tersebut diimplementasikan dalam 
bentuk pemberian izin angkutan kepada pelaku usaha. 
Selanjutnya pemerintah juga wajib melakukan pembinaan dan 
pengawasan. (Teks : CAS, Foto : MAD)

Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan 2013
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Dalam rangka Angkutan Lebaran 2013, Menteri Perhubungan 
E.E. Mangindaan dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) 
Hermanto Dardak bersama dengan  Dirjen Perhubungan Darat 
Kemenhub Suroyo Alimoeso melakukan peninjauan lapangan 
dengan menelusuri Jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) hingga 
Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (17/07/2013).

Dari peninjauan itu, Wakil Menteri PU menilai ruas jalur Cikampek 
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Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan pemerintah 
akan memberlakukan lajur satu arah bagi kendaraan untuk rute 
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untuk melintas pada jalur tengah,” ujarnya. Menurut Suroyo, 
kebijakan itu akan mengurangi kepadatan lalu lintas pada lintas 
pantai utara jawa (pantura). "Tentunya akan diuji coba mungkin 
pada pekan depan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan Kemenhub berencana melakukan koordinasi 
dengan Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri, Dinas Perhubungan di 
provinsi, dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. "Dilakukan 
inventarisasi bentuk pengaturan, seperti putaran balik arah (u-
turn) mana yang harus dijaga ataupun pengawasan di lokasi 
pasar tumpah," katanya.

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan menuturkan kendaraan 
lokal diperbolehkan melintas pada Jomin hingga Pamanukan 
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Teks: CAS, Foto: MAD)
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E.E. Mangindaan mengatakan bahwa pada tahun depan program 
mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Perhubungan akan diperluas cakupan wilayahnya. (Teks: RS, Foto: 

MAD)

Mudik Gratis Bagi Pengguna Sepeda 
Motor ke 12 Kota Tujuan

Persiapan Angkutan Lebaran, Menhub 
dan Wamen PU Tinjau Pantura 

Mendekati Angkutan Lebaran 2013, Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia E.E. Mangindaan memantau kesiapan jalan 

di jalur tengah Jawa Barat yang selalu menjadi langganan arus 
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Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso memantau jalur 

Nagrek, Kabupaten Bandung, hingga ke jalan Lingkar Gentong, 

Tasikmalaya.
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Limbangan, dan Gentong," ujar Menhub saat peninjauan. 
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menghadapi angkutan lebaran  setelah mengalami perbaikan.

Jelang Angkutan Lebaran, Menhub 
Pantau Kesiapan Jalur Nagrek
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Alimoeso menyampaikan bahwa pelayanan angkutan umum 
mempengaruhi aktivitas perjalanan masyarakat, sehingga 
mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. 
Namun, untuk mewujudkan perkembangan angkutan umum yang 
lebih baik, tidak terlepas dari kebijakan pelaksanaan angkutan 
serta kebijakan stakeholder lainnya sebagai penunjang.

Masih rendahnya kinerja manajemen perusahaan angkutan yang 
belum optimal, dengan indikasi menurunnya kualitas pelayanan 
dan faktor keselamatan, serta ditandai juga dengan adanya 
beberapa kejadian kecelakaan angkutan umum menandakan 
bahwa masih adanya  ketidaktertiban operator dalam 
mengoperasikan kendaraan angkutan umum angkutan di jalan.

Maksud dilaksanakannya kegiatan semiloka peningkatan 
pelayanan angkutan jalan tahun 2013 ini adalah untuk 
mensosialisasikan kebijakan pemerintah menyangkut upaya 
pemerintah untuk membantu usaha angkutan dan memberikan 

motivasi usaha serta peningkatan kualitas pelayanan dan 
keselamatan angkutan jalan.

Tanggung jawab pemerintah tersebut diimplementasikan dalam 
bentuk pemberian izin angkutan kepada pelaku usaha. 
Selanjutnya pemerintah juga wajib melakukan pembinaan dan 
pengawasan. (Teks : CAS, Foto : MAD)

Semiloka Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan 2013
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Jajaran Dinas Perhubungan se-Jawa Barat pada Sabtu, 27 Juli 
2013 melaksanakan Apel Siaga Penyelenggaraan Angkutan 
Lebaran 2013/ 1434 H. di Lapangan PT. Pupuk Kujang 
Kabupaten Karawang. Bertindak sebagai Pembina Apel adalah 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso. Apel 
diikuti oleh sekitar 1000 personil, baik dari Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota, PT. Jasa Raharja dan 
instansi lainnya yang akan bertugas di seluruh wilayah Jawa 
B a r a t .  Pada apel siaga tersebut juga hadir para 

K e p a l a  D i n a s  P e r h u b u n g a n  
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Direktur 
Jenderal Perhubungan Darat 
menyampaikan dorongan/ 
motivasi kepada seluruh jajaran 
Dinas Perhubungan di Jawa 
Barat untuk terus menjaga 

kekompakan dalam upayanya 
un tuk  t e rus  men ingka tkan  

pelayanan kepada masyarakat 
secara l u a s ,  t e r l e b i h  p a d a  s e t i a p   
penyelenggaraan angkutan lebaran. Dalam amanatnya, 
disampaikan pula mengenai kondisi wilayah Jawa Barat yang 
merupakan daerah lintasan pergerakan lalu lintas dan angkutan 
jalan, baik dari arah barat menuju timur maupun sebaliknya. 
Dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau jajaran Dinas 
Perhubungan bersama instansi terkait lainnya di Jawa Barat, 
harus bekerja keras untuk membantu mengatur dan 
mengamankan pergerakan arus lalu lintas mudik maupun balik 
lebaran tahun ini agar para pemudik dapat melakukan perjalanan 
dengan lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Dirjen 
Perhubungan Darat juga meminta agar pelayanan kepada para 
pemudik tidak hanya dilakukan antara H-7 s.d H+7 masa 
Angkutan Lebaran 2013, bila perlu diperpanjang sampai dengan 
H+10, serta meminta agar seluruh jembatan timbang di Jawa 
Barat pada masa angkutan lebaran dapat dialihfungsikan menjadi 
rest area yang ditunjang dengan berbagai sarana dan fasilitas 
yang dibutuhkan oleh para pemudik, seperti layanan kesehatan, 
air bersih, mushola, toilet dan fasilitas – fasilitas lainnya. (Teks : 

CAS, Foto : MAD)

Wamenhub Uji Coba Jalur Khusus 
Sepeda Motor di Karawang

Pembagian Peta Jalur Mudik Angkutan 
Lebaran 2013

Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, pada 30 Juli 
2013, Kementerian Perhubungan membagikan peta resmi jalur 
mudik lebaran pada masyarakat. Pembagian peta mudik ini 
merupakan bentuk sosialisasi pada masyarakat agar memiliki 
bekal informasi yang cukup saat melakukan perjalanannya. 
Pembagian peta jalur mudik tersebut dilakukan mulai pukul 10.00 
WIB. Para pegawai Kemenhub yang berseragam biru membagi-
bagikan peta pada pengendara yang sedang berhenti di lampu 
merah. Pelaksanaan pembagian peta resmi jalur mudik lebaran 
tersebut dipimpin oleh Kasubdit Sarana Angkutan Jalan 
Direktorat LLAJ Ditjen Perhubungan Darat Toto Noerwitjaksono.  

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono 

meninjau langsung jalur alternatif bagi pemudik motor di 

Karawang, Jawa Barat pada Minggu (28/7/2013). Saat meninjau 

dari Simpang Tanjungpura hingga Jembatan Balonggandu, 

Cikalong, Bambang naik motor. "Ini kan untuk yang naik motor. 

Jadi kita harus mencoba jalur ini dengan naik motor juga," ujar 

Bambang.

Wamenhub berangkat dari Jakarta bersama rombongan 

menggunakan bus. Turut mendampingi Wamenhub dari Jakarta 

adalah Direktur Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen 

Hubdat Sugihardjo. Wamenhub mengatakan jalur alternatif ini 

memang dikhususkan bagi pemudik motor yang melintasi 

Pantura. Jalur alternatif ini diyakini dapat mengurangi beban 

kepadatan di Simpang Jomin. "Jalur alternatif ini dibuat untuk 

mengurangi beban kepadatan di Simpang Jomin yang selalu 

terjadi setiap tahunnya," jelas Bambang.

Rombongan Wamenhub tiba di awal titik peninjauan sekitar pukul 

20.00 WIB. Di lokasi telah menunggu sekitar 70-an pemotor dari 

Dinas Perhubungan Karawang yang akan menemani 

rombongan. Kadishub Karawang, Setiadarma, turut pula dalam 

rombongan.

Wamenhub yang membonceng motor Honda bernopol G 5498 

CT itu sempat berhenti di salah satu SPBU dan memberikan 

komentar tentang jalur tersebut. Dia berpendapat jalan di jalur itu 

sudah relatif bagus. "Tidak ada lubang yang besar. Memang tidak 

mulus semua dan masih bergelombang. Tapi kondisi tersebut 

saya kira masih bisa diantisipasi oleh pemudik," tutur Bambang.

Di sepanjang jalur alternatif pemudik motor tersebut memang 

masih nampak lubang-lubang di jalan yang sudah ditambal. 

Tampak warna aspal tambalan yang masih kontras dengan jalan 

yang sudah ada. Selain itu, masih banyak titik dimana 

penerangan jalan sangat kurang. Marka jalan yang minim juga 

menjadi perhatian. Hal ini bisa membahayakan pemudik sebab 

sebagian besar jalur berbatasan langsung dengan sawah di sisi 

kanan dan kiri. (Teks: CAS, Foto: MAD)

Gelar Pasukan Persiapan Angkutan 
Lebaran se-Jawa Barat

Selain di Bundaran HI, kegiatan serupa juga serentak dilakukan di 
empat titik lain, yaitu Lebak Bulus, Cawang, Tomang, dan Kelapa 
Gading.

Pembagian peta jalur mudik lebaran juga dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan di 18 provinsi lain di Indonesia. Total sekitar 2 juta 
peta mudik yang dibagikan di seluruh Indonesia. Dalam peta 
tersebut dicantumkan berbagai informasi yang dibutuhkan 
masyarakat, seperti daerah rawan kemacetan, daerah rawan 
banjir, dan jalur alternatif, baik untuk pengendara motor maupun 
mobil. Selain itu, terdapat pula informasi mengenai pos 
kesehatan, tempat istirahat, dan nomor telepon penting 
kepolisian. Diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi 
yang jelas, agar mereka dapat menyiapkan perencanaan 
perjalanan pulang kampungnya dengan matang. (Teks: RS, Foto: 

CAS)

Pada 11-16 September 2013, berlokasi di Hotel Puri Avia Jl. Raya 
Puncak Km.65, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, berlangsung 
kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat 
Nasional 2013. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur 
Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Perhubungan 
Darat Hotma Simanjuntak mewakili Dirjen Perhubungan Darat 
pada 12 September 2013.

Dalam sambutannya, Hotma 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a  
Pemi l i han  AKUT Tingka t  
Nasional ini merupakan wujud 
perhatian pemerintah kepada 
awak kendaraan angkutan 
umum selaku SDM transportasi 
yang memiliki peran vital dalam 
peningkatan kese lamatan 
transportasi jalan sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 
22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ).

Sementara itu, Ketua Panitia Acara Pemilihan Awak Kendaraan 
Umum Teladan (AKUT) 2013, yang juga Kasubdit Bina 
Keselamatan Angkutan Umum, Direktorat Keselamatan 
Transportasi Darat (KTD) Ditjen Perhubungan Darat Eddy 
Gunawan, menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan 
Pemilihan AKUT Tingkat Nasional tahun 2013, dilaksanakan 
dalam rangka upaya Pemerintah, dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat untuk menempatkan profesi awak 
kendaraan angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya 
melalui pemberian penghargaan kepada para awak kendaraan 
angkutan umum yang telah ikut berperan serta dalam 
meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum 
yang optimal di jalan. 

Peserta Pemilihan AKUT pada tahun 2013 ini adalah seluruh 
pengemudi angkutan umum orang dan barang, terdiri dari 
pengemudi AKAP, AKDP, AJAP, BRT, Pemadu Moda, Angkutan 
Kota, Angkutan Pedesaan, Taksi, Travel, Pariwisata, dan Barang. 
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pada tahun ini adalah 
sebanyak  58 orang, yang berasal dari 29 provinsi di Indonesia. 
(Teks: RS, Foto : CAS)

Direktur KTD Hotma Simanjuntak 
menyematkan pin kepada peserta

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional 2013
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air bersih, mushola, toilet dan fasilitas – fasilitas lainnya. (Teks : 

CAS, Foto : MAD)

Wamenhub Uji Coba Jalur Khusus 
Sepeda Motor di Karawang

Pembagian Peta Jalur Mudik Angkutan 
Lebaran 2013

Bertempat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, pada 30 Juli 
2013, Kementerian Perhubungan membagikan peta resmi jalur 
mudik lebaran pada masyarakat. Pembagian peta mudik ini 
merupakan bentuk sosialisasi pada masyarakat agar memiliki 
bekal informasi yang cukup saat melakukan perjalanannya. 
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Jadi kita harus mencoba jalur ini dengan naik motor juga," ujar 

Bambang.
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Wamenhub yang membonceng motor Honda bernopol G 5498 
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kanan dan kiri. (Teks: CAS, Foto: MAD)

Gelar Pasukan Persiapan Angkutan 
Lebaran se-Jawa Barat

Selain di Bundaran HI, kegiatan serupa juga serentak dilakukan di 
empat titik lain, yaitu Lebak Bulus, Cawang, Tomang, dan Kelapa 
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CAS)

Pada 11-16 September 2013, berlokasi di Hotel Puri Avia Jl. Raya 
Puncak Km.65, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, berlangsung 
kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat 
Nasional 2013. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur 
Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Perhubungan 
Darat Hotma Simanjuntak mewakili Dirjen Perhubungan Darat 
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Dalam sambutannya, Hotma 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a  
Pemi l i han  AKUT Tingka t  
Nasional ini merupakan wujud 
perhatian pemerintah kepada 
awak kendaraan angkutan 
umum selaku SDM transportasi 
yang memiliki peran vital dalam 
peningkatan kese lamatan 
transportasi jalan sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 
22 tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ).

Sementara itu, Ketua Panitia Acara Pemilihan Awak Kendaraan 
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dalam rangka upaya Pemerintah, dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat untuk menempatkan profesi awak 
kendaraan angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya 
melalui pemberian penghargaan kepada para awak kendaraan 
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Peserta Pemilihan AKUT pada tahun 2013 ini adalah seluruh 
pengemudi angkutan umum orang dan barang, terdiri dari 
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Direktur KTD Hotma Simanjuntak 
menyematkan pin kepada peserta

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Nasional 2013
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Perusahaan Angkutan Umum Wajib 
Terapkan Sistem Manajemen 
Keselamatan 

Sistem Manajemen Keselamatan merupakan tata kelola 
keselamatan yang komprehensif pada suatu perusahaan 
angkutan umum. Untuk itu setiap perusahaan angkutan umum 
wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan. Demikian 
disampaikan Direktur Keselamatan Transportasi Darat Hotma 
Simanjuntak ketika membuka Workshop Sistem Manajemen 
Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum, di Hotel 
Aryaduta Semanggi, Jakarta (28/8/2013).

Hotma menjelaskan dalam paparannya bahwa paling tidak ada 5 
aspek pokok dalam Sistem Manajemen Keselamatan bagi 
Perusahaan Angkutan Umum. Kelima aspek tersebut meliputi 
aspek regulasi, aspek pengemudi, aspek kendaraan, aspek 
perbengkelan dan aspek manajemen keselamatan itu sendiri.

Sub sektor transportasi darat memiliki peranan yang sangat 
penting dalam masyarakat karena sangat dominan dan 
menyangkut masyarakat luas, yaitu penyelenggaraan kegiatan 
angkutan barang, penumpang dan jasa lainnya dari suatu daerah 
ke daerah lainnya. Disamping manfaat tersebut, terdapat juga 
dampak negatif yang tidak diinginkan, yaitu kejadian kecelakaan 
yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik materi 
maupun korban jiwa. Dampak negatif tersebut antara lain 
disebabkan oleh masih rendahnya penerapan aspek 
keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan, 
baik pada aspek teknis, sumber daya manusia maupun 
manajemen perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan 
keselamatan tersebut, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah 
telah dan akan terus melakukan berbagai upaya antara lain 
melalui penyusunan perencanaan, penerapan regulasi, 
pembinaan, dan pengawasan terhadap aspek keselamatan 
dalam penyelenggaraan angkutan umum.

Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 
LLAJ dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 
serta penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan. Melalui workshop ini diharapkan dapat diketahui lebih 
mendalam tentang Sistem Manajemen Keselamatan 
Perusahaan angkutan umum sehingga para pengusaha dapat 
mempersiapkan penerapan sistem tersebut. Selain itu 
diharapkan terdapat penyempurnaan konsep Sistem Manajemen 
Keselamatan bagi Perusahaan Angkutan Umum agar sistem itu 
dapat diimplementasikan secara nasional dengan baik. (Teks : 

CAS, Foto: MAD)

Pos Koordinasi (Posko) Tingkat Nasional Angkutan Lebaran (Angleb) 
Terpadu tahun 2013 resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan pada 1 
Agustus 2013. Pembukaan posko pemantauan dan pengendalian 
Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2013 tersebut 
ditandai dengan diselenggarakannya Apel Siaga Angkutan Lebaran, 
dipimpin oleh Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan yang 
berlangsung di lapangan upacara Kantor Kementerian Perhubungan, 
Jakarta.

Apel tersebut dihadiri berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan 
Angleb 2013, antara lain : Kepolisian RI, Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta, BMKG, Badan SAR Nasional, KNKT, Kementerian Kominfo, 
Perum Damri, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Pelni, PT. Pelindo II, PT. 
Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, PT. KAI, PT. Jasa Marga, Jasa 
Raharja, RAPI, ORARI, Senkom Mitra Polisi, GAIKINDO/AISI, media 
massa, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya Menhub mengatakan bahwa Kementerian 
Perhubungan telah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2013 ini. Berbagai 
langkah persiapan telah dilakukan, antara lain: membentuk tim 
koordinasi, menyusun rencana operasi, mengadakan rapat 
koordinasi lintas instansi maupun mempersiapkan kebijakan khusus 
lainnya di bidang perhubungan. Melalui posko ini, Menhub berharap 
permasalahan dan kendala yang muncul di lapangan dapat cepat 
diketahui serta dapat cepat pula dicarikan jalan keluarnya, sehingga 
diharapkan Angkutan Lebaran tahun 2013 dapat terlaksana dengan 
lebih tertib, lancar, aman, dan selamat sampai tujuan.

Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran Terpadu pada kali ini, telah 
dilakukan beberapa perbaikan baik dari sisi sarana, prasarana 
maupun penggunaan sistem teknologi informasi. Peralatan dengan 
teknologi yang cukup canggih tersebut dimaksudkan untuk 
membangun jaringan komunikasi agar koordinasi dan informasi 
antara posko yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan dengan 
cepat. Untuk keperluan monitoring kondisi lalu lintas dan angkutan 
misalnya, akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas CCTV yang 
ditempatkan pada beberapa daerah lokasi terpilih dan terhubung 
secara online dengan Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran 
Terpadu. Menhub berharap Posko Angkutan Terpadu tahun 2013 ini 
dapat menyajikan suatu informasi yang cepat, tepat dan akurat 
tentang berbagai hal yang terjadi pada saat berlangsungnya 
angkutan lebaran. (Teks: RS, Foto: MAD)

Pembukaan Posko Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran Terpadu 2013

Selenggarakan Mudik Gratis, Swasta 
Dukung Pemerintah

Program “Mudik Gratis Sido Muncul” tahun 2013 ini  memberangkatkan 20 ribu 
peserta ke tujuh kota tujuan, yakni Cirebon, Kuningan, Tegal, Banjarnegara, Solo, 
Wonogiri, dan Yogyakarta

Pada Program Rejeki Mudik BNI 2013, BNI mengantarkan para pemudik dari 
Jakarta dan sekitarnya menuju 10 kota tujuan, yaitu Lampung, Palembang, 
Padang, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, dan 
Surabaya. Sekitar 5.500 pemudik diberangkatkan menggunakan 110 bus, Jumat 
(2/8) dan 500 pemudik lainnya diberangkatkan menggunakan kereta dari Stasiun 
Gambir, Jakarta, Sabtu (3/8) malam ke Yogyakarta, Solo, dan Surabaya

Pada lebaran 2013 ini, BRI memberangkatkan lebih dari 13.500 pemudik dengan 
menggunakan 250 bus eksekutif, acara ini juga merupakan salah satu bentuk 
program loyalty customer BRI.

Kegiatan mudik gratis yang digelar Jasa Raharja tahun 2013 dicatat dalam 
Museum Rekor Indonesia (MURI).  Mudik gratis tahun ini, Jasa Raharja 
mengantarkan 13.500 pemudik menuju 44 kota menggunakan 250 bus.

Pada pelaksanaan Angkutan Lebaran 2013 lalu, tercatat 
beberapa mitra kerja Kementerian Perhubungan turut 
melaksanakan kegiatan Mudik Gratis bagi masyarakat yang akan 
pulang kampung. PT. Jasa Raharja, BRI, BNI, dan PT. Sido 
Muncul adalah beberapa contoh mitra yang secara rutin setiap 
tahunnya melaksanakan program mudik gratis bagi masyarakat. 
Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan bahwa 
kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan berbagai 
perusahaan tersebut telah membantu pemerintah dalam 
mengatur kelancaran arus mudik dan mengurangi angka 
kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga mengurangi beban 
pemerintah dalam menyediakan moda transportasi bagi para 
pemudik. Penyelenggara mudik gratis juga bisa mengatur jadwal 
pemberangkatan sehingga tidak menimbulkan penumpukan arus 
di jalur mudik. Kegiatan 
sosial perusahaan ini tentu 
layak diapresiasi dan 
d i h a r a p k a n  t e r u s  
b e r l a n g s u n g  t i a p  
tahunnya.  (Teks: RS, Foto: 

MAD/CAS)
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Presiden Kunjungi Posko Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran Terpadu Kemenhub

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pelaksanaan 
Angkutan Lebaran 2013 di Jakarta, pada 4 Agustus 2013. Presiden 
didampingi Wakil Presiden RI Boediono, Menteri Perhubungan E.E. 
Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil 
Menteri Perhubungan Bambang Susantono serta sejumlah jajaran 
pejabat negara mengunjungi mengunjungi Posko Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran Terpadu 2013 di Kantor Kementerian 
Perhubungan Gedung Cipta Ruang Nanggala Lantai 7.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam 
penjelasannya menyampaikan, salah satu tujuan dibentuknya 
posko ini adalah untuk melaksanakan pemantauan dan 
pengendalian lalu lintas dan Angkutan Lebaran terpadu 2013. 
Posko juga berfungsi untuk memantapkan koordinasi antar petugas 
instansi terkait serta pihak-pihak di luar pemerintah. "Dengan 
keberadaan posko terpadu ini permasalahan dan kendala di 
lapangan dapat cepat diketahui serta dapat cepat pula dicarikan 
jalan keluarnya, sehingga diharapkan Angkutan Lebaran tahun 
2013 dapat terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman, dan 
selamat sampai tujuan," kata Bambang.

Pada tahun ini diperkirakan jumlah pemudik menggunakan 
angkutan umum sebanyak 18.098.837 orang. Sementara itu jumlah 
kendaraan pribadi sebanyak 3.027.263 unit. Untuk sepeda motor 
dan mobil pribadi sebanyak 1.756.775 unit. "Kondisi ini 
menyebabkan ketersediaan sarana dan prasarana tidak mungkin 
memenuhi kebutuhan mobilitas yang terjadi sesaat dalam jumlah 
sebanyak itu. Oleh karena itu yang dapat dilakukan pemerintah 
adalah melakukan pengaturan sehingga kapasitas yang ada dapat 
berfungsi seoptimal mungkin mungkin untuk melayani," Bambang 
menjelaskan.

Pada kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
melakukan video conference dan saluran telepon dengan pihak-
pihak di lapangan, antara lain dengan Direktur Utama PT. ASDP 
Indonesia Ferry, Danang Baskoro, dan Nakhoda KM. Bukit 
Siguntang, Muhadi. Presiden dalam arahannya berpesan agar 
posko Pelabuhan Merak, Banten, dan Tanjung Perak, Surabaya, 
betul-betul bekerja 24 jam. "Memang berat, namun laksanakan 
tugas dengan baik. Saya berharap mudik Lebaran 2013 dapat 
terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman, dan selamat sampai 
tujuan," ujar Presiden. Para petugas juga diminta memberikan 
informasi situasi lalu lintas setiap kepada pemudik. "Jangan pernah 
berhenti menjelaskan kepada para penumpang agar mereka tahu 
kalau bapak-bapak sekalian bekerja. Beritahu segala keadaan yang 
ada, agar penumpang merasa lebih tenang," Presiden berpesan. 
(Teks: RS, Foto: MAD)

Peletakan Batu Pertama 
Pembangunan Terminal AKAP Liwas-
Manado

Menteri Perhubungan RI E.E. Mangindaan pada 27 Agustus 
2013, melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan 
Terminal AKAP Regional Liwas-Manado. Dalam sambutannya 
Menhub E.E. Mangindaan berharap bahwa rencana 
pembangunan 29 terminal baru dan revitalisasi 14 terminal 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dapat dilaksanakan lebih cepat untuk dapat melayani penumpang 
lebih baik. Menhub juga menegaskan kendati banyak terminal 
yang akan dibangun, namun bukan berarti hanya memikirkan 
satu moda saja atau single moda, namun semua harus berpikir 
sinergi dan multimoda untuk melayani masyarakat agar 
mendapat kemudahan dalam bertransportasi. 

Pembangunan terminal ini dalam rangka meningkatkan 
pelayanan dan integrasi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi 
(AKAP). Pemerintah terus menggenjot pembangunan terminal 
tipe A untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 
mengingat kapasitas terminal eksisting sebagian besar sudah 
tidak bisa menampung kebutuhan pelayanan secara maksimal. 
Pembangunan Terminal AKAP Liwas Manado ini diharapkan 
dapat mengantisipasi kebutuhan transfer penumpang antar 
lintasan bus secara cepat dan mudah. Selain itu, terminal ini juga 
untuk mendukung keterpaduan layanan angkutan kota. Nantinya 
terminal baru di Manado ini akan melayani lintas utara seperti rute 
Manado-Bitung, Manado-Tomohon dan lain sebagainya. 
Sementara yang sudah eksisting yakni Terminal Malalayang 
melayani lintas selatan seperti rute Manado-Gorontalo, Manado-
Makasar, dan Manado-Palu.
Hadir dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan 
Terminal AKAP Regional Liwas-Manado ini adalah Dirjen 
Perhubungan Udara Herry Bhakti, Direktur Bina Sistem 
Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Perhubungan Darat Djoko 
Sasono, dan perwakilan 
Pemerintah Daerah Kota Manado, Wakil Walikota Harley A.B. 
Mangindaan. (Teks: RS, Foto: CAS)

Dirut Perum Damri Agus Subrata, 

Menhub Resmikan Angkutan Pemadu 
Moda Bandar Udara Sam Ratulangi 
Manado

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan pada 26 Agustus 2013 
meresmikan beroperasinya 5 (lima) unit angkutan pemadu moda 
yang akan melayani kebutuhan jasa transportasi jalan 
masyarakat Sulawesi Utara dari dan menuju Bandar Udara Sam 
Ratulangi, Manado. 5 (lima) unit bus angkutan pemadu moda 
tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan RI 
tahun anggaran 2012 yang telah diserahkan kepada Perum 
Damri untuk pengoperasian sebagai angkutan pemadu moda di 
Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado. Dalam sambutannya, 
Menhub E.E. Mangindaan mengatakan bahwa angkutan pemadu 
moda secara khusus diselenggarakan untuk menghubungkan 
simpul-simpul transportasi jalan dengan bandar udara, 
pelabuhan laut, penyeberangan, atau stasiun kereta api. Bus-bus 
pemadu moda tersebut akan melayani lima rute di wilayah 
Sulawesi Utara, yakni : Bandar Udara Sam Ratulangi - Amurang 
dengan tarif Rp.35.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Tomohon Rp.30.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Kotamobagu Rp.50.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Bitung Rp.30.000,-/orang, dan Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Boulevard dengan tarif Rp.20.000,-/orang.

Hadir dalam acara peresmian pengoperasian angkutan pemadu 
moda Bandar Udara Sam Ratulangi tersebut, yaitu : Dirjen 
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti, 
Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen 
Perhubungan Darat Djoko Sasono, Direktur Utama Perum Damri 
Agus Subrata, dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara Rahmat Mokodongan. (Teks: RS, Foto: CAS)

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah 
memberangkatkan 1.263 unit sepeda motor pemudik menuju 12 
(dua belas) kota tujuan, yaitu: Lampung, Cirebon, Tegal, 
Magelang, Yogyakarta, Wonogiri, Tasikmalaya, Cilacap, 
Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, dan Solo. Wakil Menteri 
Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono melepas 
secara langsung 20 unit truk yang mengangkut sepeda motor 
tersebut di Kantor Perum PPD Depo E, Klender Jl. Raya Bekasi 
Timur Km.17, Jakarta Timur, pada Jumat,  2 Agustus 2013.

Wamenhub Bambang Susantono menuturkan, tujuan sepeda 
motor diangkut menggunakan truk dan acara mudik gratis yang 
diselenggarakan Kemenhub adalah guna menekan angka 
kecelakaan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
pengguna sepeda motor. "Ini juga dapat memberikan efisiensi 
waktu bagi pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor 
sekaligus mengurangi polusi," kata Bambang disela upacara 
pelepasan di kantor Perum PPD Depo E Klender, Jakarta Timur.
 
Menurut Bambang, pelaksanaan mudik gratis ini merupakan 
upaya Kementerian Perhubungan untuk menurunkan 
kemungkinan kecelakaan pada jarak-jarak jauh yang melibatkan 
sepeda motor.  Bambang mengungkapkan dengan 
pemberangkatan sepeda motor ini sebetulnya masih belum 
mencapai target seperti yang diinginkan. Dilihat dari kapasitas 4 
moda yang disiagakan untuk mudik gratis, yakni bus dan truk, 
kapal ro-ro penyeberangan, kapal laut, dan kereta api, 
sebenarnya dapat menampung hingga 30.000 unit sepeda motor.
“Tentu jika kita lihat dari kapasitas yang kita siagakan untuk 
pemudik sepeda motor ini bisa sampai dengan 30.000 sepeda 
motor. Tetapi kami melihat ini sebagai upaya sosialisasi 
sebetulnya kepada masyarakat untuk mulai memikirkan 
perpindahan moda, dari moda sepeda motor menuju angkutan 
publik,” terang Bambang. Ditambahkan Bambang, mudik gratis 
ini merupakan opsi yang disediakan pemerintah sehingga 
Kepolisian bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan 
apa yang telah digariskan dalam peraturan perundangan. 
“Karena penegakan hukum, akan jauh lebih efektif dalam 
mengatur perjalanan pemudik,” ujarnya. (Teks: RS, Foto: MAD)

Pemberangkatan Mudik Gratis 
Pemudik Sepeda Motor Ditjen 
Perhubungan Darat
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Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Presiden Kunjungi Posko Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran Terpadu Kemenhub

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meninjau pelaksanaan 
Angkutan Lebaran 2013 di Jakarta, pada 4 Agustus 2013. Presiden 
didampingi Wakil Presiden RI Boediono, Menteri Perhubungan E.E. 
Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil 
Menteri Perhubungan Bambang Susantono serta sejumlah jajaran 
pejabat negara mengunjungi mengunjungi Posko Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran Terpadu 2013 di Kantor Kementerian 
Perhubungan Gedung Cipta Ruang Nanggala Lantai 7.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam 
penjelasannya menyampaikan, salah satu tujuan dibentuknya 
posko ini adalah untuk melaksanakan pemantauan dan 
pengendalian lalu lintas dan Angkutan Lebaran terpadu 2013. 
Posko juga berfungsi untuk memantapkan koordinasi antar petugas 
instansi terkait serta pihak-pihak di luar pemerintah. "Dengan 
keberadaan posko terpadu ini permasalahan dan kendala di 
lapangan dapat cepat diketahui serta dapat cepat pula dicarikan 
jalan keluarnya, sehingga diharapkan Angkutan Lebaran tahun 
2013 dapat terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman, dan 
selamat sampai tujuan," kata Bambang.

Pada tahun ini diperkirakan jumlah pemudik menggunakan 
angkutan umum sebanyak 18.098.837 orang. Sementara itu jumlah 
kendaraan pribadi sebanyak 3.027.263 unit. Untuk sepeda motor 
dan mobil pribadi sebanyak 1.756.775 unit. "Kondisi ini 
menyebabkan ketersediaan sarana dan prasarana tidak mungkin 
memenuhi kebutuhan mobilitas yang terjadi sesaat dalam jumlah 
sebanyak itu. Oleh karena itu yang dapat dilakukan pemerintah 
adalah melakukan pengaturan sehingga kapasitas yang ada dapat 
berfungsi seoptimal mungkin mungkin untuk melayani," Bambang 
menjelaskan.

Pada kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
melakukan video conference dan saluran telepon dengan pihak-
pihak di lapangan, antara lain dengan Direktur Utama PT. ASDP 
Indonesia Ferry, Danang Baskoro, dan Nakhoda KM. Bukit 
Siguntang, Muhadi. Presiden dalam arahannya berpesan agar 
posko Pelabuhan Merak, Banten, dan Tanjung Perak, Surabaya, 
betul-betul bekerja 24 jam. "Memang berat, namun laksanakan 
tugas dengan baik. Saya berharap mudik Lebaran 2013 dapat 
terlaksana dengan lebih tertib, lancar, aman, dan selamat sampai 
tujuan," ujar Presiden. Para petugas juga diminta memberikan 
informasi situasi lalu lintas setiap kepada pemudik. "Jangan pernah 
berhenti menjelaskan kepada para penumpang agar mereka tahu 
kalau bapak-bapak sekalian bekerja. Beritahu segala keadaan yang 
ada, agar penumpang merasa lebih tenang," Presiden berpesan. 
(Teks: RS, Foto: MAD)

Peletakan Batu Pertama 
Pembangunan Terminal AKAP Liwas-
Manado

Menteri Perhubungan RI E.E. Mangindaan pada 27 Agustus 
2013, melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan 
Terminal AKAP Regional Liwas-Manado. Dalam sambutannya 
Menhub E.E. Mangindaan berharap bahwa rencana 
pembangunan 29 terminal baru dan revitalisasi 14 terminal 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dapat dilaksanakan lebih cepat untuk dapat melayani penumpang 
lebih baik. Menhub juga menegaskan kendati banyak terminal 
yang akan dibangun, namun bukan berarti hanya memikirkan 
satu moda saja atau single moda, namun semua harus berpikir 
sinergi dan multimoda untuk melayani masyarakat agar 
mendapat kemudahan dalam bertransportasi. 

Pembangunan terminal ini dalam rangka meningkatkan 
pelayanan dan integrasi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi 
(AKAP). Pemerintah terus menggenjot pembangunan terminal 
tipe A untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 
mengingat kapasitas terminal eksisting sebagian besar sudah 
tidak bisa menampung kebutuhan pelayanan secara maksimal. 
Pembangunan Terminal AKAP Liwas Manado ini diharapkan 
dapat mengantisipasi kebutuhan transfer penumpang antar 
lintasan bus secara cepat dan mudah. Selain itu, terminal ini juga 
untuk mendukung keterpaduan layanan angkutan kota. Nantinya 
terminal baru di Manado ini akan melayani lintas utara seperti rute 
Manado-Bitung, Manado-Tomohon dan lain sebagainya. 
Sementara yang sudah eksisting yakni Terminal Malalayang 
melayani lintas selatan seperti rute Manado-Gorontalo, Manado-
Makasar, dan Manado-Palu.
Hadir dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan 
Terminal AKAP Regional Liwas-Manado ini adalah Dirjen 
Perhubungan Udara Herry Bhakti, Direktur Bina Sistem 
Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen Perhubungan Darat Djoko 
Sasono, dan perwakilan 
Pemerintah Daerah Kota Manado, Wakil Walikota Harley A.B. 
Mangindaan. (Teks: RS, Foto: CAS)

Dirut Perum Damri Agus Subrata, 

Menhub Resmikan Angkutan Pemadu 
Moda Bandar Udara Sam Ratulangi 
Manado

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan pada 26 Agustus 2013 
meresmikan beroperasinya 5 (lima) unit angkutan pemadu moda 
yang akan melayani kebutuhan jasa transportasi jalan 
masyarakat Sulawesi Utara dari dan menuju Bandar Udara Sam 
Ratulangi, Manado. 5 (lima) unit bus angkutan pemadu moda 
tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan RI 
tahun anggaran 2012 yang telah diserahkan kepada Perum 
Damri untuk pengoperasian sebagai angkutan pemadu moda di 
Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado. Dalam sambutannya, 
Menhub E.E. Mangindaan mengatakan bahwa angkutan pemadu 
moda secara khusus diselenggarakan untuk menghubungkan 
simpul-simpul transportasi jalan dengan bandar udara, 
pelabuhan laut, penyeberangan, atau stasiun kereta api. Bus-bus 
pemadu moda tersebut akan melayani lima rute di wilayah 
Sulawesi Utara, yakni : Bandar Udara Sam Ratulangi - Amurang 
dengan tarif Rp.35.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Tomohon Rp.30.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Kotamobagu Rp.50.000,-/orang, Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Bitung Rp.30.000,-/orang, dan Bandar Udara Sam Ratulangi - 
Boulevard dengan tarif Rp.20.000,-/orang.

Hadir dalam acara peresmian pengoperasian angkutan pemadu 
moda Bandar Udara Sam Ratulangi tersebut, yaitu : Dirjen 
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti, 
Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen 
Perhubungan Darat Djoko Sasono, Direktur Utama Perum Damri 
Agus Subrata, dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara Rahmat Mokodongan. (Teks: RS, Foto: CAS)

Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah 
memberangkatkan 1.263 unit sepeda motor pemudik menuju 12 
(dua belas) kota tujuan, yaitu: Lampung, Cirebon, Tegal, 
Magelang, Yogyakarta, Wonogiri, Tasikmalaya, Cilacap, 
Kebumen, Wonosobo, Purwokerto, dan Solo. Wakil Menteri 
Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono melepas 
secara langsung 20 unit truk yang mengangkut sepeda motor 
tersebut di Kantor Perum PPD Depo E, Klender Jl. Raya Bekasi 
Timur Km.17, Jakarta Timur, pada Jumat,  2 Agustus 2013.

Wamenhub Bambang Susantono menuturkan, tujuan sepeda 
motor diangkut menggunakan truk dan acara mudik gratis yang 
diselenggarakan Kemenhub adalah guna menekan angka 
kecelakaan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
pengguna sepeda motor. "Ini juga dapat memberikan efisiensi 
waktu bagi pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor 
sekaligus mengurangi polusi," kata Bambang disela upacara 
pelepasan di kantor Perum PPD Depo E Klender, Jakarta Timur.
 
Menurut Bambang, pelaksanaan mudik gratis ini merupakan 
upaya Kementerian Perhubungan untuk menurunkan 
kemungkinan kecelakaan pada jarak-jarak jauh yang melibatkan 
sepeda motor.  Bambang mengungkapkan dengan 
pemberangkatan sepeda motor ini sebetulnya masih belum 
mencapai target seperti yang diinginkan. Dilihat dari kapasitas 4 
moda yang disiagakan untuk mudik gratis, yakni bus dan truk, 
kapal ro-ro penyeberangan, kapal laut, dan kereta api, 
sebenarnya dapat menampung hingga 30.000 unit sepeda motor.
“Tentu jika kita lihat dari kapasitas yang kita siagakan untuk 
pemudik sepeda motor ini bisa sampai dengan 30.000 sepeda 
motor. Tetapi kami melihat ini sebagai upaya sosialisasi 
sebetulnya kepada masyarakat untuk mulai memikirkan 
perpindahan moda, dari moda sepeda motor menuju angkutan 
publik,” terang Bambang. Ditambahkan Bambang, mudik gratis 
ini merupakan opsi yang disediakan pemerintah sehingga 
Kepolisian bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan 
apa yang telah digariskan dalam peraturan perundangan. 
“Karena penegakan hukum, akan jauh lebih efektif dalam 
mengatur perjalanan pemudik,” ujarnya. (Teks: RS, Foto: MAD)

Pemberangkatan Mudik Gratis 
Pemudik Sepeda Motor Ditjen 
Perhubungan Darat



Perhelatan Angkutan Lebaran 
2013/1434 H. yang telah banyak 
menguras energi kita bersama, baik 

tenaga maupun pikiran, berakhir sudah. 
Prosesi mudik dan balik Lebaran yang 
melibatkan lebih dari 20 juta orang baru 
saja usai. Masyarakat yang menyemut ke 
kampung halaman dalam rangka 
mengejar kepuasan spiritual, telah 
bergelut kembali dengan rutinitas dan 
aktivitas di berbagai kota di Indonesia.
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 
2013/1434 H. yang berlangsung sejak 1 
Agustus 2013 (H-7) sampai dengan 20 
A g u s t u s  2 0 1 3  ( H + 1 0 )  t e l a h  
menggoreskan berbagai catatan yang 
untuk dicermati bersama. Berdasarkan 
hasil evaluasi yang dilaksanakan pada 

H+3, ternyata sebagian pemudik yang 
belum kembali masih cukup tinggi (arus 
balik), hal ini disebabkan  H+7 jatuh pada 
hari Jum’at (16 Agustus 2013), sementara 
libur karyawan swasta dan anak sekolah 
berakhir pada hari Minggu (18 Agustus 
2013) sehingga dimungkinkan kenaikan 
arus balik kembali terjadi pada periode 
H+8 dan H+9. Berdasarkan hal tersebut, 
maka diputuskan untuk memperpanjang 
masa penyelenggaraan Pos Koordinasi 
(Posko) Terpadu Tingkat Nasional  
Lebaran 2013 hingga hari Selasa (20 
Agustus 2013) pukul 08.00 WIB. 
Waktu penyelenggaraan Angkutan 
Lebaran 2013/1434 H. dan titik berat 
pemantauan masing-masing moda 
dilaksanakan sebagai berikut :

Oleh : Tim infoHUBDAT

Evaluasi Angkutan Lebaran 2013
Menhub : Sudah Lebih Baik, 

Namun Tetap Butuh Perbaikan

infoUTAMA

1) Angkutan Jalan pada tanggal 1 Agustus 
s.d 16 Agustus 2013 (H-7 s.d H+7) di 12 
Provinsi 45 Terminal.
2) Angkutan Penyeberangan pada 
tanggal 1 Agustus s.d 16 Agustus 2013 (H-
7 s.d H+7) di 7 lintasan. 
3) Angkutan Kereta Api pada tanggal 1 
Agustus s.d 16 Agustus 2013 (H-7 s.d 
H+7) di 9 Daerah Operasi 3 Divisi 
Regional (Pulau Jawa dan Sumatera). 
4) Angkutan Laut pada tanggal 24 Juli s.d 
24 Agustus 2013 (H-15 s.d H+15) di 52 
Pelabuhan Utama. 
5) Angkutan Udara pada tanggal 1 
Agustus s.d 16 Agustus 2013 (H-7 s.d 
H+7) di 24 Bandar Udara. 

Kegiatan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan 
(PPKBT) Tingkat Nasional 2013 kembali diselenggarakan pada 
13-16 September 2013 di Jakarta. Pada tahun ini, rangkaian 
Kegiatan PPKBT diselenggarakan selama 3 hari, yang terdiri dari: 
Hari Pertama berupa Pembukaan, yang dilanjutkan dengan ujian 
lisan bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat, kunjungan di PT. Astra Daihatsu Motor, Sunter, Jakarta 
Utara, dan Ujian Tertulis Di Redtop Hotel, Jakarta Pusat. Hari 
Kedua, Ujian Praktek yang berlokasi di Unit Pengujian Kendaraan 
Bermotor Pulogadung, Jakarta Timur, dan Hari Ketiga berupa 
Acara Penutupan di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat. 

Kegiatan PPKBT 2013 diikuti oleh sebanyak 52 peserta, yang 
mewakili 18 Provinsi, dengan Kualifikasi 15 Orang Penguji 
Pemula, 17 Orang Penguji Pelaksana, 14 Orang Penguji 
Pelaksana Lanjutan, dan 6 Orang Penguji Penyelia. Dalam 
sambutan Dirjen Perhubungan Darat yang dibacakan oleh 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat, Hendro Putroko, disampaikan 

bahwa Kegiatan PPKBT ini bertujuan 
untuk mewujudkan peningkatan 
kemampuan dan pengetahuan 
p e n g u j i  s e h i n g g a  a k a n  
meningkatkan pula pelayanan, 
mendorong untuk selalu berdedikasi 
s e r t a  b e r i n o v a s i  d a l a m  

melaksanakan tugasnya di bidang 
Pengujian Kendaraan Bermotor, 

memberikan motivasi kepada penguji agar 
sadar akan kompetensi dan menjunjung tinggi 

etika profesi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, 
menyelaraskan program Ditjen Perhubungan Darat dengan 
Jabatan Fungsional Penguji sehingga meningkatkan 
profesionalisme. 

Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat memunculkan pelayanan 
prima terhadap tuntutan masyarakat, meliputi ketersediaan 
fasilitas Pengujian Kendaran Bermotor yang selalu siap dalam 
segala kondisi, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 
pelaku/operator peralatan yang profesional, sistem dan prosedur 
pengujian yang seragam dan konsisten, hasil uji yang terbuka dan 
transparan, serta tanggap dan antisipasi terhadap perubahan 
atau globalisasi transport. (Teks: RS, Foto: CAS/MAD)

Pemilihan Penguji Kendaraan 
Bermotor Teladan Tingkat Nasional 
2013

Peringatan Hari Perhubungan 
Nasional 2013
Pada 17 September 2013, bertempat di Kantor Pusat 
Kementerian Perhubungan Jakarta diselenggarakan upacara 
bendera dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional 
Tahun 2013. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri 
Perhubungan E.E. Mangindaan. 

  ini mengambil tema "Melalui Peringatan Hari 
Perhubungan Nasional Tahun 2013, Kita Tingkatkan 
Pembangunan Sektor Transportasi Untuk Memajukan 
Kesejahteraan Rakyat".

Hari Perhubungan Nasional 
Tahun 2013
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Realisasi Pemudik Moda Angkutan Pribadi Angkutan Lebaran 2012 & 2013

Penurunan jumlah pengguna sepeda motor disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain adanya himbauan pemerintah untuk 
tidak menggunakan sepeda motor dalam melakukan mudik serta 
adanya peningkatan pelayanan mudik bersama (gratis). 

Kegiatan mudik gratis pada Angkutan Lebaran tahun 2013 (1434 
H.) diselenggarakan oleh instansi Pemerintah (Kementerian 
Perhubungan) dan Mitra Kerja Swasta.

Realisasi jumlah penumpang mudik gratis menggunakan moda 
darat dan laut pada Angkutan Lebaran tahun 2013 mengalami 
penurunan 63.6% dibandingkan dengan tahun 2012 dari 127.205 
penumpang menjadi 46.330 penumpang. Menteri Perhubungan 
E.E. Mangindaan mengatakan akan mengevaluasi  
penyelenggaraan mudik gratis pada tahun ini. Menurutnya, 
angkutan truk dan bus memiliki lebih banyak peminat 
dibandingkan angkutan kapal laut. Mangindaan menambahkan, 
pemudik lebih menyukai mudik gratis 
menggunakan angkutan truk dan 
bus karena melewati jalur kampung. 
Sedangkan, jika menggunakan 
k a p a l  l a u t ,  p e m u d i k  h a r u s  
menempuh perjalanan lagi dari 
pelabuhan ke tempat tujuannya. Ia 
mencontohkan, pemudik tujuan 
C i r e b o n  h a r u s  m e n e m p u h  
perjalanan lagi jika menggunakan 
angkutan kapal laut karena pemudik 
diturunkan di pelabuhan Tanjung 
Emas di Semarang. "Maka mereka 
lebih suka jalur darat," katanya. 
Evaluasi terhadap mudik gratis 
harus dilakukan. "Namun kami 
upayakan mudik gratis tetap ada," 
tambahnya.
M a n g i n d a a n  m e m b u k a  
kemungkinan pada tahun depan, 
jumlah angkutan truk dan bus akan 
d i t a m b a h  u n t u k  m e m e n u h i  
antusiasme masyarakat terhadap 

MUDIK BERSAMA

mudik gratis. Akan mempertimbangkan untuk menambah daerah 
tujuan mudik gratis sampai ke kawasan Jawa Timur dan 
Lampung.

1. Mudik Bersama Kementerian Perhubungan tahun 2013
Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menuturkan, 
tujuan sepeda motor diangkut menggunakan truk dan acara 
mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub adalah guna 
menekan angka kecelakaan dan memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi pengguna sepeda motor. 
“Ini juga dapat memberikan efisiensi waktu bagi pemudik yang 
biasa menggunakan sepeda motor sekaligus mengurangi polusi," 
kata Bambang disela upacara pelepasan di kantor Perum PPD 
Depo E Klender, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2013). 
"Hari ini gelombang pertama, pemudiknya besok naik bus, hari ini 
motornya dulu," lanjutnya. 

Untuk musim mudik kali ini, lanjut Bambang, pemudik tujuan Solo 
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To t a l  j u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan Moda Angkutan Umum 
(Darat, KA, Laut maupun Udara) pada 
tahun 2013 periode H-7 s.d H+7 pada 
masa Angkutan Lebaran mengalami 
p e n i n g k a t a n  s e b e s a r  1 , 2 6  %  
dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 
dari 16.436.107 penumpang menjadi 
16.643.083 penumpang, dengan rincian 
sebagai berikut: 
1 )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan Moda Angkutan Darat 
( a n g k u t a n  j a l a n  d a n  a n g k u t a n  
penyeberangan) pada tahun 2013 secara 
total mengalami penurunan sebesar 
2,74% dibandingkan dengan tahun 2012, 
yaitu dari 9.194.007 penumpang menjadi 
8.942.283 penumpang, yang terbagi atas :
a )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan Moda Angkutan Jalan 
mengalami penurunan sebesar 6,41% 
(pada tahun 2012 sebanyak 5.917.156 
menjadi 5.538.081 pada tahun 2013). 

b )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
m e n g g u n a k a n  M o d a  A n g k u t a n  
Penyeberangan mengalami peningkatan 
sebesar 3,89% (pada tahun 2012 
sebanyak 3.276.851 menjadi 3.404.202 
pada tahun 2013). 

2 )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan Moda Angkutan Udara 
pada tahun 2013 secara total rnengalami 
p e n i n g k a t a n  s e b e s a r  1 3 , 4 5 %  
dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 
dari 3.247.832 penumpang menjadi 
3.684.684 penumpang.

3 )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan moda Angkutan Laut pada 
tahun 2013 secara total mengalami 
penurunan sebesar 4,57% dibandingkan 
dengan tahun 2012, yaitu dari 891.882 
p e n u m p a n g  m e n j a d i  8 5 1 . 1 3 6  
penumpang.
 
4 )  J u m l a h  p e n u m p a n g  y a n g  
menggunakan Moda Angkutan Kereta Api 
pada tahun 2013 secara total mengalami 
p e n i n g k a t a n  s e b e s a r  2 , 0 2 %  
dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 
dari 3.102.386 penumpang menjadi 
3.164.980 penumpang.

Sesuai hasil perhitungan lalu Iintas, 
jumlah total orang (pengguna) Angkutan 
Pribadi (Sepeda Motor dan Mobil Pribadi) 

pada tahun 2013 periode H-7 sampai 
dengan H+7 mengalami penurunan 
sebesar 23,63% dibandingkan dengan 
tahun 2012, yaitu dari 9.283.508 
p e n u m p a n g  m e n j a d i  7 . 0 9 0 . 11 5  
penumpang. Jumlah pengguna sepeda 
motor pada tahun 2013 periode H-7 
sampai  dengan H+7 mengalami 
penurunan sebesar 33,97% dibandingkan 
dengan tahun 2012, yaitu dari 3.795.368 
p e n u m p a n g  m e n j a d i  2 . 5 0 6 . 0 3 0  
penumpang ,  sedangkan  j um lah  
pengguna mobil pribadi pada tahun 2013 
periode H-7 sampai dengan H+7 
mengalami penurunan sebesar 16,47% 
dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 
dari 5.488.140 penumpang  menjadi 
4.584.085 penumpang.

Tabel 1. Prosentase Realisasi Total Penumpang Moda Angkutan Umum
Angkutan Lebaran Tahun 2012 & 2013

(Periode Arus Mudik + Balik H-7 s.d H+7)

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013

Tabel 2. Prosentase Realisasi Total Penumpang Moda Angkutan Umum
Angkutan Lebaran Tahun 2012 & 2013

Periode Arus Mudik (H-7 s.d H2) + Arus Balik (H+1 s.d H+9)

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013
           Ket: - data dihimpun s.d. H+10,  rekap data tanggal 19 Agustus 2013 jam 07.00 WIB.
-Data setelah H+7 tidak dapat dilakukan pembandingan dengan tahun sebelumnya karena baru dilakukan pemantauan setelah H+7 pada periode Lebaran tahun 2013.          
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Sepeda Motor Mobil Pribadi

(periode H+1 s.d H+9)

2012 

5.488.140

2013

5.230.480

(Total Pemudik Angkutan Pribadi periode H-7 s.d H+7)

2012 

9.283.508 

2013

7.090.115 menurun

23.63%

(periode H+1 s.d H+9)

2012 

3.795.368

2013

2.762.232

(periode H-7 s.d H+7)

2012 

2.169.862

2013

1.512.222 menurun

33,97%

(periode H-7 s.d H+7)

2012 

5.488.140 

2013

4.584.085 menurun

16,47%
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Periode Arus Mudik (H-7 s.d H2) + Arus Balik (H+1 s.d H+9)

Sumber : Posko Angkutan Lebaran 2013
           Ket: - data dihimpun s.d. H+10,  rekap data tanggal 19 Agustus 2013 jam 07.00 WIB.
-Data setelah H+7 tidak dapat dilakukan pembandingan dengan tahun sebelumnya karena baru dilakukan pemantauan setelah H+7 pada periode Lebaran tahun 2013.          
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(periode H+1 s.d H+9)

2012 

5.488.140

2013

5.230.480

(Total Pemudik Angkutan Pribadi periode H-7 s.d H+7)

2012 

9.283.508 

2013

7.090.115 menurun

23.63%

(periode H+1 s.d H+9)

2012 

3.795.368

2013

2.762.232

(periode H-7 s.d H+7)

2012 

2.169.862

2013

1.512.222 menurun

33,97%

(periode H-7 s.d H+7)

2012 

5.488.140 

2013

4.584.085 menurun

16,47%



Tabel 7. Mudik Bersama Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI 

Perhubungan, Bambang Susantono, 
mengatakan bahwa mudik gratis dengan 
menggunakan kapal laut menjadi moda 
transportasi yang paling banyak digemari. 
Hal ini terbukti dari banyaknya pendaftar, 
baik arus mudik lalu hingga arus balik ini. 
Berikutnya, bus dan truk, kereta api serta 
disusul kapal ferry.
Menurutnya evaluasi dilakukan sebagai 
langkah agar ke depan menjadi lebih baik 
dan makin diminati masyarakat. Salah 
satu tujuan utamanya, yakni mengurangi 
angka kecelakaan lalu lintas selama di 
jalan.

Mudik Gratis Dengan Kapal Ferry

Minimnya jumlah pemudik maupun jumlah 
sepeda motor pemudik yang diangkut 
melalui Program Mudik Gratis Bersama 
Direktorat LL-ASDP Ditjen Perhubungan 
Darat ini tentunya hendaklah menjadi 
bahan evaluasi dan pelajaran untuk 
penyelenggaraan di masa mendatang. 
Aspek perencanaan yang matang dan 
dipersiapkan jauh-jauh hari hendaknya 
menjadi perhatian kita bersama. Melalui 
perencanaan yang matang disertai proses 
sosialisasi yang intensif, program mudik 
gratis bersama menggunakan kapal Ferry 
Roll On-Roll Off (Ro-Ro) ini diharapkan 
akan menjadi salah satu solusi dan 
inovasi berarti dalam penyelenggaraan 
angkutan lebaran mendatang.

Mudik Gratis Dengan Kereta Api
Kegiatan mudik gratis menggunakan 

kereta api hanya mengangkut sepeda 
motor sedangkan penumpang tidak 
diangkut sehingga tidak termasuk dalam 
perhitungan penumpang mudik bersama.
Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan 
m e n g a k u i  a d a n y a  k e l e m a h a n  
penyelenggaraan Program Mudik Gratis 
bagi pengguna sepeda motor dengan 
kereta api pada musim mudik Lebaran 
tahun ini. Mudik gratis menggunakan 
kereta api tersebut minim peminat. 
“Nantinya (tahun depan) ada metode yang 
diperbaharui sehingga dapat lebih 
terkoordinasi dan mengurangi adanya 
kesalahan“ tegas Menhub. Menurut 
Menhub sosial isasi mudik grat is 
sebetulnya sudah dilakukan cukup 
intensif selama 2 bulan terakhir, namun 
khusus angkutan via kereta api masih 
terdapat kelemahan pada mekanisme 
penyelenggaraan yang menyebabkan 
minimnya peserta. Mudik gratis dengan 
kereta api, katanya, semula hanya bagi 
pemudik yang memiliki tiket. Setiap 
pemilik tiket bisa memanfaatkan angkutan 
motor gratis dengan kereta api itu. 
Nyatanya, sebagian tiket sudah terjual 3 
bulan sebelumnya atau sebelum masa 
angkutan mudik gratis dilaksanakan. 
Mekanisme seperti itulah yang akan 
diperbaiki kedepannya.

Berdasarkan data mudik bersama yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 
Perhubungan (darat, ASDP, kereta api, 
dan laut), jumlah keseluruhan penumpang 
yang melaksanakan mudik gratis 
sebanyak 9.736 orang dengan sepeda 
motor yang diberangkatkan sebanyak 
5.270 unit sepeda motor.

2. Mudik Bersama Mitra Kerja Swasta
K e g i a t a n  m u d i k  g r a t i s  y a n g  
diselenggarakan oleh Mitra Kerja Swasta 
sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah 
k e s e l u r u h a n  p e n u m p a n g  y a n g  
melaksanakan mudik sebanyak 36.594 
penumpang dan sepeda motor yang 
diberangkatkan berjumlah 1.100 buah.

3. Mudik Bersama Arus Balik 
Kegiatan ini difasilitasi oleh Ditjen 
Perhubungan Darat (Direktorat LL-ASDP) 
dan Ditjen Perhubungan Laut berupa 
layanan balik gratis. Tercatat sebanyak 
4.535 penumpang dan 1.995 sepeda 
motor yang melaksanakan balik gratis 
dengan menggunakan kapal laut.

Program balik gratis bersama angkutan 
laut dengan menggunakan KM Dobonsolo 
milik PT PELNI, yang diberangkatkan 
pada 12 Agustus 2013 yang mengangkut 
2.600 orang penumpang dan 1.205 unit 
sepeda motor. Hari berikutnya, 13 
Agusutus 2013 diberangkatkan KRI 
Banda Aceh, kapal perang milik TNI AL 
yang  mengangku t  1 .793  o rang  
penumpang dan 719 unit sepeda motor. 
Total penumpang yang mengikuti program 
balik gratis dengan angkutan laut ini 
sebanyak 4.393 dan 1.924 unit sepeda 
motor.
Sedangkan Program Balik Gratis yang 
diselenggarakan oleh Direktorat LLASDP 
Ditjen Perhubungan Darat hanya diminati 
oleh 142 orang penumpang berikut 71 unit 
s e p e d a  m o t o r  y a n g  d i a n g k u t  
menggunakan KMP Menumbing Raya 
milik PT ASDP.

Dirjen Perhubungan Darat menyapa peserta mudik
gratis dengan kapal ferry.

Mudik gratis dengan kereta api, hanya mengangkut sepeda motor, bukan penumpang.
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Tabel 3. Realisasi Penumpang Mudik Bersama 
Angkutan Lebaran tahun 2013 

Keterangan :*)   Mudik Bersama oleh Mitra Kerja tahun 2013 dengan  menggunakan sepeda motor  hanya diselenggarakan oleh PT. Astra Honda Motor.
                           **)    Program mudik bersama ASDP baru diselenggarakan tahun 2013
                          ***)    Tujuan mudik bersama Angkutan Jalan tahun 2012 hanya Solo dan Purwokerto , tahun 2013 ditambah Wonosobo, Yogyakarta, Kebumen, 
Wonogiri, Magelang, Lampung, Solo, Tegal, Tasikmalaya, Cirebon, dan Cilacap
                      ****)    Tahun 2012 sebanyak 25 mitra kerja yang menyelenggarakan mudik bersama dan  tahun 2013 sebanyak 22 mitra kerja.

menjadi peminat tertinggi dengan 731 
pemudik dan 329 sepeda motor. 
Sementara, pemudik tujuan Tasikmalaya 
menjadi yang terdikit yaitu hanya 34 
pemudik dan 16 sepeda motor.
"Nantinya sepeda motor yang diangkut ini 
dapat diambil pemudik di masing-masing 
Kantor Dinas Perhubungan atau terminal 
di kota tujuan," ujarnya.

Mudik Gratis Dengan Kapal
“Mudik Gratis Dengan Kapal” ini 
diharapkan dapat mengurangi beban 
jalan raya di sepanjang Jalur Pantai Utara 
(Pantura) Jawa. Program tersebut 
menyiapkan dua kapal untuk mengangkut 
para pemudik yaitu KM. Dobonsolo milik 
PT. Pelni dan KRI Banda Aceh milik TNI 
Angkatan Laut.

P r o g r a m  m u d i k  g r a t i s  d e n g a n  
mengangkut sepeda motor melalui kapal 
laut yang dilakukan Kementerian 
Perhubungan tahun ini cukup banyak 
menarik minat masyarakat. Menhub 
menilai masyarakat sebetulnya cukup 
menikmati program mudik gratis bagi 
pengendara sepeda motor, terutama yang 
melalui kapal laut. 

S e m e n t a r a  i t u ,  Wa k i l  M e n t e r i  

Tabel 4. Mudik Bersama Sepeda Motor Diangkut Truk (Via APBN-P) 
 Ditjen Perhubungan Darat

Tabel 5. Mudik Bersama Angkutan Laut-Ditjen Perhubungan Laut

Tabel 6. Mudik Bersama Angkutan Sungai Danau Penyeberangan 
Ditjen Perhubungan Darat 
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Tabel 7. Mudik Bersama Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI 

Perhubungan, Bambang Susantono, 
mengatakan bahwa mudik gratis dengan 
menggunakan kapal laut menjadi moda 
transportasi yang paling banyak digemari. 
Hal ini terbukti dari banyaknya pendaftar, 
baik arus mudik lalu hingga arus balik ini. 
Berikutnya, bus dan truk, kereta api serta 
disusul kapal ferry.
Menurutnya evaluasi dilakukan sebagai 
langkah agar ke depan menjadi lebih baik 
dan makin diminati masyarakat. Salah 
satu tujuan utamanya, yakni mengurangi 
angka kecelakaan lalu lintas selama di 
jalan.

Mudik Gratis Dengan Kapal Ferry

Minimnya jumlah pemudik maupun jumlah 
sepeda motor pemudik yang diangkut 
melalui Program Mudik Gratis Bersama 
Direktorat LL-ASDP Ditjen Perhubungan 
Darat ini tentunya hendaklah menjadi 
bahan evaluasi dan pelajaran untuk 
penyelenggaraan di masa mendatang. 
Aspek perencanaan yang matang dan 
dipersiapkan jauh-jauh hari hendaknya 
menjadi perhatian kita bersama. Melalui 
perencanaan yang matang disertai proses 
sosialisasi yang intensif, program mudik 
gratis bersama menggunakan kapal Ferry 
Roll On-Roll Off (Ro-Ro) ini diharapkan 
akan menjadi salah satu solusi dan 
inovasi berarti dalam penyelenggaraan 
angkutan lebaran mendatang.

Mudik Gratis Dengan Kereta Api
Kegiatan mudik gratis menggunakan 

kereta api hanya mengangkut sepeda 
motor sedangkan penumpang tidak 
diangkut sehingga tidak termasuk dalam 
perhitungan penumpang mudik bersama.
Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan 
m e n g a k u i  a d a n y a  k e l e m a h a n  
penyelenggaraan Program Mudik Gratis 
bagi pengguna sepeda motor dengan 
kereta api pada musim mudik Lebaran 
tahun ini. Mudik gratis menggunakan 
kereta api tersebut minim peminat. 
“Nantinya (tahun depan) ada metode yang 
diperbaharui sehingga dapat lebih 
terkoordinasi dan mengurangi adanya 
kesalahan“ tegas Menhub. Menurut 
Menhub sosial isasi mudik grat is 
sebetulnya sudah dilakukan cukup 
intensif selama 2 bulan terakhir, namun 
khusus angkutan via kereta api masih 
terdapat kelemahan pada mekanisme 
penyelenggaraan yang menyebabkan 
minimnya peserta. Mudik gratis dengan 
kereta api, katanya, semula hanya bagi 
pemudik yang memiliki tiket. Setiap 
pemilik tiket bisa memanfaatkan angkutan 
motor gratis dengan kereta api itu. 
Nyatanya, sebagian tiket sudah terjual 3 
bulan sebelumnya atau sebelum masa 
angkutan mudik gratis dilaksanakan. 
Mekanisme seperti itulah yang akan 
diperbaiki kedepannya.

Berdasarkan data mudik bersama yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 
Perhubungan (darat, ASDP, kereta api, 
dan laut), jumlah keseluruhan penumpang 
yang melaksanakan mudik gratis 
sebanyak 9.736 orang dengan sepeda 
motor yang diberangkatkan sebanyak 
5.270 unit sepeda motor.

2. Mudik Bersama Mitra Kerja Swasta
K e g i a t a n  m u d i k  g r a t i s  y a n g  
diselenggarakan oleh Mitra Kerja Swasta 
sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah 
k e s e l u r u h a n  p e n u m p a n g  y a n g  
melaksanakan mudik sebanyak 36.594 
penumpang dan sepeda motor yang 
diberangkatkan berjumlah 1.100 buah.

3. Mudik Bersama Arus Balik 
Kegiatan ini difasilitasi oleh Ditjen 
Perhubungan Darat (Direktorat LL-ASDP) 
dan Ditjen Perhubungan Laut berupa 
layanan balik gratis. Tercatat sebanyak 
4.535 penumpang dan 1.995 sepeda 
motor yang melaksanakan balik gratis 
dengan menggunakan kapal laut.

Program balik gratis bersama angkutan 
laut dengan menggunakan KM Dobonsolo 
milik PT PELNI, yang diberangkatkan 
pada 12 Agustus 2013 yang mengangkut 
2.600 orang penumpang dan 1.205 unit 
sepeda motor. Hari berikutnya, 13 
Agusutus 2013 diberangkatkan KRI 
Banda Aceh, kapal perang milik TNI AL 
yang  mengangku t  1 .793  o rang  
penumpang dan 719 unit sepeda motor. 
Total penumpang yang mengikuti program 
balik gratis dengan angkutan laut ini 
sebanyak 4.393 dan 1.924 unit sepeda 
motor.
Sedangkan Program Balik Gratis yang 
diselenggarakan oleh Direktorat LLASDP 
Ditjen Perhubungan Darat hanya diminati 
oleh 142 orang penumpang berikut 71 unit 
s e p e d a  m o t o r  y a n g  d i a n g k u t  
menggunakan KMP Menumbing Raya 
milik PT ASDP.

Dirjen Perhubungan Darat menyapa peserta mudik
gratis dengan kapal ferry.

Mudik gratis dengan kereta api, hanya mengangkut sepeda motor, bukan penumpang.
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Tabel 3. Realisasi Penumpang Mudik Bersama 
Angkutan Lebaran tahun 2013 

Keterangan :*)   Mudik Bersama oleh Mitra Kerja tahun 2013 dengan  menggunakan sepeda motor  hanya diselenggarakan oleh PT. Astra Honda Motor.
                           **)    Program mudik bersama ASDP baru diselenggarakan tahun 2013
                          ***)    Tujuan mudik bersama Angkutan Jalan tahun 2012 hanya Solo dan Purwokerto , tahun 2013 ditambah Wonosobo, Yogyakarta, Kebumen, 
Wonogiri, Magelang, Lampung, Solo, Tegal, Tasikmalaya, Cirebon, dan Cilacap
                      ****)    Tahun 2012 sebanyak 25 mitra kerja yang menyelenggarakan mudik bersama dan  tahun 2013 sebanyak 22 mitra kerja.

menjadi peminat tertinggi dengan 731 
pemudik dan 329 sepeda motor. 
Sementara, pemudik tujuan Tasikmalaya 
menjadi yang terdikit yaitu hanya 34 
pemudik dan 16 sepeda motor.
"Nantinya sepeda motor yang diangkut ini 
dapat diambil pemudik di masing-masing 
Kantor Dinas Perhubungan atau terminal 
di kota tujuan," ujarnya.

Mudik Gratis Dengan Kapal
“Mudik Gratis Dengan Kapal” ini 
diharapkan dapat mengurangi beban 
jalan raya di sepanjang Jalur Pantai Utara 
(Pantura) Jawa. Program tersebut 
menyiapkan dua kapal untuk mengangkut 
para pemudik yaitu KM. Dobonsolo milik 
PT. Pelni dan KRI Banda Aceh milik TNI 
Angkatan Laut.

P r o g r a m  m u d i k  g r a t i s  d e n g a n  
mengangkut sepeda motor melalui kapal 
laut yang dilakukan Kementerian 
Perhubungan tahun ini cukup banyak 
menarik minat masyarakat. Menhub 
menilai masyarakat sebetulnya cukup 
menikmati program mudik gratis bagi 
pengendara sepeda motor, terutama yang 
melalui kapal laut. 

S e m e n t a r a  i t u ,  Wa k i l  M e n t e r i  

Tabel 4. Mudik Bersama Sepeda Motor Diangkut Truk (Via APBN-P) 
 Ditjen Perhubungan Darat

Tabel 5. Mudik Bersama Angkutan Laut-Ditjen Perhubungan Laut

Tabel 6. Mudik Bersama Angkutan Sungai Danau Penyeberangan 
Ditjen Perhubungan Darat 
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Perilaku Pemudik Sepeda Motor 

infoinfo

Pada Saat Angkutan Lebaran 
Andi Putra Jaya, M.Sc.

(Staf Subdit Lalu Lintas Perkotaan Direktorat BSTP-Ditjen Hubdat)

Tradisi mudik sudah berlangsung 
puluhan tahun. Ritual mudik juga 
m e n j a d i  s e m a c a m  m e d i a  

redistribusi uang/modal. Puluhan trilyun 
rupiah dibawa pemudik, lalu berputar di 
daerah-daerah sebelum akhirnya nanti 
kembali tersedot di kota-kota besar yang 
menjadi mesin perputaran ekonomi 
nasional. 

Meskipun merepotkan, berbiaya besar, 
dan beresiko, jutaan perantau atau warga 
kota yang masih punya akar di desa dan 
daerah biasanya memiliki dorongan besar 
untuk mengunjungi keluarganya yang ada 
di udik.

Tradisi mudik nyaris menjadi kebutuhan 
kultural yang tidak tergantikan untuk 

BSTP

waktu yang lain. Rasanya tidak afdol bila 
tak berkumpul bersama keluarga pada 
saat Lebaran. Pulang kampung memang 
tak sekadar silaturahim. Ada nuansa unjuk 
diri kisah sukses pemudik di tanah rantau. 
Hal tersebut sah saja dan menjadi 
penyemangat sukses bagi perantau. Oleh 
karena itu, meskipun di jalanan bertaruh 
nyawa, jutaan orang rela pulang 
kampung. Bahkan, ratusan ribu orang 
nekat mengendarai sepeda motor untuk 
mudik yang jaraknya bisa mencapai 
ratusan kilometer. 
Tingginya kecelakaan mudik Lebaran 
setiap tahunnya yang dialami para 
pengendara sepeda motor tak pernah 
membuat kapok. Setiap tahunnya para 
pemudik tetap dengan semangat memacu 
sepeda motornya pulang kampung. 

Kebanyakan mungkin berpikir soal mati itu 
urusan Tuhan. Padahal kebanyakan 
kecelakaan yang terjadi karena masalah 
tidak disiplinnya para pemudik dalam 
mengendarai kendaraannya. Himbauan 
demi himbauan sudah dilakukan. 
berbagai upaya telah dilakukan, agar 
pemudik t idak membawa sepeda 
motornya. Namun sulit mencegah para 
pemudik untuk tidak mudik menggunakan 
sepeda motornya. Selain praktis juga 
murah meriah ongkosnya. Selain itu 
dengan membawa pulang kendaraan 
nantinya bisa digunakan di kampung 
untuk bersilaturahim dengan sanak 
saudara di kampong halaman.

Satu hal yang menjadi penyebab utama 
banyaknya terjadi kecelakaan adalah 
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Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan mekanisme 
angkutan lebaran pada tahun depan kemungkinan masih sama, 
namun dengan catatan ada peningkatan pada beberapa hal agar 
lebih baik. Program mudik gratis juga akan diperluas cakupan 
wilayahnya agar tidak terbatas di Jawa Tengah dan fokus pada 
pengembangan mudik gratis angkutan laut dan kereta api yang 
belum maksimal. “Metode mungkin sama, tinggal memperbaiki. 
Kami akan tingkatkan misalnya tidak hanya di Jawa Tengah, 
tetapi Jawa Timur dan Lampung,” katanya.

Jumlah total pemudik periode H-7 s.d H2 Angkutan Lebaran tahun 
2013 baik pemudik menggunakan angkutan umum, angkutan 
pribadi, dan yang diberangkatkan menggunakan mudik gratis 
adalah 13.174.620 pemudik. Sedangkan total penumpang Arus 
Balik baik menggunakan angkutan umum, angkutan pribadi dan 
program balik gratis pada periode H+1 s.d H+9 (Arus Balik) 
adalah sebesar 13.522.007  penumpang.

KECELAKAAN LALU LINTAS NON TOL
Berdasarkan pemantauan Operasi Ketupat Korlantas POLRI 
tahun 2013, jumlah kecelakaan lalu lintas non tol yang terpantau 
pada H-7 s.d. H+7 terjadi 3.512 jumlah kejadian kecelakaan, 760 
orang meninggal dunia, 1.252 orang mengalami luka berat dan 
4.610 orang luka ringan. Dibandingkan dengan tahun 2012 pada 
periode yang sama mengalami penurunan jumlah kejadian 
kecelakaan sebesar 29.84%, 12.24% meninggal dunia, 12.93% 
luka berat dan 6.17% luka ringan.

Data pemantauan Operasi Ketupat Korlantas POLRI tahun 2013, 
jumlah kecelakaan lalu lintas non tol yang terpantau pada H-7 s.d. 
H+9 tercatat 3.837 jumlah kejadian kecelakaan, 830 orang 
meninggal dunia, 1.348 orang mengalami luka berat dan 5.061 
orang luka ringan.
Berdasarkan hasi l  anal isis dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2013/1434 H., 
terdapat beberapa hal yang hendaknya perlu dicermati dan 
diantisipasi pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 
mendatang, yaitu :

a. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa 
lokasi, seperti:
1) Wilayah Nagrek - Garut dan Gentong - Tasikmalaya yang 
disebabkan adanya perlintasan kereta api, penyempitan akibat 
pertemuan arus lalu lintas dari dua arah dan tanjakan/turunan 
tajam. 
2) Perlintasan sebidang kereta api di Karanganyar dan Sumpiuh 

Provinsi Jawa Tengah. 
3) Lokasi-lokasi kawasan wisata, seperti: 
• Jalan Raya Puncak-Cianjur 
• Jalan Raya Cileunyi-Nagrek-Garut-Tasikmalaya 
• Jalan Raya Cilegon-Anyer 
4) Lokasi pasar-pasar tumpah di sepanjang jalur pantura, seperti : 
Pasar Brebes Induk, Pasar Bawang, Tegal Gubuk, Suradadi, dan 
Pasar Batang.

b .  M a s i h  a d a n y a  
pengguna kendaraan 
angkutan barang (bak 
terbuka dan mobil boks) 
u n t u k  m e n g a n g k u t  
penumpang yang rawan 
te rhadap te r jad inya  
kecelakaan.

c. Masalah minimnya penerangan jalan di sepanjang jalur 
Pantura dan perlengkapan jalan, khususnya rambu-rambu 
petunjuk jurusan pada jalur-jalur alternatif. 

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan bahwa 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini secara umum lebih 
baik dibandingkan dengan penyelenggaraan 2012. “Beberapa 
fakta pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran 2013 
memperlihatkan perbaikan, kendati masih banyak kekurangan,” 
ujarnya disela-sela Penutupan Posko Terpadu Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran 2013 pada (20/8) di Jakarta. “Secara umum, 
pemantauan Angkutan Lebaran 2013 yang dipusatkan di 
Kementerian Perhubungan berjalan lancar,” tegasnya.

Menurut Mangindaan, pelaksanaan Angkutan Lebaran 2013 

dapat dikatakan berlangsung baik antara lain karena adanya 

sinkronisasi program di semua sektor terkait Angkutan Lebaran. 

Sinkronisasi tersebut nampak dalam hal penanganan sarana 

prasarana, pengaturan liburan karyawan dan liburan anak 

sekolah yang cukup panjang, pemberian tunjangan hari raya 

(THR) yang lebih awal diberikan, dan dilakukannya rekayasa lalu 

lintas untuk jalan raya, serta komitmen pengaturan lalu lintas di 

lapangan oleh para petugas. 

Untuk itu, Menhub menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

yang tinggi kepada para petugas yang telah bekerja keras untuk 

mensukseskan angkutan Lebaran. Ia juga telah meminta kepada 

masing-masing Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan 

untuk segera melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan 

Angkutan Lebaran Tahun 2013 sekaligus untuk mencari upaya 

dan terobosan baru guna peningkatan pelayanan angkutan 

Lebaran tahun yang akan datang.

Ditambahkannya pula bahwa pelaksanaan Angkutan Lebaran 

2013 lebih baik karena ditunjang oleh koordinasi yang baik antara 

posko tingkat nasional dan posko yang ada di daerah. Dengan 

berakhirnya pelaksanaan Angkutan Lebaran 2013/1434 H. ini, 

tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah dicapai. 

Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah 

melakukan evaluasi dalam rangka mencari upaya dan terobosan 

(inovasi) baru untuk peningkatan pelayanan angkutan lebaran di 

tahun-tahun yang akan datang. (*/RS)
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Perilaku Pemudik Sepeda Motor 

infoinfo

Pada Saat Angkutan Lebaran 
Andi Putra Jaya, M.Sc.

(Staf Subdit Lalu Lintas Perkotaan Direktorat BSTP-Ditjen Hubdat)

Tradisi mudik sudah berlangsung 
puluhan tahun. Ritual mudik juga 
m e n j a d i  s e m a c a m  m e d i a  

redistribusi uang/modal. Puluhan trilyun 
rupiah dibawa pemudik, lalu berputar di 
daerah-daerah sebelum akhirnya nanti 
kembali tersedot di kota-kota besar yang 
menjadi mesin perputaran ekonomi 
nasional. 

Meskipun merepotkan, berbiaya besar, 
dan beresiko, jutaan perantau atau warga 
kota yang masih punya akar di desa dan 
daerah biasanya memiliki dorongan besar 
untuk mengunjungi keluarganya yang ada 
di udik.

Tradisi mudik nyaris menjadi kebutuhan 
kultural yang tidak tergantikan untuk 

BSTP

waktu yang lain. Rasanya tidak afdol bila 
tak berkumpul bersama keluarga pada 
saat Lebaran. Pulang kampung memang 
tak sekadar silaturahim. Ada nuansa unjuk 
diri kisah sukses pemudik di tanah rantau. 
Hal tersebut sah saja dan menjadi 
penyemangat sukses bagi perantau. Oleh 
karena itu, meskipun di jalanan bertaruh 
nyawa, jutaan orang rela pulang 
kampung. Bahkan, ratusan ribu orang 
nekat mengendarai sepeda motor untuk 
mudik yang jaraknya bisa mencapai 
ratusan kilometer. 
Tingginya kecelakaan mudik Lebaran 
setiap tahunnya yang dialami para 
pengendara sepeda motor tak pernah 
membuat kapok. Setiap tahunnya para 
pemudik tetap dengan semangat memacu 
sepeda motornya pulang kampung. 

Kebanyakan mungkin berpikir soal mati itu 
urusan Tuhan. Padahal kebanyakan 
kecelakaan yang terjadi karena masalah 
tidak disiplinnya para pemudik dalam 
mengendarai kendaraannya. Himbauan 
demi himbauan sudah dilakukan. 
berbagai upaya telah dilakukan, agar 
pemudik t idak membawa sepeda 
motornya. Namun sulit mencegah para 
pemudik untuk tidak mudik menggunakan 
sepeda motornya. Selain praktis juga 
murah meriah ongkosnya. Selain itu 
dengan membawa pulang kendaraan 
nantinya bisa digunakan di kampung 
untuk bersilaturahim dengan sanak 
saudara di kampong halaman.

Satu hal yang menjadi penyebab utama 
banyaknya terjadi kecelakaan adalah 

 infoHUBDAT  |  19

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan mekanisme 
angkutan lebaran pada tahun depan kemungkinan masih sama, 
namun dengan catatan ada peningkatan pada beberapa hal agar 
lebih baik. Program mudik gratis juga akan diperluas cakupan 
wilayahnya agar tidak terbatas di Jawa Tengah dan fokus pada 
pengembangan mudik gratis angkutan laut dan kereta api yang 
belum maksimal. “Metode mungkin sama, tinggal memperbaiki. 
Kami akan tingkatkan misalnya tidak hanya di Jawa Tengah, 
tetapi Jawa Timur dan Lampung,” katanya.

Jumlah total pemudik periode H-7 s.d H2 Angkutan Lebaran tahun 
2013 baik pemudik menggunakan angkutan umum, angkutan 
pribadi, dan yang diberangkatkan menggunakan mudik gratis 
adalah 13.174.620 pemudik. Sedangkan total penumpang Arus 
Balik baik menggunakan angkutan umum, angkutan pribadi dan 
program balik gratis pada periode H+1 s.d H+9 (Arus Balik) 
adalah sebesar 13.522.007  penumpang.

KECELAKAAN LALU LINTAS NON TOL
Berdasarkan pemantauan Operasi Ketupat Korlantas POLRI 
tahun 2013, jumlah kecelakaan lalu lintas non tol yang terpantau 
pada H-7 s.d. H+7 terjadi 3.512 jumlah kejadian kecelakaan, 760 
orang meninggal dunia, 1.252 orang mengalami luka berat dan 
4.610 orang luka ringan. Dibandingkan dengan tahun 2012 pada 
periode yang sama mengalami penurunan jumlah kejadian 
kecelakaan sebesar 29.84%, 12.24% meninggal dunia, 12.93% 
luka berat dan 6.17% luka ringan.

Data pemantauan Operasi Ketupat Korlantas POLRI tahun 2013, 
jumlah kecelakaan lalu lintas non tol yang terpantau pada H-7 s.d. 
H+9 tercatat 3.837 jumlah kejadian kecelakaan, 830 orang 
meninggal dunia, 1.348 orang mengalami luka berat dan 5.061 
orang luka ringan.
Berdasarkan hasi l  anal isis dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2013/1434 H., 
terdapat beberapa hal yang hendaknya perlu dicermati dan 
diantisipasi pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran 
mendatang, yaitu :

a. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa 
lokasi, seperti:
1) Wilayah Nagrek - Garut dan Gentong - Tasikmalaya yang 
disebabkan adanya perlintasan kereta api, penyempitan akibat 
pertemuan arus lalu lintas dari dua arah dan tanjakan/turunan 
tajam. 
2) Perlintasan sebidang kereta api di Karanganyar dan Sumpiuh 

Provinsi Jawa Tengah. 
3) Lokasi-lokasi kawasan wisata, seperti: 
• Jalan Raya Puncak-Cianjur 
• Jalan Raya Cileunyi-Nagrek-Garut-Tasikmalaya 
• Jalan Raya Cilegon-Anyer 
4) Lokasi pasar-pasar tumpah di sepanjang jalur pantura, seperti : 
Pasar Brebes Induk, Pasar Bawang, Tegal Gubuk, Suradadi, dan 
Pasar Batang.

b .  M a s i h  a d a n y a  
pengguna kendaraan 
angkutan barang (bak 
terbuka dan mobil boks) 
u n t u k  m e n g a n g k u t  
penumpang yang rawan 
te rhadap te r jad inya  
kecelakaan.

c. Masalah minimnya penerangan jalan di sepanjang jalur 
Pantura dan perlengkapan jalan, khususnya rambu-rambu 
petunjuk jurusan pada jalur-jalur alternatif. 

Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengatakan bahwa 
penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini secara umum lebih 
baik dibandingkan dengan penyelenggaraan 2012. “Beberapa 
fakta pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran 2013 
memperlihatkan perbaikan, kendati masih banyak kekurangan,” 
ujarnya disela-sela Penutupan Posko Terpadu Tingkat Nasional 
Angkutan Lebaran 2013 pada (20/8) di Jakarta. “Secara umum, 
pemantauan Angkutan Lebaran 2013 yang dipusatkan di 
Kementerian Perhubungan berjalan lancar,” tegasnya.

Menurut Mangindaan, pelaksanaan Angkutan Lebaran 2013 

dapat dikatakan berlangsung baik antara lain karena adanya 

sinkronisasi program di semua sektor terkait Angkutan Lebaran. 

Sinkronisasi tersebut nampak dalam hal penanganan sarana 

prasarana, pengaturan liburan karyawan dan liburan anak 

sekolah yang cukup panjang, pemberian tunjangan hari raya 

(THR) yang lebih awal diberikan, dan dilakukannya rekayasa lalu 

lintas untuk jalan raya, serta komitmen pengaturan lalu lintas di 

lapangan oleh para petugas. 

Untuk itu, Menhub menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

yang tinggi kepada para petugas yang telah bekerja keras untuk 

mensukseskan angkutan Lebaran. Ia juga telah meminta kepada 

masing-masing Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan 

untuk segera melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan 

Angkutan Lebaran Tahun 2013 sekaligus untuk mencari upaya 

dan terobosan baru guna peningkatan pelayanan angkutan 

Lebaran tahun yang akan datang.

Ditambahkannya pula bahwa pelaksanaan Angkutan Lebaran 

2013 lebih baik karena ditunjang oleh koordinasi yang baik antara 

posko tingkat nasional dan posko yang ada di daerah. Dengan 

berakhirnya pelaksanaan Angkutan Lebaran 2013/1434 H. ini, 

tentu kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang telah dicapai. 

Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah 

melakukan evaluasi dalam rangka mencari upaya dan terobosan 

(inovasi) baru untuk peningkatan pelayanan angkutan lebaran di 

tahun-tahun yang akan datang. (*/RS)
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menyangkut ketidakdisiplinan para 
pengendara. Apalagi memanfaatkan 
momentum mudik dengan mengabaikan 
rambu-rambu lalu-lintas. Dimana polisi 
agak longgar terhadap perilaku para 
pengendara. Semakin banyaknya para 
pemudik menggunakan sepeda motor 
untuk pulang kampung, karena memang 
transportasi massal yang ada saat ini 
belum memadai untuk mengantisipasi 
lonjakan jumlah pemudik. Itulah sebabnya 
sepeda motor menjadi pilihan yang sangat 
disukai. Masalah nanti terjadi kecelakaan 
itu urusan menyusul.

Kalau dipikir-pikir Lebaran yang menjadi 
saatnya untuk bersuka cita namun 
berakhir dengan petaka memang menjadi 
hal yang konyol. Apalagi lalu dengan 
pasrah mengatakan, bahwa ini sudah 
kehendak Tuhan. Mungkin masih menjadi 
impian rakyat Indonesia bahwa suatu saat 
nanti bisa mudik nyaman menggunakan 
bus atau kereta api dan selamat sampai 
tujuan. Atau juga suatu saat nanti tidak 
perlu lagi harus jauh-jauh pergi ke kota 
mencari pekerjaan. Karena di daerah 
sendiri sudah tersedia lapangan kerja 
yang memadai untuk hidup. Namun 
kemudian pertanyaannya adalah kapan 
hal tersebut terealisasi?
Pada saat musim mudik lebaran, 
sebagian masyarakat memaksakan diri 
untuk mudik menggunakan kendaraan 
roda dua alias sepeda motor. Namun, 
banyak dari mereka yang berpikir tak 
rasional. Perilaku tak rasional itu seperti 
pemotor yang terlalu banyak membawa 
barang dan berkendara lebih dari dua 
orang. Untuk membuat rasional dan 
berkesadaran, maka harus sadar waktu, 
keselamatan, keamanan, keuangan, dan 
lingkungan. Data yang ada, jumlah 
pemudik motor  set iap tahunnya 
cenderung meningkat. Korlantas Mabes 
Polri menyebutkan, pada tahun 2012, ada 
908 nyawa melayang saat mudik lebaran. 
Sebanyak 76 persen diantaranya adalah 
pengguna sepeda motor. 

Terkait penyelenggaraan Angkutan 
Lebaran 2013, Menteri Perhubungan 

menyimpulkan secara umum berlangsung 
lancar dan baik. Beberapa permasalahan 
dan kekurangan akan menjadi bahan 
evaluasi bagi Kementerian Perhubungan 
bersama stakeholder lainnya. Tentu 
masih ada yang perlu dilakukan evaluasi, 
namun secara umum layanan arus mudik 
dan balik Lebaran 2013 cukup lancar.

K e m e n t e r i a n  P e r h u b u n g a n  
menyampaikan bahwa pemerintah terus 
be rupaya  mengan t i s ipas i  un tuk  
m e n g u r a n g i  b e s a r n y a  p e m u d i k  
menggunakan sepeda motor. Beberapa 
program telah dilakukan, antara lain 
dengan memberi layanan mudik gratis 
pemud ik  sepeda motor  dengan 
menggunakan angkutan kapal laut dan 
truk gratis ke daerah-daerah kantong 
pemudik dimulai dari Provinsi Lampung 
sampai Provinsi Jawa Tengah. 
Dengan layanan truk, pemerintah 
menyediakan sejumlah kendaraan truk 
untuk mengangkut sepeda motor 
pemudik, antara lain ke Lampung, Solo, 
Purwokerto, Ci lacap, Wonosobo, 
Yogyakarta, Kebumen, Wonogir i ,  
Magelang, Tegal, Tasikmalaya, dan 
Cirebon. Sepeda motor pemudik diangkut 
dengan truk, sedangkan para pemilik dan 
penumpangnya diangkut dengan bus. 
Peminat mudik gratis ini dari tahun ke 
tahunnya selalu bertambah. Meskipun 
layanan mudik gratis ini terus bertambah, 
namun jumlah sepeda motor pemudik 
yang diangkut masih  sangat kecil 
dibandingkan jumlah keseluruhan 
pemudik bersepeda motor.

Kementer ian Perhubungan terus 
memberikan himbauan kepada pemudik 
motor untuk selalu berhati-hati selama 

berkendaraan. Catatan Polri, kebanyakan 
kecelakaan terjadi ketika pemudik  akan 
memasuki kampung halaman dan setelah 
melewati kemacetan. Kementerian 
Perhubungan juga mengingatkan, sebisa 
mungkin pemudik merencanakan 
perjalanan mudiknya jauh-jauh hari 
sebelum perkiraan puncak arus mudik.  

Beberapa foto-foto berikut menunjukkan 
kepadatan jumlah pemudik sepeda motor 
di jalan dan beberapa perilaku pemudik 
motor yang tidak tertib aturan lalu lintas. 
Untuk kita renungkan bersama, fenomena 

pemudik sepeda motor ini cukup menarik. 
Satu sisi didorong oleh safety needs untuk 
dapat menghemat biaya transportasi, dan 
karenanya, dapat meningkatkan rasa 
aman dengan memindahkan ongkos 
bens in  yang d ihemat  i tu  untuk  
kepentingan lain. Namun di sisi lain, 
perilaku mayoritas pemudik sepeda motor 
di jalan sangatlah unsafe, seperti : kebut-
kebutan, mengemudikan secara zig-zag, 
dan kurang bersimpati  terhadap 
pengguna jalan lainnya. Misal : Mobil yang 
sudah jelas memberi tanda akan berhenti 
ke sisi kiri,  masih disalip dengan kencang 
dari arah kiri. Bahkan ironisnya perilaku 
demikian tetap terlihat saat pengendara 
sepeda motor membawa rombongan istri 
dan anaknya. Barangkali sudah sering 
kita lihat peristiwa kecelakaan di jalan saja 
yang mel ibatkan sepeda motor.  
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peristiwa kecelakaan di jalan saja yang 
melibatkan sepeda motor. Kecelakaan 
tersebut tidak jarang sering berakibat luka 
ringan hingga parah, bahkan disusul 
perkelahian antara sesama pengendara 
motor itu sendiri yang terpicu oleh 
kekagetan dan kemarahan akibat 
agresifitas di jalan. 

Permasalahan mudik memang kompleks, 
m i s a l n y a ,  t i d a k  s e i m b a n g n y a  
pertambahan jalan dengan jumlah 
kendaraan, kual i tas infrastruktur 
termasuk rambu, dan rendahnya disiplin 
berlalu lalu lintas. Hampir semua 
kecelakaan lalu lintas diawali dengan 
pelanggaran aturan lalu lintas.
Beragam upaya di lakukan untuk 
meredam angka kecelakaan, misalnya 
dengan menyelenggarakan program 
mudik gratis menggunakan bus atau 

kereta api  yang di lakukan oleh 
perusahaan swasta, BUMN, atau 
pemerintah daerah. Ini memang langkah 
mulia, namun dibandingkan dengan 
jumlah pemudik yang menggunakan 
kendaraan bermotor pribadi, tampaknya 
hal itu tidak terlalu banyak mengurangi 
potensi kecelakaan di jalan. Jumlah 
korban jiwa yang terus bertambah dari 
tahun ke tahun pada saat musim lebaran 
seharusnya kian menyadarkan kita 
bersama, khususnya pemerintah, untuk 
lebih serius mencari cara agar rakyatnya 
tidak mati sia-sia di jalan raya ketika 
melakoni ritual perjalanan silaturahimnya 
ke kampung halaman. 

Berbagai upaya penegakan hukum terus 
di intensifkan pemerintah, sepert i  
misalnya menegakkan aturan larangan 
sepeda motor untuk dinaiki lebih dari dua 
orang. Mengingat perjalanan panjang 
dengan menggunakan sepeda motor 
sangat berisiko, ada usulan untuk 
mewajibkan setiap pemudik sepeda motor 
mengecek kesehatannya setelah berjalan 
100 kilometer. Apabila tidak fit, pemudik 
wajib untuk melanjutkan perjalannya 
dengan naik angkutan umum dan sepeda 
motornya dititipkan di kantor polisi. Usulan 
ini tentu masih harus dikaji lebih jauh lagi 
efektifitasnya.

Proyek rel kereta ganda yang dijadwalkan 
tuntas akhir tahun ini diharapkan bisa 
menambah pilihan moda transportasi bagi 
pemudik Lebaran tahun mendatang. 
Pengoperasian rel ganda tentu saja akan 
memangkas waktu tempuh menuju 
beberapa kota-kota strategis Pulau Jawa. 
Selain itu, dari sisi keamanan, seharusnya 
juga lebih baik sehingga kian banyak 
orang tertarik naik kereta api ketika mudik.

Proyek rel kereta ganda diharapkan bisa menambah
pilihan moda transportasi bagi pemudik tahun depan.

Dari sisi budaya, tradisi mudik Lebaran 
tidaklah mungkin dilenyapkan. Kemajuan 
pesat teknologi informasi yang ditandai 
setiap orang bisa berkomunikasi tanpa 
kendala jarak, ternyata sama sekali tidak 
menyurutkan fitrah manusia untuk selalu 
ingin bertatap muka dan merasakan 
kehangatan telapak tangan ketika 
bersalaman. Sayang, sampai hari ini 
perilaku para pemudik, khususnya 
pemudik sepeda motor di jalan belum 
sepenuhnya tertib berlalu lintas. Alasan 
“kasihan” kepada pemudik yang hendak 
bertemu keluarga, membuat kepolisian 
kadang  ragu memberikan sanksi tegas 
kepada pelanggar lalu lintas. 

Oleh karena itu, perilaku berlalulintas 
yang baik merupakan tuntutan  dalam 
rangka melakukan perjalanan yang 
selamat. Jika perilaku di jalan raya 
seenaknya sendiri, tanpa mengindahkan 
aturan lalu lintas, maka akan bisa 
membahayakan diri sendiri dan orang 
lain. Pihak kepolisian sendiri sudah 
memasang himbauan-himbauan kepada 
para pengguna jalan, untuk mematuhi 
peraturan lalu lintas saat berkendara. 
Persyaratan dan kelengkapan surat-surat 
kendaraan juga wajib dibawa lengkap. 
Sebelum melakukan perjalanan, pemudik 
harus mengecek kondisi kendaraan dan 
kesiapan fisiknya agar perjalanan dapat 
berjalan lancar dan selamat serta 
terhindar dari hal-hal yang tidak 
diinginkan. 

Terkait tingginya angka kecelakaan lalu 
lintas, faktor penyebab lainnyanya antara 
lain karena pemudik sepeda motor yang 
mengangkut beban berlebih di atas 
sepeda motornya. Sepeda motor 
sejatinya tidak cocok untuk mengangkut 
beban berlebih. Kecelakaan lalu lintas 
sebagian besar akibat kelebihan beban 
pengendara sepeda motor yang 
mengakibatkan ketidakseimbangan. 
Faktor lain penyebab kecelakaan lalu 
lintas adalah akibat faktor manusia itu 
sendiri, seperti kelelahan atau tidak 
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Balai LLAJSDP Palu

Harapan Dinas Perhubungan 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
terhadap keberadaan Balai Lalu 

Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan 
Penyeberangan Palu (Balai LLAJSDP 
Palu) begitu tinggi. Mereka sangat 
mengapresiasi keberadaan perwakilan 
pemerintah pusat dalam hal ini perwakilan 
Ditjen Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan di Palu. Ekspektasi 
pemerintah daerah maupun dinas 
perhubungan di Pulau Sulawesi, 
Kepulauan Maluku dan Irian Barat itu 
tentunya bukan hal yang berlebihan, 
mengingat posisi Balai LLAJSDP Palu 
yang begitu strategis, yang diharapkan 
bisa menjembatani berbagai persolan, 
kendala dan gap yang ada antara 
pemerintah daerah dengan pusat.  

Hal tersebut muncul dan disampaikan 
oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi 
Tengah, Hindro Surahmat ATD., di 
r u a n g a n  k e r j a n y a  k e p a d a  T i m  

i n f o H U B D AT  b e l u m  l a m a  i n i .  
Disampaikannya bahwa masih banyak 
persoalan di lapangan yang wilayahnya 
abu-abu (grey area), apakah ini menjadi 
kewenangan pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah. Kementerian 
Perhubungan yang berada di Jakarta, 
tentunya tidak bisa melihat dan memantau 
secara terang dan jelas apa yang menjadi 
kebutuhan dan persoalan di daerah. 
‘’Keberadaan Balai LLAJSDP Palu yang 
berada d i  tengah- tengah kami ,  
diharapkan bisa memotret lebih jelas, 
lebih jernih bahkan lebih akurat mengenai 
apa-apa yang menjadi persoalan di 
daerah,’’ jelas Hindro.

Oleh karenanya,  Hindro sangat  
menyambut baik ketika Kementerian 
Perhubungan menempatkan Balai 
LLAJSDP di tengah-tengah pulau 
Sulawesi. Dengan demikian berbagai 
pe rsoa lan  yang  te rka i t  dengan  
transportasi darat yang ada di pulau 
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Menjawab Persoalan Daerah

’Balai harus menjadi solusi 

dari keterbatasan dan 

kendala di daerah. Apabila 

tidak, maka adanya Balai 

tidak akan memberikan arti 

yang signifikan bagi 

daerah’’

Kepala Balai LLAJSDP Palu 

Marwanto, Heru Santoso ST., MT. 

Sulawesi  in i  b isa leb ih  ter l ihat  
jelas.’’Dengan kacamata yang lebih 
terang dan jernih, keberadaan Balai 
LLAJSDP bisa memberikan informasi 
yang akurat kepada pemerintah pusat 
yang pada akhirnya dapat mendorong 
pembengunan di daerah lebih optimal,” 
jelas Hindro.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas 
P e r h u b u n g a n ,  K o m u n i k a s i  d a n  
Informatika Kota Palu itu menjabarkan, 
Balai LLAJSDP bisa lebih berperan untuk 
memban tu  be rbaga i  pe rsoa lan ,  
k h u s u s n y a  p e n d a n a a n  u n t u k  
pembangunan marka jalan dan rambu lalu 
lintas di jalan-jalan nasional yang selama 
ini menjadi persoalan daerah. Misalnya, 
pemerintah daerah telah mendapatkan 
bantuan pembangunan berupa pelebaran 
maupun penambahan jalan nasional dari 
Kementerian Pekerjaan Umum melalui 
Balai Jalan yang ada di daerah. Namun 
pemerintah daerah  tidak memiliki dana 
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disiplin, faktor sarana prasarana seperti 
rambu yang terbatas serta faktor cuaca 
seperti hujan dan angin kencang. Faktor 
kelalaian pengendara seperti kurang 
antisipasi, sebagian turut memberikan 
kontr ibusi  penyebab kecelakaan 
melibatkan pemudik sepeda motor.

Harus dipahami bersama, bahwa mudik 
merupakan kebutuhan budaya yang tak 
tergantikan karena :
1. Mudik menggunakan sepeda motor 
relatif berbiaya lebih murah, bila 
dibandingkan dengan menggunakan 
angkutan umum. Sebuah pilihan sulit bagi 
rakyat kecil.
2. Daya jangkau ke tempat tujuan. 
Menggunakan sepeda motor relatif dapat 
m e n j a n g k a u  b e r b a g a i  t e m p a t .  
Menggunakan angkutan umum ke 
kampung, seringkali terkendala minimnya 
sarana angkutan umum di kampung 
halaman.

Para pengendara sepeda motor bukan 
tidak paham dan mengerti dengan resiko 
atau bahaya mengendarai sepeda motor 
untuk jarak jauh dan waktu yang lama. 
Alasan ekonomi seringkali membuat 
mereka tidak mempunyai banyak pilihan.

Selain pengadaan program mudik gratis 
dengan mengangkut sepeda motor, 
upaya pemerintah lainnya yang dapat 
d i l a k u k a n  a d a l a h  m e m b e r i k a n  
penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas 
kepada para pengendara sepeda motor. 
Melarang memang bukanlah kebijakan 
yang tepat. Pendidikan dan penyuluhan 
berlalu lintas yang baik untuk pengendara 
s e p e d a  m o t o r  d a p a t  m e m b e r i  
pemahaman,  pengetahuan ser ta 
mengarahkan perilaku para pengendara 
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sepeda motor sesuai peraturan lalu lintas 
yang berlaku. Pemerintah dan swasta 
dapat bahu membahu memberikan  
penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas 
kepada para pengendara sepeda motor. 
D i y a k i n i ,  m e l a l u i  u p a y a  y a n g  
berkelanjutan, dampak negatif yang 
ditimbulkan para pengendara sepeda 
motor dapat diminimalisir, bukan hanya 
pada saat momen lebaran, namun juga 
dalam berperilaku lalu lintas sehari-hari di 
jalan. (*)



Balai LLAJSDP Palu

Harapan Dinas Perhubungan 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
terhadap keberadaan Balai Lalu 

Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan 
Penyeberangan Palu (Balai LLAJSDP 
Palu) begitu tinggi. Mereka sangat 
mengapresiasi keberadaan perwakilan 
pemerintah pusat dalam hal ini perwakilan 
Ditjen Perhubungan Darat Kementerian 
Perhubungan di Palu. Ekspektasi 
pemerintah daerah maupun dinas 
perhubungan di Pulau Sulawesi, 
Kepulauan Maluku dan Irian Barat itu 
tentunya bukan hal yang berlebihan, 
mengingat posisi Balai LLAJSDP Palu 
yang begitu strategis, yang diharapkan 
bisa menjembatani berbagai persolan, 
kendala dan gap yang ada antara 
pemerintah daerah dengan pusat.  

Hal tersebut muncul dan disampaikan 
oleh Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi 
Tengah, Hindro Surahmat ATD., di 
r u a n g a n  k e r j a n y a  k e p a d a  T i m  

i n f o H U B D AT  b e l u m  l a m a  i n i .  
Disampaikannya bahwa masih banyak 
persoalan di lapangan yang wilayahnya 
abu-abu (grey area), apakah ini menjadi 
kewenangan pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah. Kementerian 
Perhubungan yang berada di Jakarta, 
tentunya tidak bisa melihat dan memantau 
secara terang dan jelas apa yang menjadi 
kebutuhan dan persoalan di daerah. 
‘’Keberadaan Balai LLAJSDP Palu yang 
berada d i  tengah- tengah kami ,  
diharapkan bisa memotret lebih jelas, 
lebih jernih bahkan lebih akurat mengenai 
apa-apa yang menjadi persoalan di 
daerah,’’ jelas Hindro.

Oleh karenanya,  Hindro sangat  
menyambut baik ketika Kementerian 
Perhubungan menempatkan Balai 
LLAJSDP di tengah-tengah pulau 
Sulawesi. Dengan demikian berbagai 
pe rsoa lan  yang  te rka i t  dengan  
transportasi darat yang ada di pulau 
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yang akurat kepada pemerintah pusat 
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jelas Hindro.
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P e r h u b u n g a n ,  K o m u n i k a s i  d a n  
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Balai LLAJSDP bisa lebih berperan untuk 
memban tu  be rbaga i  pe rsoa lan ,  
k h u s u s n y a  p e n d a n a a n  u n t u k  
pembangunan marka jalan dan rambu lalu 
lintas di jalan-jalan nasional yang selama 
ini menjadi persoalan daerah. Misalnya, 
pemerintah daerah telah mendapatkan 
bantuan pembangunan berupa pelebaran 
maupun penambahan jalan nasional dari 
Kementerian Pekerjaan Umum melalui 
Balai Jalan yang ada di daerah. Namun 
pemerintah daerah  tidak memiliki dana 
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disiplin, faktor sarana prasarana seperti 
rambu yang terbatas serta faktor cuaca 
seperti hujan dan angin kencang. Faktor 
kelalaian pengendara seperti kurang 
antisipasi, sebagian turut memberikan 
kontr ibusi  penyebab kecelakaan 
melibatkan pemudik sepeda motor.

Harus dipahami bersama, bahwa mudik 
merupakan kebutuhan budaya yang tak 
tergantikan karena :
1. Mudik menggunakan sepeda motor 
relatif berbiaya lebih murah, bila 
dibandingkan dengan menggunakan 
angkutan umum. Sebuah pilihan sulit bagi 
rakyat kecil.
2. Daya jangkau ke tempat tujuan. 
Menggunakan sepeda motor relatif dapat 
m e n j a n g k a u  b e r b a g a i  t e m p a t .  
Menggunakan angkutan umum ke 
kampung, seringkali terkendala minimnya 
sarana angkutan umum di kampung 
halaman.

Para pengendara sepeda motor bukan 
tidak paham dan mengerti dengan resiko 
atau bahaya mengendarai sepeda motor 
untuk jarak jauh dan waktu yang lama. 
Alasan ekonomi seringkali membuat 
mereka tidak mempunyai banyak pilihan.

Selain pengadaan program mudik gratis 
dengan mengangkut sepeda motor, 
upaya pemerintah lainnya yang dapat 
d i l a k u k a n  a d a l a h  m e m b e r i k a n  
penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas 
kepada para pengendara sepeda motor. 
Melarang memang bukanlah kebijakan 
yang tepat. Pendidikan dan penyuluhan 
berlalu lintas yang baik untuk pengendara 
s e p e d a  m o t o r  d a p a t  m e m b e r i  
pemahaman,  pengetahuan ser ta 
mengarahkan perilaku para pengendara 
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sepeda motor sesuai peraturan lalu lintas 
yang berlaku. Pemerintah dan swasta 
dapat bahu membahu memberikan  
penyuluhan dan pendidikan berlalu lintas 
kepada para pengendara sepeda motor. 
D i y a k i n i ,  m e l a l u i  u p a y a  y a n g  
berkelanjutan, dampak negatif yang 
ditimbulkan para pengendara sepeda 
motor dapat diminimalisir, bukan hanya 
pada saat momen lebaran, namun juga 
dalam berperilaku lalu lintas sehari-hari di 
jalan. (*)



Limbangan. Sayangnya, kondisi Dermaga 
Pulau Salemo yang terbuat dari kayu 
kondisinya tidak layak pakai. Dermaganya 
juga terlalu dekat ke daratan dan tidak ada 
lapangan penumpukan, sehingga sangat 
mengganggu aktivitas bongkar muat 
barang dan naik turunnya penumpang ke 
kapal atau perahu. Alur di sungai itu juga 
terus terjadi pendangkalan.

Untuk itu disarankan pemerintah 
melakukan studi lintasan Pulau Salemo 
dengan beberapa pulau yang bertetangga 
dengan lintasan Pelabuhan Maccinibaji 
dan lintasan Dermaga Sungai Limbangan 
terkait dengan penetapan lintasan laut 
dan lintasan alur sungai. Juga segera 
dilakukan upaya penyediaan angkutan 
sungai perintis dan angkutan laut perintis 
untuk melayani masyarakat yang ada di 
pulau-pulau.

Temuan yang hampir sama juga terlihat 
saat Balai LLAJSDP Palu melakukan 
monitoring di Kabupaten Tojo Una Una, 
Sulawesi Tengah. Ada tiga kecamatan 
yang sudah mendapat layanan angkutan 
penyeberangan, yaitu Kecamatan Una 
Una, Kecamatan Walea Kepulauan, dan 
Kecamatan Togean, dimana dermaga 
penyeberangannya menggunakan dana 
APBD dan APBN. Kecamatan yang belum 
m e n d a p a t  l a y a n a n  a n g k u t a n  
penyeberangan adalah Kecamatan 
Walea Besar yang memiliki 11 desa. 
Namun demikian kondisi dermaga yang 
ada tidak layak fungsi dan secara 
operasional sangat membahayakan dari 
sisi keselamatan penumpang. Dermaga 

ini melayani kapal kayu penyeberangan 
ke pulau-pulau sekitar dengan sifat 
pelayanan tidak rutin.

Dari hasil monitoring dan evaluasi 
prasarana angkutan penyeberangan di 
Kepulauan Togean, dibutuhkan dermaga 
yang lebih permanen demi keselamatan 
pengguna. Perlu dipertimbangkan 
keberadaan Pulau Walea Besar untuk 
d i l a k u k a n  p e m b u k a a n  l i n t a s a n  
penyeberangan dengan rencana 
p e n e t a p a n  l o k a s i  p e l a b u h a n  
penyeberangan oleh pemerintahn pusat 
dengan mempertimbangkan rekomendasi 
lokasi pelabuhan penyeberangan dari 
pemerintah daerah. Juga diperlukan 
sumber daya manusia dengan kualifikasi 
teknis di ASDP.

Kegiatan monitoring dan pengawasan 
prasarana juga dilakukan pada sektor lalu 
lintas jalan. Di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan, dilakukan 
moni tor ing pada 
ruas jalan nasional 
K o t a  M a k a s a r ,  
Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Takalar, 
K a b u p a t e n  
Jeneponto, Kabu-
paten Bantaeng, dan 
Kabupaten Bulu-
kumba. Kegiatan 
monitoring dilaksa-
nakan pada fasilitas 
keselamatan lalu 
lintas dan angkutan 
jalan yang penga-
d a a n  d a n  p e m  
b a n g u n a n  a t a u  
p e m a s a n g a n n y a  
dilaksanakan oleh 
S a t k e r  P e n g e m  
b a n g a n  L L A J  
Provinsi Sulawesi 
S e l a t a n  t a h u n  
anggaran 2012  dan 
2013 .  Has i l nya ,  
m a r k a  j a l a n ,  
delineator, pagar 
pengaman, warning 
light (tenaga surya), 
paku jalan, cermin 
tikungan, Rambu 
Pendahulu Penunjuk 
Jurusan (RPPJ), 
tiang portal sudah 
terpasang dengan 

baik, meski  dalam hal pemasangan 
fasilitas keselamatan masih ditemukan 
beberapa pemasangan yang kurang 
sempurna.

Ada juga beberapa fasilitas keselamatan 
jalan yang tidak dilengkapi dengan stiker 
peringatan tentang ketentuan pidana 
terkait pengrusakan fasilitas keselamatan 
LLAJ dan pemasangan logo perhubungan 
ser ta tahun anggaran kegiatan.  
‘ ’Permasa lahan  te rka i t  fas i l i t as  
perlengkapan jalan di jalan nasional, perlu 
dilakukan koordinasi antara Balai 
L L A J S D P  P a l u  d e n g a n  S a t k e r  
Pembangunan LLAJ supaya tidak 
m e n i m b u l k a n  t u m p a n g  t i n d i h  
kewenangan. Koordinasi diperlukan 
mengingat sering terlambatnya informasi 
data-data terkait ruas jalan,’’jelas Heru.

Rakorwil Balai LLAJSDP Palu
S e l a i n  m e l a k u k a n  m o n i t o r i n g ,  
pengawasan, dan evaluasi, Balai 
LLAJSDP Palu juga telah melakukan 
Rapat Koordinasi Wilayah Kerja Balai 
LLAJSDP Palu. Pada 10 Oktober 2012 

Salah satu dermaga sungai di Kabupaten Pangkep

Pelabuhan Maccinibaji diuji coba untuk melayani 
bongkar muat semen produksi PT Semen Tonasa

Untuk mendukung potensi wisata Kepulauan 
Togean, dibutuhkan dermaga yang lebih 
permanen demi keselamatan pengguna jasa 
angkutan penyeberangan.
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yang cukup untuk membangun sarana 
dan prasarana seperti marka jalan dan 
rambu lalu lintas di jalan nasional itu. 
‘’Persoalan-persoalan seperti itulah yang 
diharapkan bisa dijembatani oleh Balai 
LLAJSDP, dengan demikian proses 
pembangunan menjadi tidak terhambat,’’ 
ujar Hindro. Untuk mengetahui secara 
pasti mana yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat memang perlu diatur 
dalam suatu mekanisme tata hubungan 
kerja. Juga harus dibuat sistem kerja yang 
benar antara dinas dan Balai LLAJSDP. 
Inilah yang harus segera dibahas secara 
bersama-sama antara pemerintah daerah 
dengan pemerintah pusat yang diwakili 
oleh Balai LLAJSDP. Dengan belum 
terbentuknya mekanisme tata hubungan 
kerja antara dinas dengan Balai 
LLAJSDP, maka penyelesaian masalah 
di lakukan berdasarkan hubungan 
emosional non formal. ‘’Cara itu juga baik. 
Tapi akan lebih baik jika penyelesaian 
d i la lukan mela lu i  ka idah-ka idah 
kedinasan dan formalitas,’’ ujar Hindro.

Balai Jawaban Persoalan Daerah
Balai Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau 
dan  Penyeberangan  Pa lu  yang  
berkedudukan di Kota Palu, Sulawesi 
Tengah membawahi 10 provinsi, yaitu 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat dan 138 
kabupaten dan kota. Selain melakukan 
kunjungan kerja dalam rangka koordinasi 
ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada 
di 10 provinsi, Balai LLAJSDP Palu sesuai 
dengan fungsinya melakukan kegiatan 
monitoring dan pengawasan terhadap 
prasarana lalu lintas dan prasarana 
a n g k u t a n  s u n g a i  d a n a u  d a n  
penyeberangan.

Terbatasnya sumber daya 
manusia memang masih 
menjadi kendala, mengingat 
ruang lingkup dan cakupan 
wilayah kerja yang sangat 
luas. Solusinya, Balai 
LLAJSDP Palu saat ini 
masih melibatkan sumber 
daya manusia di wilayah 
setempat dalam hal ini 
memanfaatkan tenaga-
tenaga satuan kerja (satker) 
di daerah. Untuk itulah, 
B a l a i  L L A J S D P P a l u  
senant iasa melakukan 
k o o r d i n a s i  d e n g a n  
pemerintah daerah maupun 

d i n a s - d i n a s  d i  p r o v i n s i  d a n  
kabupaten/kota. Dengan demikian 
bilamana dibutuhkan dukungan dari 
daerah, Balai LLAJSDP Palu langsung 
bisa mendapat dukungan dari daerah. 
Contoh yang paling gampang adalah 
dalam hal monitoring.

Kepala Balai LLAJSDP Palu, Marwanto, 
Heru Santoso ST., MT., mengatakan 
dengan segala keterbatasan yang ada, 
Balai LLAJSDP Palu tetap bekerja 
sebagaimana tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) yang dibebankan pusat. 
‘’Dengan segala keterbatasan, baik SDM 
maupun pendanaan, apa yang bisa kita 
lakukan, itulah yang kita lakukan,’’ kata 
Heru. Jika saat ini yang baru bisa 
dilakukan adalah berupa monitoring, 
inventarisasi, dan pengawasan, maka 
kegiatan-kegiatan tersebutlah yang 
dilakukan. Sambil berjalan, Balai 
LLAJSDP Palu terus melakukan 
pertemuan dan koordinasi dengan dinas-
dinas di wilayah kerjanya. Tentunya 
sambil mensosialisasikan dan melakukan 
sinkronisasi program kerja antara Balai 
LLAJSDP Palu sebagai kepanjangan 
tangan pemerintah pusat dengan 
p e m e r i n t a h  d a e r a h  d a n  d i n a s  
perhubungan provinsi, kabupaten, dan 
kota.

Fungsi Balai LLAJSDP, menurut Heru 
diharapkan mampu menjawab kendala-
kendala pembangunan yang dibiayai oleh 
APBN, yang selama ini menjadi persoalan 
daerah akibat terbatasnya dukungan 
finansial. ‘’Balai harus menjadi solusi dari 
keterbatasan dan kendala di daerah. 
Apabila tidak, maka adanya Balai tidak 
akan memberikan arti yang signifikan bagi 
daerah,’’ papar Heru. Diakui oleh Heru, 
keberadaan Balai memang tidak langsung 
serta merta optimal kerjanya, akan tetapi 
tetap tumbuh harapan di kalangan 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Hindro Surahmat, ATD.

daerah, sehingga dituntut untuk tetap 
beker ja  secara  op t ima l  me la lu i  
peningkatan anggaran di masing-masing 
wilayah kerja.
Balai LLAJSDP sendiri dibentuk dengan 
tujuan untuk merealisasikan tugas-tugas 
pemerintah di daerah, meningkatkan 
keterjangkauan bimbingan teknis, tata 
k e l o l a  p e m e r i n t a h  y a n g  b a i k ,  
melaksanakan pengadaan, pemesanan, 
perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana perhubungan darat di wilayah 
k e r j a n y a  m a s i n g - m a s i n g  s e r t a  
memberikan bimbingan teknis dan 
p e n g a w a s a n  o p e r a s i o n a l  
penyelenggaran perhubungan darat di 
daerah.

Monitoring dan Inventarisasi 
Sejumlah kegiatan seperti monitoring, 
inventar isas i ,  pengawasan,  dan 
koordinasi sudah dilakukan oleh Balai 
LLAJSDP Palu. Misalnya melakukan 
koordinasi dengan pemerintah Kabupaten 
Pangkep terkait tugas inventarisasi dan 
monitoring penyelenggaraan angkutan 
sungai dan penyeberangan di Dermaga 
Sungai Limbangan dan Sungai Salemo di 
Kabupaten Pangkep, serta rencana 
penyelenggaraan pembangunan di 
bidang lalu lintas angkutan sungai, danau, 
penyeberangan di Danau Tondano 
Soroako Kabupaten Malili.

Da r i  pengamatan  d i  l apangan ,   
masyarakat Pulau Salemo sangat 
tergantung dengan layanan transportasi 
laut dan sungai dengan dukungan 
dermaga kayu yang kondisinya sangat 
mempr iha t inkan .  Kesehar iannya  
masyarakat setempat dilayani oleh sekitar 
4-6 kapal kayu dengan kapasitas 20 orang 
yang beroperasi setiap hari dari Pulau 
Salemo menuju Kabupaten Pangkep 
dengan menyelusuri laut dan sungai 

Pulau Salemo di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Dermaga Pulau Salemo
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Limbangan. Sayangnya, kondisi Dermaga 
Pulau Salemo yang terbuat dari kayu 
kondisinya tidak layak pakai. Dermaganya 
juga terlalu dekat ke daratan dan tidak ada 
lapangan penumpukan, sehingga sangat 
mengganggu aktivitas bongkar muat 
barang dan naik turunnya penumpang ke 
kapal atau perahu. Alur di sungai itu juga 
terus terjadi pendangkalan.

Untuk itu disarankan pemerintah 
melakukan studi lintasan Pulau Salemo 
dengan beberapa pulau yang bertetangga 
dengan lintasan Pelabuhan Maccinibaji 
dan lintasan Dermaga Sungai Limbangan 
terkait dengan penetapan lintasan laut 
dan lintasan alur sungai. Juga segera 
dilakukan upaya penyediaan angkutan 
sungai perintis dan angkutan laut perintis 
untuk melayani masyarakat yang ada di 
pulau-pulau.

Temuan yang hampir sama juga terlihat 
saat Balai LLAJSDP Palu melakukan 
monitoring di Kabupaten Tojo Una Una, 
Sulawesi Tengah. Ada tiga kecamatan 
yang sudah mendapat layanan angkutan 
penyeberangan, yaitu Kecamatan Una 
Una, Kecamatan Walea Kepulauan, dan 
Kecamatan Togean, dimana dermaga 
penyeberangannya menggunakan dana 
APBD dan APBN. Kecamatan yang belum 
m e n d a p a t  l a y a n a n  a n g k u t a n  
penyeberangan adalah Kecamatan 
Walea Besar yang memiliki 11 desa. 
Namun demikian kondisi dermaga yang 
ada tidak layak fungsi dan secara 
operasional sangat membahayakan dari 
sisi keselamatan penumpang. Dermaga 

ini melayani kapal kayu penyeberangan 
ke pulau-pulau sekitar dengan sifat 
pelayanan tidak rutin.

Dari hasil monitoring dan evaluasi 
prasarana angkutan penyeberangan di 
Kepulauan Togean, dibutuhkan dermaga 
yang lebih permanen demi keselamatan 
pengguna. Perlu dipertimbangkan 
keberadaan Pulau Walea Besar untuk 
d i l a k u k a n  p e m b u k a a n  l i n t a s a n  
penyeberangan dengan rencana 
p e n e t a p a n  l o k a s i  p e l a b u h a n  
penyeberangan oleh pemerintahn pusat 
dengan mempertimbangkan rekomendasi 
lokasi pelabuhan penyeberangan dari 
pemerintah daerah. Juga diperlukan 
sumber daya manusia dengan kualifikasi 
teknis di ASDP.

Kegiatan monitoring dan pengawasan 
prasarana juga dilakukan pada sektor lalu 
lintas jalan. Di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan, dilakukan 
moni tor ing pada 
ruas jalan nasional 
K o t a  M a k a s a r ,  
Kabupaten Gowa, 
Kabupaten Takalar, 
K a b u p a t e n  
Jeneponto, Kabu-
paten Bantaeng, dan 
Kabupaten Bulu-
kumba. Kegiatan 
monitoring dilaksa-
nakan pada fasilitas 
keselamatan lalu 
lintas dan angkutan 
jalan yang penga-
d a a n  d a n  p e m  
b a n g u n a n  a t a u  
p e m a s a n g a n n y a  
dilaksanakan oleh 
S a t k e r  P e n g e m  
b a n g a n  L L A J  
Provinsi Sulawesi 
S e l a t a n  t a h u n  
anggaran 2012  dan 
2013 .  Has i l nya ,  
m a r k a  j a l a n ,  
delineator, pagar 
pengaman, warning 
light (tenaga surya), 
paku jalan, cermin 
tikungan, Rambu 
Pendahulu Penunjuk 
Jurusan (RPPJ), 
tiang portal sudah 
terpasang dengan 

baik, meski  dalam hal pemasangan 
fasilitas keselamatan masih ditemukan 
beberapa pemasangan yang kurang 
sempurna.

Ada juga beberapa fasilitas keselamatan 
jalan yang tidak dilengkapi dengan stiker 
peringatan tentang ketentuan pidana 
terkait pengrusakan fasilitas keselamatan 
LLAJ dan pemasangan logo perhubungan 
ser ta tahun anggaran kegiatan.  
‘ ’Permasa lahan  te rka i t  fas i l i t as  
perlengkapan jalan di jalan nasional, perlu 
dilakukan koordinasi antara Balai 
L L A J S D P  P a l u  d e n g a n  S a t k e r  
Pembangunan LLAJ supaya tidak 
m e n i m b u l k a n  t u m p a n g  t i n d i h  
kewenangan. Koordinasi diperlukan 
mengingat sering terlambatnya informasi 
data-data terkait ruas jalan,’’jelas Heru.

Rakorwil Balai LLAJSDP Palu
S e l a i n  m e l a k u k a n  m o n i t o r i n g ,  
pengawasan, dan evaluasi, Balai 
LLAJSDP Palu juga telah melakukan 
Rapat Koordinasi Wilayah Kerja Balai 
LLAJSDP Palu. Pada 10 Oktober 2012 

Salah satu dermaga sungai di Kabupaten Pangkep

Pelabuhan Maccinibaji diuji coba untuk melayani 
bongkar muat semen produksi PT Semen Tonasa

Untuk mendukung potensi wisata Kepulauan 
Togean, dibutuhkan dermaga yang lebih 
permanen demi keselamatan pengguna jasa 
angkutan penyeberangan.
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yang cukup untuk membangun sarana 
dan prasarana seperti marka jalan dan 
rambu lalu lintas di jalan nasional itu. 
‘’Persoalan-persoalan seperti itulah yang 
diharapkan bisa dijembatani oleh Balai 
LLAJSDP, dengan demikian proses 
pembangunan menjadi tidak terhambat,’’ 
ujar Hindro. Untuk mengetahui secara 
pasti mana yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat memang perlu diatur 
dalam suatu mekanisme tata hubungan 
kerja. Juga harus dibuat sistem kerja yang 
benar antara dinas dan Balai LLAJSDP. 
Inilah yang harus segera dibahas secara 
bersama-sama antara pemerintah daerah 
dengan pemerintah pusat yang diwakili 
oleh Balai LLAJSDP. Dengan belum 
terbentuknya mekanisme tata hubungan 
kerja antara dinas dengan Balai 
LLAJSDP, maka penyelesaian masalah 
di lakukan berdasarkan hubungan 
emosional non formal. ‘’Cara itu juga baik. 
Tapi akan lebih baik jika penyelesaian 
d i la lukan mela lu i  ka idah-ka idah 
kedinasan dan formalitas,’’ ujar Hindro.

Balai Jawaban Persoalan Daerah
Balai Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau 
dan  Penyeberangan  Pa lu  yang  
berkedudukan di Kota Palu, Sulawesi 
Tengah membawahi 10 provinsi, yaitu 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat dan 138 
kabupaten dan kota. Selain melakukan 
kunjungan kerja dalam rangka koordinasi 
ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada 
di 10 provinsi, Balai LLAJSDP Palu sesuai 
dengan fungsinya melakukan kegiatan 
monitoring dan pengawasan terhadap 
prasarana lalu lintas dan prasarana 
a n g k u t a n  s u n g a i  d a n a u  d a n  
penyeberangan.

Terbatasnya sumber daya 
manusia memang masih 
menjadi kendala, mengingat 
ruang lingkup dan cakupan 
wilayah kerja yang sangat 
luas. Solusinya, Balai 
LLAJSDP Palu saat ini 
masih melibatkan sumber 
daya manusia di wilayah 
setempat dalam hal ini 
memanfaatkan tenaga-
tenaga satuan kerja (satker) 
di daerah. Untuk itulah, 
B a l a i  L L A J S D P P a l u  
senant iasa melakukan 
k o o r d i n a s i  d e n g a n  
pemerintah daerah maupun 

d i n a s - d i n a s  d i  p r o v i n s i  d a n  
kabupaten/kota. Dengan demikian 
bilamana dibutuhkan dukungan dari 
daerah, Balai LLAJSDP Palu langsung 
bisa mendapat dukungan dari daerah. 
Contoh yang paling gampang adalah 
dalam hal monitoring.

Kepala Balai LLAJSDP Palu, Marwanto, 
Heru Santoso ST., MT., mengatakan 
dengan segala keterbatasan yang ada, 
Balai LLAJSDP Palu tetap bekerja 
sebagaimana tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) yang dibebankan pusat. 
‘’Dengan segala keterbatasan, baik SDM 
maupun pendanaan, apa yang bisa kita 
lakukan, itulah yang kita lakukan,’’ kata 
Heru. Jika saat ini yang baru bisa 
dilakukan adalah berupa monitoring, 
inventarisasi, dan pengawasan, maka 
kegiatan-kegiatan tersebutlah yang 
dilakukan. Sambil berjalan, Balai 
LLAJSDP Palu terus melakukan 
pertemuan dan koordinasi dengan dinas-
dinas di wilayah kerjanya. Tentunya 
sambil mensosialisasikan dan melakukan 
sinkronisasi program kerja antara Balai 
LLAJSDP Palu sebagai kepanjangan 
tangan pemerintah pusat dengan 
p e m e r i n t a h  d a e r a h  d a n  d i n a s  
perhubungan provinsi, kabupaten, dan 
kota.

Fungsi Balai LLAJSDP, menurut Heru 
diharapkan mampu menjawab kendala-
kendala pembangunan yang dibiayai oleh 
APBN, yang selama ini menjadi persoalan 
daerah akibat terbatasnya dukungan 
finansial. ‘’Balai harus menjadi solusi dari 
keterbatasan dan kendala di daerah. 
Apabila tidak, maka adanya Balai tidak 
akan memberikan arti yang signifikan bagi 
daerah,’’ papar Heru. Diakui oleh Heru, 
keberadaan Balai memang tidak langsung 
serta merta optimal kerjanya, akan tetapi 
tetap tumbuh harapan di kalangan 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Hindro Surahmat, ATD.

daerah, sehingga dituntut untuk tetap 
beker ja  secara  op t ima l  me la lu i  
peningkatan anggaran di masing-masing 
wilayah kerja.
Balai LLAJSDP sendiri dibentuk dengan 
tujuan untuk merealisasikan tugas-tugas 
pemerintah di daerah, meningkatkan 
keterjangkauan bimbingan teknis, tata 
k e l o l a  p e m e r i n t a h  y a n g  b a i k ,  
melaksanakan pengadaan, pemesanan, 
perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana perhubungan darat di wilayah 
k e r j a n y a  m a s i n g - m a s i n g  s e r t a  
memberikan bimbingan teknis dan 
p e n g a w a s a n  o p e r a s i o n a l  
penyelenggaran perhubungan darat di 
daerah.

Monitoring dan Inventarisasi 
Sejumlah kegiatan seperti monitoring, 
inventar isas i ,  pengawasan,  dan 
koordinasi sudah dilakukan oleh Balai 
LLAJSDP Palu. Misalnya melakukan 
koordinasi dengan pemerintah Kabupaten 
Pangkep terkait tugas inventarisasi dan 
monitoring penyelenggaraan angkutan 
sungai dan penyeberangan di Dermaga 
Sungai Limbangan dan Sungai Salemo di 
Kabupaten Pangkep, serta rencana 
penyelenggaraan pembangunan di 
bidang lalu lintas angkutan sungai, danau, 
penyeberangan di Danau Tondano 
Soroako Kabupaten Malili.

Da r i  pengamatan  d i  l apangan ,   
masyarakat Pulau Salemo sangat 
tergantung dengan layanan transportasi 
laut dan sungai dengan dukungan 
dermaga kayu yang kondisinya sangat 
mempr iha t inkan .  Kesehar iannya  
masyarakat setempat dilayani oleh sekitar 
4-6 kapal kayu dengan kapasitas 20 orang 
yang beroperasi setiap hari dari Pulau 
Salemo menuju Kabupaten Pangkep 
dengan menyelusuri laut dan sungai 

Pulau Salemo di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Dermaga Pulau Salemo
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Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kota Palu, Ajenkris, SE., 
MM. mengaku terminal dan pengujian 
kendaraan bermotor menjadi persoalan 
serius. Dimisalkan sebuah penyakit, 
persoalan di terminal dan pengujian 
sudah sangat kronis. Kronis bukan saja 
dalam peralatan, namun juga sumber 
daya manusianya.

Ajenkris mengaku masih banyak pihak 
yang bermain-main dalam pengujian. 
Datang hanya membawa buku untuk di 
stempel sebagai bukti pengesahan. 
Sedangkan mobil yang akan diuji 
disimpan di rumah atau dipakai entah 
kemana. Yang membuat mantan Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja Palu ini 
geram, justru tindakan itu dilakukan oleh 
onkum berbaju perhubungan. ‘’Itu 
membuat saya marah. Karena buruknya 
muka perhubungan dirusak oleh orang 
kita sendiri,’’ katanya dengan nada tinggi.

Ajenkris pun memanggil anak buahnya 
yang bekerja sebagai penguji. Dia 
mendapat informasi, sedikitnya anak 
buahnya membawa uang Rp.50.000,- 
setiap hari atas tindakannya yang tidak 
terpuji itu. Dia pun mengambil inisiatif 
memberikan tambahan uang insentif, 
makanan ekstra, susu dan roti supaya 
kesejahteraannya terjamin. ‘’Kalau perut 
kenyang, di saku ada uang untuk beli 
rokok, maka bekerja pun tenang,’’ kata 
Ajenkris menceritakan kiat-kiatnya.

Untuk meningkatkan keselamatan, 
Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 
Palu telah menyiapkan satu bangunan uji 

kendaraan bermotor yang dibangun 
bersamaan dengan pembangunan kantor 
Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 
Palu dengan investasi Rp.2 Milyar dan 
akan selesai pada tahun 2014. Adapun 
kantor yang sekarang di tempat i  
merupakan pinjaman dari Dishub Provinsi 
Sulteng.

Bangunan pengujian senilai Rp.1,5 Milyar 
menggunakan dana APBD, sedangkan 
untuk alat-alat pengujiannya merupakan 
bantuan dar i  Pemerintah Pusat.  
Diharapkan dengan adanya peralatan 
pengujian yang baru, maka tingkat 
akurasinya sangat tepat.
Saat ini dari 13 alat penguji yang dimiliki 
Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 
Palu hanya 7 yang berfungsi dengan baik. 
Sisanya berfungsi secara manual 
sehingga keakurasiannya diragukan. 
‘’Alat pengujian itu tidak bisa kita betulkan 
karena tidak ada sparepart-nya,” tambah 
Ajenkris.

Jumlah peralatan yang dimiliki oleh 

Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Palu, Ajenkris SE., MM

P a l u  m a s i h  

tergolong lumayan. 

Karena banyak 

d i n a s - d i n a s  

kabupaten  dan 

kota di wilayah 

k e r j a  B a l a i  

LLAJSDP Pa lu  

yang tidak memiliki 

s a m a  s e k a l i  

p e r a l a t a n  p e n g u j i  

kendaraan  bermoto r.  

‘ ’Pal ing hanya 30-40 

persen dari seluruh dishub 

yang ada di Sulawesi yang 

memiliki peralatan PKB,’’ 

tukasnya.

Kepala Balai LLAJSDP 

Palu, Marwanto Heru 

Santoso mengatakan, 

adalah menjadi tugas balai 

u n t u k  m e l a k u k a n  

inventarisasi mengenai 

keberadaan balai penguji beserta 

peralatannya. Bilamana diperlukan suatu 

anggaran dari pemerintah pusat, maka 

pihak balai akan meneruskan ke 

pemerintah pusat apa yang menjadi 

kebutuhan dishub.

Karenanya Heru berharap, keberadaan 

mobil penguji kendaraan bermotor yang 

akan segera datang dalam waktu dekat 

dapat dimaksimalkan penggunaannya 

dan dapat di gunakan oleh dinas-dinas 

perhubungan yang membutuhkan secara 

bergantian. ‘’Bagaimana mau bicara 

keselamatan kalau kendaraan yang 

digunakan tidak pernah diuji kelaikannya,’’ 

tukas Heru.

Mobil tersebut nantinya akan dilengkapi 

dengan timbangan truck portable (1 set = 

2 plate), alat uji emisi gas buang bensin 

dan solar, alat uji rem portable, kepekatan 

kaca,  alat uji lampu, alat uji suspensi, alat 

uji minyak rem, alat uji kebisingan, toolkits, 

genset dan kompresor. (TIM)

lalu telah dilakukan Rakor Wilayah Kerja 
Balai LLAJSDP Palu di Makassar, 
Sulawesi Selatan. Dalam Rakorwil 
sejumlah Kepala Dinas Perhubungan 
mengharapkan, pembentukan Balai 
LLAJSDP mampu menjawab kendala-
kendala pembangunan oleh APBN 
selama ini, yaitu dukungan finansial yang 
terbatas, temuan dari auditor terhadap 
pelaksanaan APBN di daerah, dan 
permasalahan terbesar yaitu belum 
memiliki database yang baik.

Perkembangan Balai LLAJSDP mutlak 
perlu ditunjang dengan adanya database 
yang baik dan kuat melalui inventarisasi 
peta kerawanan dan peningkatan 
dukungan finansial bagi pembangunan 
yang dibiayai APBN. Banyak masukan 
dari Dinas Perhubungan Provinsi, 
Kabupaten dan Kota.  Salah satunya 
adalah hubungan antara balai dan dinas 
perhubungan harus terjalin dengan baik 
sehingga terjadi sinkronisasi dan 
harmonisasi. Perlu dijalin kemitraan di 
semua lini dan ruang untuk memudahkan 
dalam bekerjasama. ‘’Memang tidak 
semua pemerintah daerah komitmen 
terhadap layanan perhubungan sehingga 
ini menjadi tantangan bagi tugas Balai 

LLAJSDP ke depan. Apalagi Balai 
LLAJSDP diharapkan lebih bisa 
mendorong keberpihakan masyarakat 
umum akan jasa transportasi darat,’’ ujar 
Heru.

Mengemuka dalam Rakorwil tersebut 
adalah desakan pembentukan balai-balai 
baru di beberapa provinsi, karena dengan 
adanya balai yang sekarang dinilai terlalu 
luas wilayah kerjanya. Seperti di Maluku 
akan terlalu jauh untuk berkomunikasi 
dengan balai yang berada di Palu, 
sehingga mereka mengusulkan apabila 
ada pembentukan balai baru, maka 
Maluku diminta untuk menjadi kantor dari 
Balai LLAJSDP.

Dalam Rapat Teknis dan Konsolidasi Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen 
Perhubungan Darat di Manado Sulawesi 
Utara pada 22-24 Mei 2013 lalu, antara 
lain dibahas mengenai fungsi koordinatif 
yang bersifat vertikal dan horizontal untuk 
kelancaran tugas dan fungsi, serta 
melakukan fungsi monitoring dan evaluasi 
pelaksanan kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Satker Pengembangan LLAJ dan 
ASDP. Ke depan, Balai LLAJSDP dapat 
memberikan pendampingan pengusulan 
program maupun kegiatan yang dibiayai 
A P B N  r e g u l e r  d a n  m e m b a n t u  
memonitoring daya serap fisik maupun 
keuangan sehingga tidak menjadi temuan 
bilamana dilakukan audit keuangan. (TIM)

Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai 
Danau Penyeberangan Palu pada 
September 2013 ini akan mempunyai satu 
unit mobil penguji kendaraan bermotor. 
Diharapkan kehadiran mobil penguji ini 
dapat menekan angka kecelakaan di 
wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu.

Angka kecelakaan yang disebabkan oleh 
kendaraan bermotor roda dua maupun 
roda empat di Provinsi Sulawesi Tengah 
s u d a h  p a d a  t i n g k a t  y a n g  
mengkhawatirkan. Apalagi dari waktu ke 
waktu angkanya terus bertambah. Kondisi 

Balai LLAJSDP Palu Siap Operasikan Mobil PKB
ini diperparah dengan 
rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam 
berlalu lintas

I n i  m e n j a d i  
keprihatinan Kepala 
Dinas Perhubungan 
Provinsi  Sulawesi  
Te n g a h ,  H i n d r o  
Surahmat tentang 
angka kecelakaan di 
Provinsi  Sulawesi  
Tengah. Berbagai cara 

di lakukan untuk menekan angka 
kecelakaan dengan cara imbauan 
maupun sosialisasi berlalu lintas yang 
baik dan benar. Namun hasilnya belum 
memuaskan.
Rata-rata setiap bulannya nyawa 40-50 
nyawa meregang s ia-s ia  ak ibat  
ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu 
lintas. Sebagian besar disebabkan oleh 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
berlalu lintas. Mengendarai kendaraan 
s e c a r a  u g a l - u g a l a n  d a n  t i d a k  
m e n g i n d a h k a n  k a i d a h - k a i d a h  
keselamatan.

Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang 
dengan maksud untuk membuat tertib 
dalam berlalu lintas justru dianggap 
menjadi gangguan maupun hambatan. 
‘’Rambu lalu lintas dianggap mengganggu 
aktifitas masyarakat. Banyak rambu yang 
dirusak bahkan hilang dari tempatnya,’’ 
keluh Hindro.

Sebagian besar korban jiwa dalam 
kecelakaan lalu lintas memang masih di 
dominasi oleh sepeda motor. Namun 
kecelakaan yang disebabkan oleh 
angkutan umum juga tidak sedikit. 
Berbagai cara dilakukan untuk menekan 
angka kecelakaan yang disebabkan oleh 
angkutan umum dan mobil pribadi antara 
lain dengan mewajiban melakukan 
pengujian kendaraan bermotor (PKB) 
secara berkala dan berkelanjutan.

“’Pengujian kendaraan bermotor menjadi 
pr ior i tas.  Diharapkan datangnya 
kendaraan operasional pengujian yang 
mobile bisa dibawa ke daerah-daerah lain 
di wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu bisa 
memberikan dampak posit i f  bagi 
keselamatan di Sulawesi,’’ kata Hindro.
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Contoh Mobil Penguji Kendaraan Bermotor
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Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi 
dan Informatika Kota Palu, Ajenkris, SE., 
MM. mengaku terminal dan pengujian 
kendaraan bermotor menjadi persoalan 
serius. Dimisalkan sebuah penyakit, 
persoalan di terminal dan pengujian 
sudah sangat kronis. Kronis bukan saja 
dalam peralatan, namun juga sumber 
daya manusianya.

Ajenkris mengaku masih banyak pihak 
yang bermain-main dalam pengujian. 
Datang hanya membawa buku untuk di 
stempel sebagai bukti pengesahan. 
Sedangkan mobil yang akan diuji 
disimpan di rumah atau dipakai entah 
kemana. Yang membuat mantan Kepala 
Satuan Polisi Pamong Praja Palu ini 
geram, justru tindakan itu dilakukan oleh 
onkum berbaju perhubungan. ‘’Itu 
membuat saya marah. Karena buruknya 
muka perhubungan dirusak oleh orang 
kita sendiri,’’ katanya dengan nada tinggi.

Ajenkris pun memanggil anak buahnya 
yang bekerja sebagai penguji. Dia 
mendapat informasi, sedikitnya anak 
buahnya membawa uang Rp.50.000,- 
setiap hari atas tindakannya yang tidak 
terpuji itu. Dia pun mengambil inisiatif 
memberikan tambahan uang insentif, 
makanan ekstra, susu dan roti supaya 
kesejahteraannya terjamin. ‘’Kalau perut 
kenyang, di saku ada uang untuk beli 
rokok, maka bekerja pun tenang,’’ kata 
Ajenkris menceritakan kiat-kiatnya.

Untuk meningkatkan keselamatan, 
Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 
Palu telah menyiapkan satu bangunan uji 

kendaraan bermotor yang dibangun 
bersamaan dengan pembangunan kantor 
Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 
Palu dengan investasi Rp.2 Milyar dan 
akan selesai pada tahun 2014. Adapun 
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Dishub Komunikasi dan Informatika Kota 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Palu, Ajenkris SE., MM

P a l u  m a s i h  

tergolong lumayan. 

Karena banyak 

d i n a s - d i n a s  

kabupaten  dan 

kota di wilayah 

k e r j a  B a l a i  

LLAJSDP Pa lu  
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p e r a l a t a n  p e n g u j i  

kendaraan  bermoto r.  
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lalu telah dilakukan Rakor Wilayah Kerja 
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Dalam Rapat Teknis dan Konsolidasi Unit 
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ASDP. Ke depan, Balai LLAJSDP dapat 
memberikan pendampingan pengusulan 
program maupun kegiatan yang dibiayai 
A P B N  r e g u l e r  d a n  m e m b a n t u  
memonitoring daya serap fisik maupun 
keuangan sehingga tidak menjadi temuan 
bilamana dilakukan audit keuangan. (TIM)

Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai 
Danau Penyeberangan Palu pada 
September 2013 ini akan mempunyai satu 
unit mobil penguji kendaraan bermotor. 
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waktu angkanya terus bertambah. Kondisi 

Balai LLAJSDP Palu Siap Operasikan Mobil PKB
ini diperparah dengan 
rendahnya kesadaran 
masyarakat dalam 
berlalu lintas

I n i  m e n j a d i  
keprihatinan Kepala 
Dinas Perhubungan 
Provinsi  Sulawesi  
Te n g a h ,  H i n d r o  
Surahmat tentang 
angka kecelakaan di 
Provinsi  Sulawesi  
Tengah. Berbagai cara 

di lakukan untuk menekan angka 
kecelakaan dengan cara imbauan 
maupun sosialisasi berlalu lintas yang 
baik dan benar. Namun hasilnya belum 
memuaskan.
Rata-rata setiap bulannya nyawa 40-50 
nyawa meregang s ia-s ia  ak ibat  
ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu 
lintas. Sebagian besar disebabkan oleh 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
berlalu lintas. Mengendarai kendaraan 
s e c a r a  u g a l - u g a l a n  d a n  t i d a k  
m e n g i n d a h k a n  k a i d a h - k a i d a h  
keselamatan.

Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang 
dengan maksud untuk membuat tertib 
dalam berlalu lintas justru dianggap 
menjadi gangguan maupun hambatan. 
‘’Rambu lalu lintas dianggap mengganggu 
aktifitas masyarakat. Banyak rambu yang 
dirusak bahkan hilang dari tempatnya,’’ 
keluh Hindro.

Sebagian besar korban jiwa dalam 
kecelakaan lalu lintas memang masih di 
dominasi oleh sepeda motor. Namun 
kecelakaan yang disebabkan oleh 
angkutan umum juga tidak sedikit. 
Berbagai cara dilakukan untuk menekan 
angka kecelakaan yang disebabkan oleh 
angkutan umum dan mobil pribadi antara 
lain dengan mewajiban melakukan 
pengujian kendaraan bermotor (PKB) 
secara berkala dan berkelanjutan.

“’Pengujian kendaraan bermotor menjadi 
pr ior i tas.  Diharapkan datangnya 
kendaraan operasional pengujian yang 
mobile bisa dibawa ke daerah-daerah lain 
di wilayah kerja Balai LLAJSDP Palu bisa 
memberikan dampak posit i f  bagi 
keselamatan di Sulawesi,’’ kata Hindro.
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ketersediaan prasarana gedung 

p e n g u j i a n ,  k e l e n g k a p a n  

peralatan uji, maupun jumlah 

p e n g u j i  y a n g  m e m i l i k i  

kompetensi .  Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

38  t ahun  2007  t en tang  

P e m b a g i a n  U r u s a n  

P e m e r i n t a h a n  a n t a r a  

Pemerintah, Pemerintahan 

D a e r a h  P r o v i n s i  d a n  

P e m e r i n t a h a n  D a e r a h  

Kabupaten/Kota, ditentukan 

bahwa Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor adalah 

salah satu urusan yang wajib 

dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Data yang 

dihimpun Balai LLAJSDP 

Palangka Raya berdasarkan 

hasil kegiatan monitoring dan 

pengawasan sepanjang tahun 

a n g g a r a n  2 0 1 2  2 0 1 3  

menunjukkan bahwa dari 55 

Kabupaten/Kota di Kalimantan, 

yang memiliki fasilitas gedung 

pengujian adalah sebanyak 44 

Kabupaten/Kota (80%). Adapun 

dar i  55  Kabupa ten /Ko ta  

tersebut yang di lengkapi 

peralatan uji yang memadai 

h a n y a  s e b a n y a k  1 2  

Kabupaten/Kota (21,82%), 

sementara 6 Kabupaten/Kota 

(10,91%) peralatan ujinya 

kurang memadai/lengkap, dan 

37 Kabupaten/Kota (67,27%) 

p e r a l a t a n  u j i n y a  t i d a k  

m e m a d a i / l e n g k a p .  D a t a  

l e n g k a p  k e t e r s e d i a a n  

prasarana gedung pengujian, 

kelengkapan peralatan uji, 

maupun jumlah penguji pada 

unit-unit pelaksana pengujian 

berkala kendaraan bermotor di 

Kalimantan dapat dilihat pada 

tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala dan Penguji Kendaraan Bermotor di Kalimantan

infoLLAJ
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Mengatasi “Gap”
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Studi Kasus di Kalimantan (Bagian pertama)

Oleh : Dadan M. Ramdan, M.Si – Kepala Balai LLAJSDP Palangka Raya

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan salah 

satu sub-sistem dalam penyelenggaraan transportasi 

darat yang harus dilaksanakan guna memastikan 

terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan 

bermotor di jalan, karena setiap kendaraan bermotor mempunyai 

potensi mencelakakan orang di jalan dan mencemari lingkungan.

Latar belakang
World Health Organization (WHO) merilis bahwa dalam dua tahun 

terakhir kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai telah menjadi 

pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner 

dan Tuberculosis (TBC). Data Kepolisian RI menunjukkan bahwa 

pada tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan (tahun 2011 

terjadi 109.776 kasus) dengan korban meninggal dunia sebanyak 

27.441 orang (tahun 2011 sebanyak 31.185 orang), dengan 

potensi kerugian sosial ekonomi mencapai sekitar Rp.203 Trilyun 

– Rp.217 Trilyun per tahun (2,9% - 3,1% dari Pendapatan 

Domestik Bruto/PDB Indonesia).

Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat 

empat faktor penyebab kecelakaan, yakni sarana transportasi, 

prasarana transportasi, manusia, dan alam. Hal tersebut sejalan 

dengan 5 Pilar dalam melakukan peningkatan Keselamatan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Manajemen Keselamatan LLAJ 

(Safer Management), Jalan yang Berkeselamatan (Safer Road), 

Kendaraan yang Berkeselamatan (Safer Vehicles), Perilaku 

Pengguna Jalan Berkeselamatan (Safer People), dan Perawatan 

Pasca Kecelakaan (Post Crash).

Salah satu kunci sukses pencapaian target dan program aksi 

untuk Pilar Ketiga (Kendaraan yang Berkeselamatan/Safer 

Vehicles) adalah melalui penyelenggaraan pengujian kendaraan 

bermotor, dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2012 tentang Kendaraan, bahwa pengujian kendaraan 

bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian 

kendaraan bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan 

pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, sistem 

informasi manajemen penyelenggaraan pengujian, serta tenaga 

penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan 

bermotor.

Potret Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor di 

Kalimantan secara umum masih harus ditingkatkan, baik dari sisi 
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Keterangan jenis Alat Uji :
1) Alat uji suspensi roda;
2) Alat uji rem;
3) Alat uji lampu utama;
4) Alat uji speedometer;
5) Diesel smoke tester;
6) Axle load beam;
7) Side slip tester;
8) Sound level meter;
9) Alat pengukur dimensi;
10) Alat pengukur tekanan udara;
11) Alat uji kaca;
12) Compressor;
13) Generator set;
14) CO/HC.
Sumber : Balai LLAJSDP Palangka Raya, Juli 
2013.

Dari data di atas terlihat bahwa hanya 12 
Kabupaten/Kota (21,82%) yang unit 
pelaksana pengujian berkala kendaraan 
bermotornya dilengkapi peralatan uji 
yang memadai atau > 70% alat uji dari 14 
jenis alat uji, yaitu Kota Pontianak, 
Kabupaten Landak (Ngabang) ,  
Kabupaten Kotawar ing in  Timur  
(Sampit), Kabupaten Lamandau (Nanga 
Bulik), Kabupaten Barito Timur (Tamiang 
Layang), Kabupaten Tanah Laut 
(Pelaihari), Kabupaten Tabalong 
(Tanjung), Kota Samarinda, Kota 
Balikpapan, Kabupaten Berau (Tanjung 
Redep), Kabupaten Kutai Kertanegara 
(Tenggarong), dan Kabupaten Nunukan. 
Sementara 43 Kabupaten/Kota lainnya 
kurang/tidak memadai kelengkapan 
peralatan uji berkalanya, termasuk Kota 
Banjarmasin dan Kota Palangka Raya 
sebagai ibukota provinsi. Di Kabupaten 
Katingan (Kasongan) terdapat 5 jenis 
alat uji (alat uji rem, alat uji lampu utama, 
diesel smoke tester, compressor, 
generator set) tetapi rusak sudah lebih 
dari 2 tahun. Di Kabupaten Balangan 
(Paringin) terdapat 5 jenis alat uji (alat uji 
rem, diesel smoke tester, side slip tester, 
compressor, generator set), namun 
Dinas Perhubungan Kabupaten 
Balangan tidak mengoperasikan karena 
peralatan uji yang diadakan melalui 
Satker pada Direktorat LLAJ Ditjen 
Perhubungan Darat tersebut belum 
d iserah te r imakan,  ba ik  secara  
operasional apalagi aset.

Beberapa permasalahan dan kendala 
yang terjadi dalam penyelenggaraan 
pengujian berkala kendaraan bermotor 
pada unit-unit pelaksana pengujian 
berkala kendaraan bermotor di setiap 
Kabupaten/Kota di Kalimantan serta 
masukan dan usulan yang disampaikan 
m e l a l u i  R a p a t  E v a l u a s i  
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan 
Bermotor (PKB) se-Kalimantan Tengah 
tanggal 14 Desember 2012 di Palangka 
Raya, se-Kalimantan Timur tanggal 24 
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Dari data di atas terlihat bahwa 

di Kabupaten Barito Kuala 

(Marabahan) tidak terdata 

satupun kendaraan wajib uji 

meskipun terdapat 3 orang 

penguji kendaraan bermotor, 

demikian pula di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara (Amuntai) 

tidak tersedia data kendaraan 

wajib uji meskipun terdapat 5 

orang penguji kendaraan 

bermotor.  Sementara di  

Kabupaten Kayong Utara tidak 

a d a  s a t u p u n  p e n g u j i ,  

meskipun terdapat kendaraan 

wajib uji. Adapun di Kabupaten 

Tana Tidung (Tideng Pale) 

belum dibentuk unit pelaksana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor, sehingga tidak ada 

tenaga penguji kendaraan 

bermotor dan tidak ada data 

k e n d a r a a n  w a j i b  u j i  

(Kabupaten Tana Tidung 

dibentuk dengan Undang-

Undang Nomor 34 tahun 2007 

t e n t a n g  P e m b e n t u k a n  

Kabupaten Tana Tidung Di 

Provinsi Kalimantan Timur).

Sumber : Balai LLAJSDP Palangka Raya, Juli 2013.
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jenis alat uji, yaitu Kota Pontianak, 
Kabupaten Landak (Ngabang) ,  
Kabupaten Kotawar ing in  Timur  
(Sampit), Kabupaten Lamandau (Nanga 
Bulik), Kabupaten Barito Timur (Tamiang 
Layang), Kabupaten Tanah Laut 
(Pelaihari), Kabupaten Tabalong 
(Tanjung), Kota Samarinda, Kota 
Balikpapan, Kabupaten Berau (Tanjung 
Redep), Kabupaten Kutai Kertanegara 
(Tenggarong), dan Kabupaten Nunukan. 
Sementara 43 Kabupaten/Kota lainnya 
kurang/tidak memadai kelengkapan 
peralatan uji berkalanya, termasuk Kota 
Banjarmasin dan Kota Palangka Raya 
sebagai ibukota provinsi. Di Kabupaten 
Katingan (Kasongan) terdapat 5 jenis 
alat uji (alat uji rem, alat uji lampu utama, 
diesel smoke tester, compressor, 
generator set) tetapi rusak sudah lebih 
dari 2 tahun. Di Kabupaten Balangan 
(Paringin) terdapat 5 jenis alat uji (alat uji 
rem, diesel smoke tester, side slip tester, 
compressor, generator set), namun 
Dinas Perhubungan Kabupaten 
Balangan tidak mengoperasikan karena 
peralatan uji yang diadakan melalui 
Satker pada Direktorat LLAJ Ditjen 
Perhubungan Darat tersebut belum 
d iserah te r imakan,  ba ik  secara  
operasional apalagi aset.

Beberapa permasalahan dan kendala 
yang terjadi dalam penyelenggaraan 
pengujian berkala kendaraan bermotor 
pada unit-unit pelaksana pengujian 
berkala kendaraan bermotor di setiap 
Kabupaten/Kota di Kalimantan serta 
masukan dan usulan yang disampaikan 
m e l a l u i  R a p a t  E v a l u a s i  
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan 
Bermotor (PKB) se-Kalimantan Tengah 
tanggal 14 Desember 2012 di Palangka 
Raya, se-Kalimantan Timur tanggal 24 
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Dari data di atas terlihat bahwa 

di Kabupaten Barito Kuala 

(Marabahan) tidak terdata 

satupun kendaraan wajib uji 

meskipun terdapat 3 orang 

penguji kendaraan bermotor, 

demikian pula di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara (Amuntai) 

tidak tersedia data kendaraan 

wajib uji meskipun terdapat 5 

orang penguji kendaraan 

bermotor.  Sementara di  

Kabupaten Kayong Utara tidak 

a d a  s a t u p u n  p e n g u j i ,  

meskipun terdapat kendaraan 

wajib uji. Adapun di Kabupaten 

Tana Tidung (Tideng Pale) 

belum dibentuk unit pelaksana 

pengujian berkala kendaraan 

bermotor, sehingga tidak ada 

tenaga penguji kendaraan 

bermotor dan tidak ada data 

k e n d a r a a n  w a j i b  u j i  

(Kabupaten Tana Tidung 

dibentuk dengan Undang-

Undang Nomor 34 tahun 2007 

t e n t a n g  P e m b e n t u k a n  

Kabupaten Tana Tidung Di 

Provinsi Kalimantan Timur).

Sumber : Balai LLAJSDP Palangka Raya, Juli 2013.



 infoHUBDAT  |  33

mengirim peserta lebih banyak untuk 
kaderisasi;
b) Data terkait PKB seluruh Indonesia 
agar dimasukkan website Kementerian 
Perhubungan/Ditjen Hubdat, termasuk 
alamat lokasi dan nomor telpon yang 
dapat dihubungi.

7) Penghargaan dan sanksi :
a) Sanksi bagi Penguji yang terbukti 
melanggar agar ditegakkan secara 
konsisten;
b) Penghargaan (reward) agar diberikan 
terhadap Unit Pelaksana PKB yang 
memiliki kinerja yang baik sesuai 
ketentuan.

8) Peran Pemerintah Pusat :
Pemerintah Pusat masih sangat 
diharapkan peran dan bantuannya dalam 
penyelenggaraan pengujian berkala 
kendaraan bermotor, yaitu :

a )  Pemenuhan  
ketersediaan alat 
uji secara lengkap, 
termasuk melalui 
mekanisme DAK;
b )  Pemenuhan  
j u m l a h  t e n a g a  
Penguji Kendaraan 
B e r m o t o r  d a n  
kompetensinya;
c) Jaminan purna 
jual alat uji yang 
dipasang di unit-
un i t  pe laksana 
pengujian berkala 
k e n d a r a a n  

bermotor di daerah;
d) Pembangunan sistem informasi dan 
aplikasi yang digunakan untuk pengujian 
berkala kendaraan bermotor.

9) Peran Balai LLAJSDP :
a) Balai LLAJSDP Palangka Raya 
diharapkan dapat memberikan bimbingan 
teknis terkait penyusunan proposal untuk 
pengadaan alat uji kendaraan bermotor 
melalui APBD masing-masing kepada 
Bupati/Walikota;
b) Balai LLAJSDP diharapkan dapat 
berperan sebagai jembatan untuk 
m e n d e k a t k a n  k o o r d i n a s i  d a n  
pelaksanaan pembinaan/bimbingan 
teknis oleh pemerintah pusat kepada 
daerah.

10) Tunjangan jabatan fungsional PKB :
a) Tunjangan untuk jabatan fungsional 
PKB perlu ditingkatkan, karena Penguji 
dengan Golongan III cenderung mencari 

jabatan struktural (karena tunjangannya 
lebih besar), sehingga jumlah Penguji 
akan terus berkurang, sementara upaya 
kaderisasi tidak berjalan dengan baik;
b) Besaran tunjangan jabatan fungsional 
PKB saat ini kurang mendorong para 
Penguji untuk masuk ke jabatan 
fungsional PKB.

11) IPKBI :
a) Keberadaan dan peran IPKBI sebagai 
wadah organisasi para penguji agar 
d iop t ima l kan ,  khususnya  un tuk  
m e m b a n t u  P e m e r i n t a h  d a l a m  
meningkatkan kualitas dan kinerja PKB;
b) Peran IPKBI melemah karena para 
penguji senior setelah masuk ke jabatan 
struktural umumnya sudah tidak fokus lagi 
kepada organisasi para penguji.

12) Pengalaman kerjasama antar 
Kabupaten/Kota :
a) Penggabungan pelaksanaan pengujian 
berkala kendaraan bermotor unit 
pelaksana yang tidak/belum mempunyai 
alat uji dengan unit pelaksana yang 
memiliki alat uji sesuai ketentuan sangat 
dimungkinkan, sepanjang ada koordinasi 
yang baik antara Kabupaten/Kota yang 
memiliki alat uji dengan Kabupaten/Kota 
yang tidak memiliki alat uji, khususnya 
terkait dengan bagi hasil retribusinya;
b) Kabupaten Tabalong yang memiliki alat 
u j i  pe rnah  beke r j asama da lam 
pelaksanaan uj i  berkala dengan 
Kabupaten Balangan yang tidak memiliki 
alat uji, dimana hasil retribusinya 
b e r d a s a r k a n  M e m o r a n d u m  o f  
Understanding (MoU) yang disepakati 
tetap disetorkan kepada Kabupaten 
Balangan.

13)  Akredi tasi  uni t  pelaksana 
Penguj ian  Berka la  Kendaraan 
Bermotor :
a )  S e b e l u m  P e m e r i n t a h  P u s a t  
memberikan akreditasi kepada bengkel 
swasta, agar diprioritaskan terlebih 
dahulu kepada Unit Pelaksana Uji Berkala 
di daerah supaya memenuhi persyaratan 
dan kriteria yang ditentukan;
b) Pemerintah Pusat diharapkan segera 
melakukan sosialisasi ke daerah 
mengenai upaya-upaya yang harus 
dilakukan daerah guna mempersiapkan 
pelaksanaan akreditasi unit pelaksana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 
dan untuk percepatan hal tersebut Pusat 
dapat mengoptimalkan peran Balai 
LLAJSDP. 

Bersambung…
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April 2013 di Balikpapan, se-Kalimantan 
Selatan tanggal 21 Mei 2013 di 
Banjarmasin, dan se-Kalimantan Barat 
tanggal 25 Juni 2013 di Pontianak, yaitu :

1) Pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor :
a) Para Penguji sangat menyadari bahwa 
pengujian berkala kendaraan bermotor 
yang dilaksanakan tanpa alat uji yang 
lengkap dan akurat sangat lemah secara 
hukum. Oleh karena itu, Pemerintah 
Pusat diharapkan dapat mendorong 
Kepala Daerah dan DPRD masing-
m a s i n g  K a b u p a t e n / K o t a  u n t u k  
mengadakan alat uji yang lengkap dan 
jumlah penguji yang kompeten dan cukup 
untuk menyelenggarakan PKB;
b) SOP (Standard Operating Procedure) 
penyelenggaraan PKB agar segera 
ditetapkan dan disosialisasikan supaya 
pelaksanaan PKB di seluruh Indonesia 
seragam, khususnya terkait ketersediaan 
alat uji yang lengkap dan tenaga penguji 
yang memiliki kompetensi;
c) Mekanisme penanggung jawab hasil uji 
jika di suatu Unit Pelaksana PKB tidak ada 
Penguji Penyelia dan Penguji Pelaksana 
Lanjutan perlu diatur/ditegaskan kembali 
dan disosialisasikan oleh Pemerintah 
Pusat ke daerah-daerah;
d) Uji pertama kali bagi kendaraan wajib 
uji baru yang berasal dari luar wilayah 
Kalimantan tetapi dioperasikan di 
Kalimantan sulit dilaksanakan, karena 
sesuai ketentuan kendaraan wajib uji 
tersebut seharusnya diuji pertama kali di 
tempat dimana kendaraan tersebut 
terdaftar;
e) Mekanisme uji tipe ulang terhadap 
kendaraan bermotor yang dimodifikasi di 
daerah tidak berjalan, seperti rubah 
bentuk dari pick-up menjadi boks, tangki 
menjadi dump truck, atau penggantian 
chassis yang keropos. Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) untuk 

perubahan tersebut 
d i  daerah te tap 
diterbitkan tanpa 
p e n g e s a h a n  
rancang bangun;
f) Masih terdapat 
penandatanganan 
hasil uji pada Buku 
Uji  di laksanakan 
o l e h  p e j a b a t  
s t r u k t u r a l  y a n g  
membidangi PKB 
berdasarkan penugasan Kepala Dinas.

2) Klasifikasi unit pelaksana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor :

a) Untuk efisiensi dan peningkatan 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
perlu di lakukan pengklasif ikasian 
terhadap unit pelaksana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor, karena 
kondisi dan jumlah kendaraan bermotor di 
Pulau Kalimantan tidak seperti di Pulau 
Jawa;
b) Pengklasifikasian unit pelaksana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 
agar mencakup juga luas lahan sesuai 
jumlah kendaraan wajib uji di setiap 
wilayah.

3) Penertiban dan penegakan hukum :
a) Permasalahan di lapangan yang 
sampai saat ini belum ada solusinya, yaitu 
pelanggaran dimensi (panjang, lebar), 
numpang uji, dan uji berkala pertama kali 
untuk mobil barang yang dibeli dari Pulau 
Jawa (tidak dibalik nama);
b) Penindakan terhadap kendaraan wajib 
uji yang dimensinya melebihi ketentuan 
memerlukan partisipasi dan keterlibatan 
instansi lainnya (POLRI);
c) Persepsi petugas POLRI di lapangan 
terhadap muatan lebih (overload) jika 
terjadi kecelakaan karena rem blong, lebih 
melihat dari JBB (jumlah berat yang 
diperbolehkan), bukan dari JBI (jumlah 
berat yang diizinkan).
4) Bantuan pengadaan alat pengujian 
berkala kendaraan bermotor :
a) Bantuan pengadaan alat PKB melalui 
mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk tahun 2014 diharapkan berlanjut 
dan menjadi prioritas;
b) Pengadaan PKB mobile sangat 
memban tu  dae rah  yang  be lum 
mempunyai alat uji dan wilayah kerjanya 
terpencar;

c) Unit PKB mobile sangat diperlukan 
untuk melakukan pengujian terhadap 
kendaraan wajib uji yang dioperasikan di 
daerah pertambangan batubara dan 
perkebunan kelapa sawit.

5) Peningkatan kompetensi Penguji 
Kendaraan Bermotor :
a) Penguji yang telah mengikuti Diklat 
Lanjutan tidak dapat diproses pemberian 
kompetensinya karena belum diangkat 
kedalam jabatan fungsional PKB 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
D i r j en  Pe rhubungan  Dara t  No .  
SK.1076/KP.108/ DRJD/2005, sehingga 
perlu diperhatikan bagaimana mekanisme 
bagi Penguji yang akan meningkatkan 
kompetensi tetapi tidak masuk jabatan 
fungsional PKB karena jumlah kendaraan 
wajib ujinya sedikit;
b) Para Penguji  perlu diberikan 
pembekalan tentang kemajuan dan 
teknologi kendaraan bermotor terkini, dan 
untuk kebutuhan tersebut mohon 
Pemerintah Pusat dapat menfasilitasi 
kunjungan ke Agen-agen Pemegang 
Merek (APM) yang ada di Indonesia;
c) In-House Training (IHT) di bidang PKB 
untuk meningkatkan wawasan para 
Penguji di Pulau Kalimantan agar 
ditingkatkan frekwensinya dan dapat 
diselenggarakan di Pulau Kalimantan.

6) Data dan informasi :
a) Informasi penyelenggaraan Diklat 
Teknis terkait penyelenggaraan PKB agar 
lebih diperluas, sehingga daerah dapat 
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mengirim peserta lebih banyak untuk 
kaderisasi;
b) Data terkait PKB seluruh Indonesia 
agar dimasukkan website Kementerian 
Perhubungan/Ditjen Hubdat, termasuk 
alamat lokasi dan nomor telpon yang 
dapat dihubungi.

7) Penghargaan dan sanksi :
a) Sanksi bagi Penguji yang terbukti 
melanggar agar ditegakkan secara 
konsisten;
b) Penghargaan (reward) agar diberikan 
terhadap Unit Pelaksana PKB yang 
memiliki kinerja yang baik sesuai 
ketentuan.

8) Peran Pemerintah Pusat :
Pemerintah Pusat masih sangat 
diharapkan peran dan bantuannya dalam 
penyelenggaraan pengujian berkala 
kendaraan bermotor, yaitu :

a )  Pemenuhan  
ketersediaan alat 
uji secara lengkap, 
termasuk melalui 
mekanisme DAK;
b )  Pemenuhan  
j u m l a h  t e n a g a  
Penguji Kendaraan 
B e r m o t o r  d a n  
kompetensinya;
c) Jaminan purna 
jual alat uji yang 
dipasang di unit-
un i t  pe laksana 
pengujian berkala 
k e n d a r a a n  

bermotor di daerah;
d) Pembangunan sistem informasi dan 
aplikasi yang digunakan untuk pengujian 
berkala kendaraan bermotor.

9) Peran Balai LLAJSDP :
a) Balai LLAJSDP Palangka Raya 
diharapkan dapat memberikan bimbingan 
teknis terkait penyusunan proposal untuk 
pengadaan alat uji kendaraan bermotor 
melalui APBD masing-masing kepada 
Bupati/Walikota;
b) Balai LLAJSDP diharapkan dapat 
berperan sebagai jembatan untuk 
m e n d e k a t k a n  k o o r d i n a s i  d a n  
pelaksanaan pembinaan/bimbingan 
teknis oleh pemerintah pusat kepada 
daerah.

10) Tunjangan jabatan fungsional PKB :
a) Tunjangan untuk jabatan fungsional 
PKB perlu ditingkatkan, karena Penguji 
dengan Golongan III cenderung mencari 

jabatan struktural (karena tunjangannya 
lebih besar), sehingga jumlah Penguji 
akan terus berkurang, sementara upaya 
kaderisasi tidak berjalan dengan baik;
b) Besaran tunjangan jabatan fungsional 
PKB saat ini kurang mendorong para 
Penguji untuk masuk ke jabatan 
fungsional PKB.

11) IPKBI :
a) Keberadaan dan peran IPKBI sebagai 
wadah organisasi para penguji agar 
d iop t ima l kan ,  khususnya  un tuk  
m e m b a n t u  P e m e r i n t a h  d a l a m  
meningkatkan kualitas dan kinerja PKB;
b) Peran IPKBI melemah karena para 
penguji senior setelah masuk ke jabatan 
struktural umumnya sudah tidak fokus lagi 
kepada organisasi para penguji.

12) Pengalaman kerjasama antar 
Kabupaten/Kota :
a) Penggabungan pelaksanaan pengujian 
berkala kendaraan bermotor unit 
pelaksana yang tidak/belum mempunyai 
alat uji dengan unit pelaksana yang 
memiliki alat uji sesuai ketentuan sangat 
dimungkinkan, sepanjang ada koordinasi 
yang baik antara Kabupaten/Kota yang 
memiliki alat uji dengan Kabupaten/Kota 
yang tidak memiliki alat uji, khususnya 
terkait dengan bagi hasil retribusinya;
b) Kabupaten Tabalong yang memiliki alat 
u j i  pe rnah  beke r j asama da lam 
pelaksanaan uj i  berkala dengan 
Kabupaten Balangan yang tidak memiliki 
alat uji, dimana hasil retribusinya 
b e r d a s a r k a n  M e m o r a n d u m  o f  
Understanding (MoU) yang disepakati 
tetap disetorkan kepada Kabupaten 
Balangan.

13)  Akredi tasi  uni t  pelaksana 
Penguj ian  Berka la  Kendaraan 
Bermotor :
a )  S e b e l u m  P e m e r i n t a h  P u s a t  
memberikan akreditasi kepada bengkel 
swasta, agar diprioritaskan terlebih 
dahulu kepada Unit Pelaksana Uji Berkala 
di daerah supaya memenuhi persyaratan 
dan kriteria yang ditentukan;
b) Pemerintah Pusat diharapkan segera 
melakukan sosialisasi ke daerah 
mengenai upaya-upaya yang harus 
dilakukan daerah guna mempersiapkan 
pelaksanaan akreditasi unit pelaksana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 
dan untuk percepatan hal tersebut Pusat 
dapat mengoptimalkan peran Balai 
LLAJSDP. 

Bersambung…
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April 2013 di Balikpapan, se-Kalimantan 
Selatan tanggal 21 Mei 2013 di 
Banjarmasin, dan se-Kalimantan Barat 
tanggal 25 Juni 2013 di Pontianak, yaitu :

1) Pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bermotor :
a) Para Penguji sangat menyadari bahwa 
pengujian berkala kendaraan bermotor 
yang dilaksanakan tanpa alat uji yang 
lengkap dan akurat sangat lemah secara 
hukum. Oleh karena itu, Pemerintah 
Pusat diharapkan dapat mendorong 
Kepala Daerah dan DPRD masing-
m a s i n g  K a b u p a t e n / K o t a  u n t u k  
mengadakan alat uji yang lengkap dan 
jumlah penguji yang kompeten dan cukup 
untuk menyelenggarakan PKB;
b) SOP (Standard Operating Procedure) 
penyelenggaraan PKB agar segera 
ditetapkan dan disosialisasikan supaya 
pelaksanaan PKB di seluruh Indonesia 
seragam, khususnya terkait ketersediaan 
alat uji yang lengkap dan tenaga penguji 
yang memiliki kompetensi;
c) Mekanisme penanggung jawab hasil uji 
jika di suatu Unit Pelaksana PKB tidak ada 
Penguji Penyelia dan Penguji Pelaksana 
Lanjutan perlu diatur/ditegaskan kembali 
dan disosialisasikan oleh Pemerintah 
Pusat ke daerah-daerah;
d) Uji pertama kali bagi kendaraan wajib 
uji baru yang berasal dari luar wilayah 
Kalimantan tetapi dioperasikan di 
Kalimantan sulit dilaksanakan, karena 
sesuai ketentuan kendaraan wajib uji 
tersebut seharusnya diuji pertama kali di 
tempat dimana kendaraan tersebut 
terdaftar;
e) Mekanisme uji tipe ulang terhadap 
kendaraan bermotor yang dimodifikasi di 
daerah tidak berjalan, seperti rubah 
bentuk dari pick-up menjadi boks, tangki 
menjadi dump truck, atau penggantian 
chassis yang keropos. Surat Tanda 
Nomor Kendaraan (STNK) untuk 

perubahan tersebut 
d i  daerah te tap 
diterbitkan tanpa 
p e n g e s a h a n  
rancang bangun;
f) Masih terdapat 
penandatanganan 
hasil uji pada Buku 
Uji  di laksanakan 
o l e h  p e j a b a t  
s t r u k t u r a l  y a n g  
membidangi PKB 
berdasarkan penugasan Kepala Dinas.

2) Klasifikasi unit pelaksana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor :

a) Untuk efisiensi dan peningkatan 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
perlu di lakukan pengklasif ikasian 
terhadap unit pelaksana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor, karena 
kondisi dan jumlah kendaraan bermotor di 
Pulau Kalimantan tidak seperti di Pulau 
Jawa;
b) Pengklasifikasian unit pelaksana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 
agar mencakup juga luas lahan sesuai 
jumlah kendaraan wajib uji di setiap 
wilayah.

3) Penertiban dan penegakan hukum :
a) Permasalahan di lapangan yang 
sampai saat ini belum ada solusinya, yaitu 
pelanggaran dimensi (panjang, lebar), 
numpang uji, dan uji berkala pertama kali 
untuk mobil barang yang dibeli dari Pulau 
Jawa (tidak dibalik nama);
b) Penindakan terhadap kendaraan wajib 
uji yang dimensinya melebihi ketentuan 
memerlukan partisipasi dan keterlibatan 
instansi lainnya (POLRI);
c) Persepsi petugas POLRI di lapangan 
terhadap muatan lebih (overload) jika 
terjadi kecelakaan karena rem blong, lebih 
melihat dari JBB (jumlah berat yang 
diperbolehkan), bukan dari JBI (jumlah 
berat yang diizinkan).
4) Bantuan pengadaan alat pengujian 
berkala kendaraan bermotor :
a) Bantuan pengadaan alat PKB melalui 
mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) 
untuk tahun 2014 diharapkan berlanjut 
dan menjadi prioritas;
b) Pengadaan PKB mobile sangat 
memban tu  dae rah  yang  be lum 
mempunyai alat uji dan wilayah kerjanya 
terpencar;

c) Unit PKB mobile sangat diperlukan 
untuk melakukan pengujian terhadap 
kendaraan wajib uji yang dioperasikan di 
daerah pertambangan batubara dan 
perkebunan kelapa sawit.

5) Peningkatan kompetensi Penguji 
Kendaraan Bermotor :
a) Penguji yang telah mengikuti Diklat 
Lanjutan tidak dapat diproses pemberian 
kompetensinya karena belum diangkat 
kedalam jabatan fungsional PKB 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
D i r j en  Pe rhubungan  Dara t  No .  
SK.1076/KP.108/ DRJD/2005, sehingga 
perlu diperhatikan bagaimana mekanisme 
bagi Penguji yang akan meningkatkan 
kompetensi tetapi tidak masuk jabatan 
fungsional PKB karena jumlah kendaraan 
wajib ujinya sedikit;
b) Para Penguji  perlu diberikan 
pembekalan tentang kemajuan dan 
teknologi kendaraan bermotor terkini, dan 
untuk kebutuhan tersebut mohon 
Pemerintah Pusat dapat menfasilitasi 
kunjungan ke Agen-agen Pemegang 
Merek (APM) yang ada di Indonesia;
c) In-House Training (IHT) di bidang PKB 
untuk meningkatkan wawasan para 
Penguji di Pulau Kalimantan agar 
ditingkatkan frekwensinya dan dapat 
diselenggarakan di Pulau Kalimantan.

6) Data dan informasi :
a) Informasi penyelenggaraan Diklat 
Teknis terkait penyelenggaraan PKB agar 
lebih diperluas, sehingga daerah dapat 
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Keselamatan di jalan merupakan suatu 
kebutuhan dimana sampai saat ini masih 
banyak pelaksanaan pekerjaan jalan baik 
rehabilitasi ataupun pemeliharaan yang 
tidak memperhatikan keselamatan 
pengguna jalan lainnya dan pekerja itu 
sendiri.  Hal ini banyak dijumpai di 
lapangan dimana pemeliharaan jalan 
tidak memperhatikan keselamatan 
pengguna jalan lainnya ataupun pekerja 
tidak melakukan pemasangan rambu-
r a m b u  s e m e n t a r a  a t a u p u n  
pemberitahuan kepada pengguna jalan 
lainnya tentang adanya pelaksanaan 
rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. 
Tentunya situasi dan keadaan ini akan 
membahayakan pengguna jalan dan 
pekerja itu sendiri dengan memberikan 
ruang akan terjadinya kecelakaan lalu 
lintas. Sementara itu kebijakan tentang 
cara pelaksanaan pekerjaan yang bersifat 
rehabilitasi ataupun pemeliharaan yang 
berkeselamatan telah dikeluarkan oleh 

pemerintah yang mengatur tata cara 
p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  
p e m e l i h a r a a n  j a l a n  d e n g a n  
memperhatikan keselamatan pengguna 
jalan lainnya dan pekerja itu sendiri.

1. Perundang dan peraturan di bidang 
keselamatan jalan yang terkait dengan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 
untuk keselamatan jalan.

Dalam UU No. RI No. 38/2004 : “ 
Pembangunan Jalan adalah kegiatan 
pemograman dan penganggaran, 
perencanaan teknis, pelaksanaan 
konstruksi, serta pengoperasian dan 
pemeliharaan Jalan”
Sementara PP No. 34/2006  Pasal 14, 15, 
16  ayat (1) “ Wewenang Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi,  Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
jalan meliputi penyelenggaraan jalan 
secara umum dan penyelenggaraan Jalan 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ” 
sementara untuk Pasal 14, 15, 16 ayat (2) 
“Wewenang penyelenggara Jalan 
Nasional, Povinsi, Kabupaten/Kota 
dimaksud pada pasal 14, 15, 16 ayat (1) 
meliput i  pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan”
Menurut UU RI No.22/2009,“Keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu 
keadaan terhindarnya setiap orang dari 
resiko kecelakaan selama berlalu lintas 
yang disebabkan oleh manusia,  
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan”.
Dalam UU RI No. 22/2009, “Untuk 
mendukung pelayanan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib 
dan lancar,  kondis i  ja lan harus 
dipertahankan. Dana Preservasi Jalan  
digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan“.
Sementara dalam koordinasi tentunya 
masing-masing melaksanakan  tugas 
pokok dan fungsinya dalam pekerjaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Untuk 
mengakomodir hal tersebut juga telah di 
keluarkan PP No. 37/2011 tentang Forum 
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang 
bersifat adhoc yang beranggotakan 
semua stakeholder yang berkompeten di 
bidang keselamatan jalan yang bertugas 
untuk  membahas dan mencoba 
menyelesaikan permasalahan d i  
lapangan serta memberikan rekomendasi 
kepada semua pihak terkait keselamatan 
jalan.

2. Kebijakan Pengelolaan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Jalan untuk 
Keselamatan Jalan

Pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22/2009 
“Penyelenggara jalan wajib segera dan 
patut untuk memperbaiki jalan yang rusak 
yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas”, ayat (2) “Dalam hal belum 
dapat dilakukan perbaikan jalan yang 
rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penyelenggara jalan wajib memberi 
tanda atau rambu pada jalan yang rusak 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
lalu lintas“  
Sementara dalam pasal 273 disebutkan 
bahwa “setiap penyelenggara jalan yang 
t idak dengan segera dan patut  
memperbaiki jalan yang rusak yang 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) 
sehingga menimbulkan korban luka 
ringan dan/atau kerusakan kendaraan 
dan/atau barang dipidana dengan penjara 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah)”

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 
tentunya aspek keselamatan jalan sangat penting 
artinya. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan di lokasi 

pelaksanaan pekerjaan, baik pelaksanaan pemeliharaan 
maupun rehabilitasi jalan, sangat membutuhkan peran semua 
pihak. Hasil identifikasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 
pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi 
jalan dengan memperhatikan keselamatan jalan pada saat 
pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 
tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lali Lintas dan Angkutan Jalan,  Peraturan Pemerintah Nomor 34 
tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas,   Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara 
Pemeliharaan dan Peni l ikan Jalan, dan Pedoman 
003/T/BNKT/1990 tentang Petunjuk Perambuan Sementara 
Selama Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, sedangkan hasil analisa 
ketercukupan.

Menciptakan Jalan yang berkeselamatan merupakan sesuatu hal 
yang wajib dilakukan oleh semua pengambil kebijakan terkait. 
Pembina Jalan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum 
melalui Dirjen Bina Marga tentunya menjadi Pembina jalan yang 
sebagian besar memperhatikan keselamatan jalan terkait, 
rencana, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi (operasi).
Kebersamaan semua pihak yang berkompeten dalam 
pengelolaan jalan yang berkeselamatan tentunya sangat 
diubutuhkan. Oleh karena itu kebijakan masing-masing 
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pengambil kebijakan terkait keselamatan jalan sangat dibutuhkan 
agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dalam 
pengelolaan jalan yang berkeselamatan. terutama pada saat 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tentunya 
aspek keselamatan jalan maupun pekerja tentunya menjadi salah 
satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana di lapangan. Hal 
ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keselamatan 
jalan pada saat rehabilitasi dan pemeliharaan jalan guna 
menjamin keselamatan pengguna jalan di sekitar area pekerjaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan itu sendiri.
Banyak kita jumpai dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan jalan, pelaksana tidak memperhatikan 
keselamatan pengguna jalan yang lain saat akan melintasi 
daerah pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Hal ini 
tentunya akan membahayakan jiwa dan keselamatan pengguna 
lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 
adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko 
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, 
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. 
Norma, standar dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan jalan yang berkeselamatan tentunya sangat 
dibutuhkan, hal ini menyangkut pedoman dalam pelaksanaan di 
lapangan, agar hal yang tidak dinginkan dalam pelaksanaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, dalam hal ini kecelakaan lalu 
lintas, tidak akan terjadi.
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Keselamatan di jalan merupakan suatu 
kebutuhan dimana sampai saat ini masih 
banyak pelaksanaan pekerjaan jalan baik 
rehabilitasi ataupun pemeliharaan yang 
tidak memperhatikan keselamatan 
pengguna jalan lainnya dan pekerja itu 
sendiri.  Hal ini banyak dijumpai di 
lapangan dimana pemeliharaan jalan 
tidak memperhatikan keselamatan 
pengguna jalan lainnya ataupun pekerja 
tidak melakukan pemasangan rambu-
r a m b u  s e m e n t a r a  a t a u p u n  
pemberitahuan kepada pengguna jalan 
lainnya tentang adanya pelaksanaan 
rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. 
Tentunya situasi dan keadaan ini akan 
membahayakan pengguna jalan dan 
pekerja itu sendiri dengan memberikan 
ruang akan terjadinya kecelakaan lalu 
lintas. Sementara itu kebijakan tentang 
cara pelaksanaan pekerjaan yang bersifat 
rehabilitasi ataupun pemeliharaan yang 
berkeselamatan telah dikeluarkan oleh 

pemerintah yang mengatur tata cara 
p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  
p e m e l i h a r a a n  j a l a n  d e n g a n  
memperhatikan keselamatan pengguna 
jalan lainnya dan pekerja itu sendiri.

1. Perundang dan peraturan di bidang 
keselamatan jalan yang terkait dengan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 
untuk keselamatan jalan.

Dalam UU No. RI No. 38/2004 : “ 
Pembangunan Jalan adalah kegiatan 
pemograman dan penganggaran, 
perencanaan teknis, pelaksanaan 
konstruksi, serta pengoperasian dan 
pemeliharaan Jalan”
Sementara PP No. 34/2006  Pasal 14, 15, 
16  ayat (1) “ Wewenang Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi,  Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
jalan meliputi penyelenggaraan jalan 
secara umum dan penyelenggaraan Jalan 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ” 
sementara untuk Pasal 14, 15, 16 ayat (2) 
“Wewenang penyelenggara Jalan 
Nasional, Povinsi, Kabupaten/Kota 
dimaksud pada pasal 14, 15, 16 ayat (1) 
meliput i  pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan”
Menurut UU RI No.22/2009,“Keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu 
keadaan terhindarnya setiap orang dari 
resiko kecelakaan selama berlalu lintas 
yang disebabkan oleh manusia,  
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan”.
Dalam UU RI No. 22/2009, “Untuk 
mendukung pelayanan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib 
dan lancar,  kondis i  ja lan harus 
dipertahankan. Dana Preservasi Jalan  
digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan“.
Sementara dalam koordinasi tentunya 
masing-masing melaksanakan  tugas 
pokok dan fungsinya dalam pekerjaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Untuk 
mengakomodir hal tersebut juga telah di 
keluarkan PP No. 37/2011 tentang Forum 
Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang 
bersifat adhoc yang beranggotakan 
semua stakeholder yang berkompeten di 
bidang keselamatan jalan yang bertugas 
untuk  membahas dan mencoba 
menyelesaikan permasalahan d i  
lapangan serta memberikan rekomendasi 
kepada semua pihak terkait keselamatan 
jalan.

2. Kebijakan Pengelolaan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Jalan untuk 
Keselamatan Jalan

Pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22/2009 
“Penyelenggara jalan wajib segera dan 
patut untuk memperbaiki jalan yang rusak 
yang dapat mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas”, ayat (2) “Dalam hal belum 
dapat dilakukan perbaikan jalan yang 
rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penyelenggara jalan wajib memberi 
tanda atau rambu pada jalan yang rusak 
untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
lalu lintas“  
Sementara dalam pasal 273 disebutkan 
bahwa “setiap penyelenggara jalan yang 
t idak dengan segera dan patut  
memperbaiki jalan yang rusak yang 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) 
sehingga menimbulkan korban luka 
ringan dan/atau kerusakan kendaraan 
dan/atau barang dipidana dengan penjara 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah)”

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 
tentunya aspek keselamatan jalan sangat penting 
artinya. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan di lokasi 

pelaksanaan pekerjaan, baik pelaksanaan pemeliharaan 
maupun rehabilitasi jalan, sangat membutuhkan peran semua 
pihak. Hasil identifikasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 
pengelolaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi 
jalan dengan memperhatikan keselamatan jalan pada saat 
pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 
tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang 
Lali Lintas dan Angkutan Jalan,  Peraturan Pemerintah Nomor 34 
tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas,   Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara 
Pemeliharaan dan Peni l ikan Jalan, dan Pedoman 
003/T/BNKT/1990 tentang Petunjuk Perambuan Sementara 
Selama Pelaksanaan Pekerjaan Jalan, sedangkan hasil analisa 
ketercukupan.

Menciptakan Jalan yang berkeselamatan merupakan sesuatu hal 
yang wajib dilakukan oleh semua pengambil kebijakan terkait. 
Pembina Jalan dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum 
melalui Dirjen Bina Marga tentunya menjadi Pembina jalan yang 
sebagian besar memperhatikan keselamatan jalan terkait, 
rencana, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi (operasi).
Kebersamaan semua pihak yang berkompeten dalam 
pengelolaan jalan yang berkeselamatan tentunya sangat 
diubutuhkan. Oleh karena itu kebijakan masing-masing 
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pengambil kebijakan terkait keselamatan jalan sangat dibutuhkan 
agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi dalam 
pengelolaan jalan yang berkeselamatan. terutama pada saat 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan tentunya 
aspek keselamatan jalan maupun pekerja tentunya menjadi salah 
satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana di lapangan. Hal 
ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keselamatan 
jalan pada saat rehabilitasi dan pemeliharaan jalan guna 
menjamin keselamatan pengguna jalan di sekitar area pekerjaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan itu sendiri.
Banyak kita jumpai dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan jalan, pelaksana tidak memperhatikan 
keselamatan pengguna jalan yang lain saat akan melintasi 
daerah pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Hal ini 
tentunya akan membahayakan jiwa dan keselamatan pengguna 
lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 
adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko 
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, 
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. 
Norma, standar dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan 
pemeliharaan jalan yang berkeselamatan tentunya sangat 
dibutuhkan, hal ini menyangkut pedoman dalam pelaksanaan di 
lapangan, agar hal yang tidak dinginkan dalam pelaksanaan 
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, dalam hal ini kecelakaan lalu 
lintas, tidak akan terjadi.
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pekerja jalan dan pengguna jalan. Hal ini 

dapat dicapai dengan :
-  Perencanaan yang tepat,
-  Pemilihan yang tepat dari rambu-rambu 

dan peralatan,
- Sikap pengemudi, kesadaran dan 

perilaku,
-   Surveillance dan Audit,
-  Pengawasan dan Audit.
Disamping itu, peralatan juga merupakan 

bagian yang sangat penting. Fungsi 

peralatan, antara lain:
- Memperingatkan, membimbing dan 

memerintahkan pengendara dan pejalan 

kaki,
-  Menarik perhatian ke area pekerjaan, 

personil dan peralatan,
- Mengontrol kecepatan lalu lintas di 

dalam atau berdekatan dengan area 

kerja,
-  Menunjukkan arah dan lebar jalur lalu 

lintas yang tersedia,
- Mencegah akses ke seluruh atau 

sebagian dari area pekerjaan dan 

penghuninya,

Tabel 2. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi tetap perlu dua lajur

Tabel 3. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi tetap perlu dua lajur

Gambar 1. Pengaturan lebar jalan yang tetap 
memadai untuk arus lalu lintas 2 arah

2. Dua lajur, dua arah Lokasi kerja pada 
jalan, tetapi hanya perlu satu lajur.

Gambar 2. Pengurangan lebar jalan menyebabkan 
hanya satu lajur dapat digunakan

Tabel 4. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi hanya perlu satu lajur

Tabel 5. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi hanya perlu satu lajur

3. Dua lajur, satu arah Lokasi kerja pada 
jalan, tetapi hanya perlu satu lajur

Gambar 3. Lajur kiri ditutup pada jalan multi lajur

Tabel 6.  Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, satu arah lokasi kerja pada jalan, tetapi 
hanya perlu satu lajur

Tabel 7. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi kerja pada jalan, tetapi 
hanya perlu satu lajur

4. Dua lajur, dua arah jalan – Lokasi 
kerja menutup jalur lalu lintas, semua 
lalu lintas dialihkan menggunakan jalur 
sementara

Gambar 4. Lajur kiri ditutup pada jalan multilajur

Tabel 8. Panjang zona pendekat untuk 
dua lajur, tetapi hanya perlu satu lajur
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PP No. 32/2011 huruf  b, “Identifikasi 
masalah lalu l intas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan 
oleh menteri yang bertanggung jawab di 
bidang jalan, meliputi :
- Geometrik jalan dan persimpangan;
- Struktur dan kondisi jalan;
- Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan 
langsung dengan pengguna jalan yang 
tidak berkaitan langsung dengan 
pengguna  j a l an  dan  bangunan  
perlengkapan jalan;
-Lokasi  potensi  kecelakaan dan 
kemacetan lalu lintas; dan
-Penggunaan bagian jalan selain 
peruntukannya.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan yang 
Berkeselamatan

P a d a  p e d o m a n  t e k n i s  N o .  
003/T/BNKT/1990 tentang Petunjuk 
Pe rambuan  Semen ta ra  Se lama  
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan pada Cara 
P e n a n g a n a n , y a i t u  p e n g a t u r a n  
perambuan pada dasarnya dibedakan 
berdasarkan skala pekerjaan. Untuk 
pekerjaan dengan skala relatif kecil, 
rambu-rambu dibuat dari bahan-bahan 
yang cukup murah dan sederhana, untuk 
keperluan tanda di malam hari dapat 
digunakan lampu isyarat seperti misalnya, 
yang memakai lampu minyak atau lentera 
lainnya.
Pekerjaan yang mempunyai skala yang 

cukup besar dapat menggunakan rambu-

rambu yang lebih canggih misalnya, 

rambu terbuat dari bahan logam atau 

plastik yang sudah terbentuk, konstruksi 

dibuat lebih kuat, dan keperluan 

peker jaaan malam har i  dengan 

menggunakan lampu-lampu isyarat 

AC/DC.

4. Keselamatan Pada Zona Pekerjaan 

Jalan

Sebenarnya da lam pelaksanaan 

rehabilitasi atau pemeliharaan jalan 

seharusnya pertama-tama melakukan 

Audit Keselamatan Jalan (AKJ) atau 

Penilikan Jalan. Hal ini dilakukan untuk 

dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana sebenarnya kondisi ataupun 

keadaan jalan saat sebelum pelaksanaan. 

Hal ini tentunya untuk memberikan bahan 

masukan bagi pelaksana nantinya. 

Resiko dari sebuah kecelakaan yang fatal 

atau serius di lokasi perbaikan jalan 

adalah tiga kali lebih tinggi dibanding 

resiko dari kecelakaan yang sama di 

bagian jaringan jalan yang lain. Lokasi 

perbaikan jalan berbahaya tidak hanya 

bagi pengguna jalan, tetapi juga bagi para 

pekerja.
Pekerjaan jalan, baik itu berupa kegiatan 

pemeliharaan, rehabilitasi maupun 

pembangunan (pelebaran) jalan dapat 

menyebabkan gangguan fungsi jalan 

eksisting.  Apabila zona kerja tersebut 

dekat dengan pergerakan lalu lintas, 

maka pekerjaan memiliki potensi 

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Oleh karena itu dibutuhkan 

perhatian khusus pada keselamatan jalan 

pada saat pekerjaan jalan berlangsung.
Pengetahuan para konstruktor dan 

k o n s u l t a n  s u p e r v i s i  m e n g e n a i  

keselamatan jalan pada zona kerja adalah 

salah satu alasan penting yang 

menyebabkan benyaknya permasalahan 

keselamatan. Sehubungan hal tersebut di 

atas, dibutuhkan pengetahuan tentang 

keselamatan pada zona pekerjaan jalan 

agar masalah keselamatan jalan yang 

terjadi dapat diminimalisir.
Perekayasaan mempunyai tanggung 

jawab untuk mengurangi resiko di lokasi 

perbaikan jalan dengan cara :
1. Menyiapkan Rencana Pengelolaan 

Lalu Lintas dan mengaplikasikannya di 

setiap lokasi perbaikan jalan.
2. Menggunakan rambu, penanda jalan 

berbentuk kerucut lalu lintas, dan garis 

pembatas yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan prinsip rambu yang baik.
3. Mengadopsi “konsep zona” untuk lokasi 

perbaikan jalan dan mengelolanya 

dengan baik.
Konsep zona membagi lokasi perbaikan 

jalan menjadi empat zona, yaitu : zona 

peringatan awal, zona panduan transisi, 

zona pekerjaan, dan zona akhir. 

Pengemudi atau pengguna jalan awalnya 

diberi tahu akan adanya pekerjaan 

perbaikan jalan di depan, kemudian 

mereka dipandu (jika diperlukan) menuju 

jalur yang benar dengan kecepatan yang 

aman,  sebelum memasuki  zona 

pekerjaan. Setelah mereka melewati zona 

peker jaan, mereka dipandu dan 

dikendalikan kembali ke jalur yang benar 

dalam kecepatan yang benar untuk 

melanjutkan perjalanan. 
Yang banyak dilakukan saat ini adalah 

masih sebatas praktek lapangan yang 

dilakukan antara lain oleh Direktorat 

Jenderal Bina Marga melalui Tim Unit 

Rekayasa Keselamatan Jalan (URKJ) 

yang melakukan praktek rekayasa jalan 

saat pelaksanaan perbaikan jalan.
Keselamatan pada pekerjaan jalan dapat 

dilakukan dengan Manajemen Lalu Lintas 

Lokasi Kerja. Manajeman ini dilakukan 

untuk menyediakan keselamatan pekerja-

ZONA TUJUAN ZONA INI

PENDEKATAN
(Panjang tipikal 200 m bilamana lalu intas 
yang mendekat dengan kecepatan (60 
km/jam).

Untuk mengikatkan pengendara ada 
pekerjaan jalan didepan. Mereka akan 
d i in formasikan dan d i inst ruksikan 
bagiamana keselamatan jalan diproses 
(rambu-rambu pembatas kecepatan, 
penutupan jalur, jalan menyempit dll.).

TRANSISI
(Panjang tipikal 150 m bilamana lalu lintas 
yang  mendekat dengan kecepatan 60 
km/jam dan perlu untuk mengurangi 
kecepatan menjadi 40 km/jam serta 
memungkinkan lalu lintas langsung ke jalur 
lain).

Untuk memandu pengendara ke dalam 
alinyemen yang benar di mana mereka 
harus tetap dengan aman melalui zona 
ker ja.  J ika peker jaan yang t idak 
menyebabkan perubahan apapun pada 
jalur lalu lintas dalam zona ini dapat 
dikurangi hingga minimum.

KERJA
(Zona ini adalah panjang pekerjaan 
biasanya beberapaa raus meter sampai 
beberapa kilometer).

Untuk mengontrol pengendara yang 
melintasi daerah di mana pekerjaan 
berlangsung dengan kecepatannya dan 
dalam suatu jalur yang aman bagi mereka 
dan yang aman juga bagi pekerja.

PENJAUH
(Panjang sekitar 150 m untuk situasi jalan 
raya)

Untuk menginformasikan pengendara 
bahwa mereka telah melewati zona kerja 
sekarang, menginformasikan tentang batas 
kecepatan baru yang berlaku didepan. 
Mengucapkan terima kasih pada mereka 
untuk mengemudi dengan hati-hati melalui 
pekerjaan, dan untuk mengingatkan 
mereka selalu berkendara dengan selamat 
dan aman.

Tabel 1. Pembagian Zona dan tujuan zona pada lokasi perbaikan jalan

1. Untuk dua lajur, dua arah lokasi 
pekerjaan pada jalan, tetapi tetap perlu 
dua lajur.

- Memberikan perlindungan fisik untuk 

area pekerjaan,
- Menarik perhatian pada rambu-rambu, 

untuk area pekerjaan dan mendelineasi 

jalur perjalanan.

Keselamatan pada zona pekerjaan jalan 

memperkenalkan sebuah konsep zona, 

dimana zona dibagi dalam 3 bagian, 

seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Pengaturan untuk zona pekerjaan jalan 
memiliki bentuk konsep yang berbeda 
berdasarkan jenis pekerjaan, bentuk 
geometerik jalan, dan model arus lalu 
lintas. Tetapi secara umum, yang perlu 
dilakukan terhadap suatu zona pekerjaan 
adalah menyediakan rambu (advanced 
warn ing ) ,  menga tu r  kecepa tan ,  
menginformasikan pengendara kemana 
harus pergi, mengatur mereka melewati 
tempat kerja, memberitahu mereka ketika 
mereka keluar dari zona. (*)
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pekerja jalan dan pengguna jalan. Hal ini 

dapat dicapai dengan :
-  Perencanaan yang tepat,
-  Pemilihan yang tepat dari rambu-rambu 

dan peralatan,
- Sikap pengemudi, kesadaran dan 

perilaku,
-   Surveillance dan Audit,
-  Pengawasan dan Audit.
Disamping itu, peralatan juga merupakan 

bagian yang sangat penting. Fungsi 

peralatan, antara lain:
- Memperingatkan, membimbing dan 

memerintahkan pengendara dan pejalan 

kaki,
-  Menarik perhatian ke area pekerjaan, 

personil dan peralatan,
- Mengontrol kecepatan lalu lintas di 

dalam atau berdekatan dengan area 

kerja,
-  Menunjukkan arah dan lebar jalur lalu 

lintas yang tersedia,
- Mencegah akses ke seluruh atau 

sebagian dari area pekerjaan dan 

penghuninya,

Tabel 2. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi tetap perlu dua lajur

Tabel 3. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi tetap perlu dua lajur

Gambar 1. Pengaturan lebar jalan yang tetap 
memadai untuk arus lalu lintas 2 arah

2. Dua lajur, dua arah Lokasi kerja pada 
jalan, tetapi hanya perlu satu lajur.

Gambar 2. Pengurangan lebar jalan menyebabkan 
hanya satu lajur dapat digunakan

Tabel 4. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi hanya perlu satu lajur

Tabel 5. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi pekerjaan pada jalan, 
tetapi hanya perlu satu lajur

3. Dua lajur, satu arah Lokasi kerja pada 
jalan, tetapi hanya perlu satu lajur

Gambar 3. Lajur kiri ditutup pada jalan multi lajur

Tabel 6.  Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, satu arah lokasi kerja pada jalan, tetapi 
hanya perlu satu lajur

Tabel 7. Panjang zona pendekat untuk dua 
lajur, dua arah lokasi kerja pada jalan, tetapi 
hanya perlu satu lajur

4. Dua lajur, dua arah jalan – Lokasi 
kerja menutup jalur lalu lintas, semua 
lalu lintas dialihkan menggunakan jalur 
sementara

Gambar 4. Lajur kiri ditutup pada jalan multilajur

Tabel 8. Panjang zona pendekat untuk 
dua lajur, tetapi hanya perlu satu lajur
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PP No. 32/2011 huruf  b, “Identifikasi 
masalah lalu l intas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan 
oleh menteri yang bertanggung jawab di 
bidang jalan, meliputi :
- Geometrik jalan dan persimpangan;
- Struktur dan kondisi jalan;
- Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan 
langsung dengan pengguna jalan yang 
tidak berkaitan langsung dengan 
pengguna  j a l an  dan  bangunan  
perlengkapan jalan;
-Lokasi  potensi  kecelakaan dan 
kemacetan lalu lintas; dan
-Penggunaan bagian jalan selain 
peruntukannya.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan yang 
Berkeselamatan

P a d a  p e d o m a n  t e k n i s  N o .  
003/T/BNKT/1990 tentang Petunjuk 
Pe rambuan  Semen ta ra  Se lama  
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan pada Cara 
P e n a n g a n a n , y a i t u  p e n g a t u r a n  
perambuan pada dasarnya dibedakan 
berdasarkan skala pekerjaan. Untuk 
pekerjaan dengan skala relatif kecil, 
rambu-rambu dibuat dari bahan-bahan 
yang cukup murah dan sederhana, untuk 
keperluan tanda di malam hari dapat 
digunakan lampu isyarat seperti misalnya, 
yang memakai lampu minyak atau lentera 
lainnya.
Pekerjaan yang mempunyai skala yang 

cukup besar dapat menggunakan rambu-

rambu yang lebih canggih misalnya, 

rambu terbuat dari bahan logam atau 

plastik yang sudah terbentuk, konstruksi 

dibuat lebih kuat, dan keperluan 

peker jaaan malam har i  dengan 

menggunakan lampu-lampu isyarat 

AC/DC.

4. Keselamatan Pada Zona Pekerjaan 

Jalan

Sebenarnya da lam pelaksanaan 

rehabilitasi atau pemeliharaan jalan 

seharusnya pertama-tama melakukan 

Audit Keselamatan Jalan (AKJ) atau 

Penilikan Jalan. Hal ini dilakukan untuk 

dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana sebenarnya kondisi ataupun 

keadaan jalan saat sebelum pelaksanaan. 

Hal ini tentunya untuk memberikan bahan 

masukan bagi pelaksana nantinya. 

Resiko dari sebuah kecelakaan yang fatal 

atau serius di lokasi perbaikan jalan 

adalah tiga kali lebih tinggi dibanding 

resiko dari kecelakaan yang sama di 

bagian jaringan jalan yang lain. Lokasi 

perbaikan jalan berbahaya tidak hanya 

bagi pengguna jalan, tetapi juga bagi para 

pekerja.
Pekerjaan jalan, baik itu berupa kegiatan 

pemeliharaan, rehabilitasi maupun 

pembangunan (pelebaran) jalan dapat 

menyebabkan gangguan fungsi jalan 

eksisting.  Apabila zona kerja tersebut 

dekat dengan pergerakan lalu lintas, 

maka pekerjaan memiliki potensi 

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu 

lintas. Oleh karena itu dibutuhkan 

perhatian khusus pada keselamatan jalan 

pada saat pekerjaan jalan berlangsung.
Pengetahuan para konstruktor dan 

k o n s u l t a n  s u p e r v i s i  m e n g e n a i  

keselamatan jalan pada zona kerja adalah 

salah satu alasan penting yang 

menyebabkan benyaknya permasalahan 

keselamatan. Sehubungan hal tersebut di 

atas, dibutuhkan pengetahuan tentang 

keselamatan pada zona pekerjaan jalan 

agar masalah keselamatan jalan yang 

terjadi dapat diminimalisir.
Perekayasaan mempunyai tanggung 

jawab untuk mengurangi resiko di lokasi 

perbaikan jalan dengan cara :
1. Menyiapkan Rencana Pengelolaan 

Lalu Lintas dan mengaplikasikannya di 

setiap lokasi perbaikan jalan.
2. Menggunakan rambu, penanda jalan 

berbentuk kerucut lalu lintas, dan garis 

pembatas yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan prinsip rambu yang baik.
3. Mengadopsi “konsep zona” untuk lokasi 

perbaikan jalan dan mengelolanya 

dengan baik.
Konsep zona membagi lokasi perbaikan 

jalan menjadi empat zona, yaitu : zona 

peringatan awal, zona panduan transisi, 

zona pekerjaan, dan zona akhir. 

Pengemudi atau pengguna jalan awalnya 

diberi tahu akan adanya pekerjaan 

perbaikan jalan di depan, kemudian 

mereka dipandu (jika diperlukan) menuju 

jalur yang benar dengan kecepatan yang 

aman,  sebelum memasuki  zona 

pekerjaan. Setelah mereka melewati zona 

peker jaan, mereka dipandu dan 

dikendalikan kembali ke jalur yang benar 

dalam kecepatan yang benar untuk 

melanjutkan perjalanan. 
Yang banyak dilakukan saat ini adalah 

masih sebatas praktek lapangan yang 

dilakukan antara lain oleh Direktorat 

Jenderal Bina Marga melalui Tim Unit 

Rekayasa Keselamatan Jalan (URKJ) 

yang melakukan praktek rekayasa jalan 

saat pelaksanaan perbaikan jalan.
Keselamatan pada pekerjaan jalan dapat 

dilakukan dengan Manajemen Lalu Lintas 

Lokasi Kerja. Manajeman ini dilakukan 

untuk menyediakan keselamatan pekerja-

ZONA TUJUAN ZONA INI

PENDEKATAN
(Panjang tipikal 200 m bilamana lalu intas 
yang mendekat dengan kecepatan (60 
km/jam).

Untuk mengikatkan pengendara ada 
pekerjaan jalan didepan. Mereka akan 
d i in formasikan dan d i inst ruksikan 
bagiamana keselamatan jalan diproses 
(rambu-rambu pembatas kecepatan, 
penutupan jalur, jalan menyempit dll.).

TRANSISI
(Panjang tipikal 150 m bilamana lalu lintas 
yang  mendekat dengan kecepatan 60 
km/jam dan perlu untuk mengurangi 
kecepatan menjadi 40 km/jam serta 
memungkinkan lalu lintas langsung ke jalur 
lain).

Untuk memandu pengendara ke dalam 
alinyemen yang benar di mana mereka 
harus tetap dengan aman melalui zona 
ker ja.  J ika peker jaan yang t idak 
menyebabkan perubahan apapun pada 
jalur lalu lintas dalam zona ini dapat 
dikurangi hingga minimum.

KERJA
(Zona ini adalah panjang pekerjaan 
biasanya beberapaa raus meter sampai 
beberapa kilometer).

Untuk mengontrol pengendara yang 
melintasi daerah di mana pekerjaan 
berlangsung dengan kecepatannya dan 
dalam suatu jalur yang aman bagi mereka 
dan yang aman juga bagi pekerja.

PENJAUH
(Panjang sekitar 150 m untuk situasi jalan 
raya)

Untuk menginformasikan pengendara 
bahwa mereka telah melewati zona kerja 
sekarang, menginformasikan tentang batas 
kecepatan baru yang berlaku didepan. 
Mengucapkan terima kasih pada mereka 
untuk mengemudi dengan hati-hati melalui 
pekerjaan, dan untuk mengingatkan 
mereka selalu berkendara dengan selamat 
dan aman.

Tabel 1. Pembagian Zona dan tujuan zona pada lokasi perbaikan jalan

1. Untuk dua lajur, dua arah lokasi 
pekerjaan pada jalan, tetapi tetap perlu 
dua lajur.

- Memberikan perlindungan fisik untuk 

area pekerjaan,
- Menarik perhatian pada rambu-rambu, 

untuk area pekerjaan dan mendelineasi 

jalur perjalanan.

Keselamatan pada zona pekerjaan jalan 

memperkenalkan sebuah konsep zona, 

dimana zona dibagi dalam 3 bagian, 

seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Pengaturan untuk zona pekerjaan jalan 
memiliki bentuk konsep yang berbeda 
berdasarkan jenis pekerjaan, bentuk 
geometerik jalan, dan model arus lalu 
lintas. Tetapi secara umum, yang perlu 
dilakukan terhadap suatu zona pekerjaan 
adalah menyediakan rambu (advanced 
warn ing ) ,  menga tu r  kecepa tan ,  
menginformasikan pengendara kemana 
harus pergi, mengatur mereka melewati 
tempat kerja, memberitahu mereka ketika 
mereka keluar dari zona. (*)
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penanganan transportasi.

Secara teknis urusan transportasi adalah 

urusan keselamatan. Karena itu baik 

sarana, prasarana dan sumber daya 

munusia harus memenuhi standar teknis 

yang dipersyaratkan. Hal ini sifat mutlak 

y a n g  t i d a k  b i s a  d i t a w a r  a t a u  

dimusyawarahkan. Apa sebab, karena 

seluruh rangkaian kegiatan dalam sistem 

transportasi menyangkut nyawa manusia 

dan kalau barang dapat mengakibatkan 

kerusakan yang menimbulkan kerugian. 

Contoh kecil saja, anda berpergian 

dengan sepeda motor, maka wajib 

memakai helm, kalau tidak akan ditindak 

o leh  pe tugas  yang berwenang.  

Sebenarnya jika sadar betapa kerasnya 

aspal, median jalan atau kendaraan lain 

jika terjadi suatu benturan kecelakaan 

dibandingkan dengan batok kepala 

seseorang, seyogyanya tanpa disuruh 

oleh siapapun kita akan memakai helm 

dengan baik. Sayangnya pemahaman 

sebagian masyarakat, helm seolah-olah 

untuk kepentingan petugas yang akan 

menindak pelanggarnya.

Kelayakan persyaratan teknis tidak hanya 

pada sarana atau moda trasportasi, tetapi 

juga pada prasarana yang digunakan. 

Baik transportasi darat, apalagi laut dan 

u d a r a  b a n y a k  s t a n d a r - s t a n d a r  

internasional harus dipenuhi. Ukuran atau 

standarisasi untuk masing-masing 

prasarana atau sarana transportasi telah 

diatur secara baku oleh pemerintah. Demi 

keselamatan pengguna jasa transportasi, 

infoinfo LEPAS
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Transportasi atau dalam nomenklatur birokrasi 

pemerintahan kemudian diistilahkan perhubungan 

merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor 

penunjang dan perangsang pembangunan (the promotion sector) 

dan pemberi jasa (the service sector). Transportasi bukanlah 

tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan, karena itu 

permintaan atas jasa transportasi disebut permintaan turunan 

(derived demand).

Dengan fungsi tersebut, kemudian kita sering mendengar 

transportasi diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam 

melakukan aktivitasnya, terlebih lagi dalam kegiatan dibidang 

perekonomian. Umpama tubuh manusia jika urat nadi terputus, 

bisa saja berakibat sangat fatal. Demikian pula vitalnya 

transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sulit orang bisa 

bergerak dari satu tempat ketempat lain jika transportasi tidak 

tersedia dengan baik. Demikian juga arus distribusi barang dan 

jasa menjadi terganggu, sehingga dapat mengakibatkan harga 

TRANSPORTASI : 
VITALNYA SI URAT NADI

      Oleh : Hamid Amren 

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan

    Provinsi Kalimantan Utara

menjadi sangat tinggi. Suatu daerah mustahil dapat berkembang 

dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi 

yang baik. Daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia 

prasarana dan sarana transportasi yang cukup. Bahkan daerah 

yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah 

menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana 

atau moda transportasi. Bencana alam seperti gempa bumi, 

tanah longsor, banjir bandang atau tsunami sering kali 

mengakibatkan kerusakan terhadap prasarana transportasi.

Konektivitas dan bottlenecking masih menjadi tantangan yang 

dihadapi di bidang transportasi. Akses transportasi yang mudah, 

aman dan lancar keberbagai wilayah merupakan pekerjaan 

rumah yang harus ditangani secara komprehensif. Hambatan-

hambatan perlu penanganan secara terpadu. Transportasi tidak 

dapat dilihat secara parsial sektoral. Sebagaimana filosofisnya 

transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan 

transportasi juga mesti dilakukan kerjasama yang baik dengan 

pihak lain. Banyak pengampu kepentingan terlibat dalam urusan 

penyedia jasa tidak boleh atas kehendak 

sendiri menetapkan ketentuan.

Memang usaha di bidang transportasi 

boleh jadi bisnis yang menggiurkan. 

Internal Rate of Return-nya mungkin lebih 

besar, break event point mudah dan 

jangka waktu kembali modal tidak lama. 

Kita menyaksikan betapa pelaku usaha 

kadang-kadang jor-joran melakukan 

investasi di bidang transportasi.  

Persaingan cukup ketat, seperti di bidang 

jasa transportasi udara tumbuh dengan 

sangat pesat. Pemerintah membuka 

kesempatan yang luas bagi swasta untuk 

turut mengembangkan dan membangun 

sektor transportasi. Namun yang perlu 

diingat kebijakan pemerintah tersebut 

bukanlah kesempatan bagi swasta untuk 

mengeruk keuntungan tanpa batas. 

Pesan penting tetap perlu disampaikan 

bahwa bisnis di bidang jasa transportasi 

Mural kota yang berisi pesan / ajakan untuk memakai 
helm bagi pengendara sepeda motor.

adalah bisnis yang menyangkut  

keselamatan pihak pengguna jasa.

Kesempatan yang diberikan pemerintah 

kepada pihak swasta agar timbul 

persaingan yang kompetitif, sehingga 

masyarakat mendapat pelayanan yang 

baik. Pelaku usaha efesien menjalankan 

k e g i a t a n  u s a h a n y a  d a n  d a p a t  

memperoleh keuntungan yang   wajar. 

Pada akhirnya semua dapat bertumbuh 

dan berkembang secara simultan dan 

member ikan kese jahteraan bagi  

masyarakat. (*)

Masyarakat pengguna jasa 
transportasi harus mendapatkan 
pelayanan yang baik
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penanganan transportasi.

Secara teknis urusan transportasi adalah 

urusan keselamatan. Karena itu baik 

sarana, prasarana dan sumber daya 

munusia harus memenuhi standar teknis 

yang dipersyaratkan. Hal ini sifat mutlak 

y a n g  t i d a k  b i s a  d i t a w a r  a t a u  

dimusyawarahkan. Apa sebab, karena 

seluruh rangkaian kegiatan dalam sistem 

transportasi menyangkut nyawa manusia 

dan kalau barang dapat mengakibatkan 

kerusakan yang menimbulkan kerugian. 

Contoh kecil saja, anda berpergian 

dengan sepeda motor, maka wajib 

memakai helm, kalau tidak akan ditindak 

o leh  pe tugas  yang berwenang.  

Sebenarnya jika sadar betapa kerasnya 

aspal, median jalan atau kendaraan lain 

jika terjadi suatu benturan kecelakaan 

dibandingkan dengan batok kepala 

seseorang, seyogyanya tanpa disuruh 

oleh siapapun kita akan memakai helm 

dengan baik. Sayangnya pemahaman 

sebagian masyarakat, helm seolah-olah 

untuk kepentingan petugas yang akan 

menindak pelanggarnya.

Kelayakan persyaratan teknis tidak hanya 

pada sarana atau moda trasportasi, tetapi 

juga pada prasarana yang digunakan. 

Baik transportasi darat, apalagi laut dan 

u d a r a  b a n y a k  s t a n d a r - s t a n d a r  

internasional harus dipenuhi. Ukuran atau 

standarisasi untuk masing-masing 

prasarana atau sarana transportasi telah 

diatur secara baku oleh pemerintah. Demi 

keselamatan pengguna jasa transportasi, 

infoinfo LEPAS
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Transportasi atau dalam nomenklatur birokrasi 

pemerintahan kemudian diistilahkan perhubungan 

merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor 

penunjang dan perangsang pembangunan (the promotion sector) 

dan pemberi jasa (the service sector). Transportasi bukanlah 

tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan, karena itu 

permintaan atas jasa transportasi disebut permintaan turunan 

(derived demand).

Dengan fungsi tersebut, kemudian kita sering mendengar 

transportasi diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam 

melakukan aktivitasnya, terlebih lagi dalam kegiatan dibidang 

perekonomian. Umpama tubuh manusia jika urat nadi terputus, 

bisa saja berakibat sangat fatal. Demikian pula vitalnya 

transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sulit orang bisa 

bergerak dari satu tempat ketempat lain jika transportasi tidak 

tersedia dengan baik. Demikian juga arus distribusi barang dan 

jasa menjadi terganggu, sehingga dapat mengakibatkan harga 

TRANSPORTASI : 
VITALNYA SI URAT NADI

      Oleh : Hamid Amren 

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan

    Provinsi Kalimantan Utara

menjadi sangat tinggi. Suatu daerah mustahil dapat berkembang 

dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi 

yang baik. Daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia 

prasarana dan sarana transportasi yang cukup. Bahkan daerah 

yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah 

menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana 

atau moda transportasi. Bencana alam seperti gempa bumi, 

tanah longsor, banjir bandang atau tsunami sering kali 

mengakibatkan kerusakan terhadap prasarana transportasi.

Konektivitas dan bottlenecking masih menjadi tantangan yang 

dihadapi di bidang transportasi. Akses transportasi yang mudah, 

aman dan lancar keberbagai wilayah merupakan pekerjaan 

rumah yang harus ditangani secara komprehensif. Hambatan-

hambatan perlu penanganan secara terpadu. Transportasi tidak 

dapat dilihat secara parsial sektoral. Sebagaimana filosofisnya 

transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan 

transportasi juga mesti dilakukan kerjasama yang baik dengan 

pihak lain. Banyak pengampu kepentingan terlibat dalam urusan 

penyedia jasa tidak boleh atas kehendak 

sendiri menetapkan ketentuan.

Memang usaha di bidang transportasi 

boleh jadi bisnis yang menggiurkan. 

Internal Rate of Return-nya mungkin lebih 

besar, break event point mudah dan 

jangka waktu kembali modal tidak lama. 

Kita menyaksikan betapa pelaku usaha 

kadang-kadang jor-joran melakukan 

investasi di bidang transportasi.  

Persaingan cukup ketat, seperti di bidang 

jasa transportasi udara tumbuh dengan 

sangat pesat. Pemerintah membuka 

kesempatan yang luas bagi swasta untuk 

turut mengembangkan dan membangun 

sektor transportasi. Namun yang perlu 

diingat kebijakan pemerintah tersebut 

bukanlah kesempatan bagi swasta untuk 

mengeruk keuntungan tanpa batas. 

Pesan penting tetap perlu disampaikan 

bahwa bisnis di bidang jasa transportasi 

Mural kota yang berisi pesan / ajakan untuk memakai 
helm bagi pengendara sepeda motor.

adalah bisnis yang menyangkut  

keselamatan pihak pengguna jasa.

Kesempatan yang diberikan pemerintah 

kepada pihak swasta agar timbul 

persaingan yang kompetitif, sehingga 

masyarakat mendapat pelayanan yang 

baik. Pelaku usaha efesien menjalankan 

k e g i a t a n  u s a h a n y a  d a n  d a p a t  

memperoleh keuntungan yang   wajar. 

Pada akhirnya semua dapat bertumbuh 

dan berkembang secara simultan dan 

member ikan kese jahteraan bagi  

masyarakat. (*)

Masyarakat pengguna jasa 
transportasi harus mendapatkan 
pelayanan yang baik
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orupsi di Indonesia sudah semakin menggurita. 

Merambah hampir semua sektor kehidupan berbangsa Kdan bernegara. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu 

ranah pun yang tidak tersentuh korupsi, baik itu ranah politik, 

ekonomi, sosial budaya bahkan agama. Dari segi kerusakan yang 

ditimbulkannya juga sedemikian nyata, mulai dari kebocoran 

anggaran negara dalam jumlah besar sampai kepada kemiskinan 

yang menjerat sebagian besar warga negara. Dengan 

mengasumsikan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat 

sistematis yang berakibat sangat massif, maka setiap upaya 

perlawanan dan shock therapy terhadap korupsi  haruslah 

terstruktur dan sistematis pula. Terhadap hal yang demikian 

sudah seharusnya pemerintah bekerja lebih keras lagi, 

membangun upaya peran serta masyarakat dalam usaha 

Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK).

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka 

Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi telah meninstruksikan seluruh unsur negara untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi 

dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan korupsi.

Berbagai bentuk aski Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi harus 

dikomunikasikan secara baik dan efektif kepada khalayak, 

pemangku kepentingan dan mitra strategisnya. Oleh karena itu 

perlu suatu strategi yang memadai. Strategi komunikasi 

dipergunakan sebagai pedoman sosialisasi, edukasi dan 

advokasi kepada khalayak sasaran sehingga menjadi paham, 

sadar dan akhirnya berperan aktif dalam usaha pencegahan dan 

pemberantasan korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2013 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan 

Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi 

(Strakom PBAK), maka Kementerian Perhubungan telah 

menetapkan Pelayanan Perizinan Angkutan Pariwisata sebagai 

salah satu lokus terpilih identifikasi area potensi rawan korupsi 

dari unit layanan publik.

Pelayanan Perizinan Angkutan Pariwisata merupakan salah satu 

pelayanan di bawah Sub Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. Dalam kaitannya dengan PBAK, telah 

dilaksanakan pre-assesment untuk memahami dan memetakan 

budaya anti korupsi dalam Pelayanan Perizinan Angkutan 

Pariwisata tersebut.

di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
Sebagai tindak lanjut dari hasil assesment tersebut, telah 

dipasang standing banner di lokasi pelayanan perizinan sebagai 

upaya untuk sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di 

lingkungan internal dan eksternal. 

Sedangkan untuk pengaduan, saran dan masukan, masyarakat 

dan pengguna jasa juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan melalui kotak pengaduan yang 

terdapat di setiap lantai Ditjen Perhubungan Darat serta melalui 

website Perhubungan Darat (www.hubdat.web.id). Untuk 

menindaklanjuti setiap pengaduan dan masukan yang 

disampaikan telah diterbitkan Peraturan Dirjen No. SK. 4395/HK. 

301/DRJD/2010 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan juga 

tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) di lingkungan Ditjen Hubdat. (*/PS)

infoinfo LEPAS

Pendidikan Budaya Anti Korupsi 

Beberapa standing banner yang menyerukan budaya anti korupsi di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
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